
PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 

156/G/2021/PTUN.SBY: 

(Analisis normatif dalam sengketa pertanahan PT. Bumi Sari 

dengan Kepala Desa Pakel di Banyuwangi) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

Oleh:  

 

ANGGI KUSUMAWATI 

NIM: 204102030088 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS SYARIAH 

JUNI 2024



PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 

156/G/2021/PTUN.SBY: 

(Analisis normatif dalam sengketa pertanahan PT. Bumi Sari 

dengan Kepala Desa pakel di Banyuwangi) 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  

Gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Fakultas Syariah  

Program Studi Hukum Tata Negara 

 

 

 

 
 

 

 

Oleh:  

 

Anggi Kusumawati 

NIM. 204102030088 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER 

FAKULTAS SYARIAH 

JUNI 2024 



  

 ii 

 

PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 

156/G/2021/PTUN.SBY: 

(Analisis normatif dalam sengketa pertanahan PT. Bumi Sari 

dengan Kepala Desa Pakel di Banyuwangi) 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  

Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Fakultas Syari‘ah 

Program Studi Hukum Tata Negara  

 

 

 

 

Oleh: 

 

Anggi Kusumawati 

NIM: 204102030088 

 

 

 

 

Disetujui Pembimbing 

 

 

 

 

Badrut Tamam, S.H.M.H. 

NIP/NUP.20201287 

 

 

 

 

 

  



  

 iii 

PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 

156/G/2021/PTUN.SBY: 

(Analisis normatif dalam sengketa pertanahan PT. Bumi Sari 

dengan Kepala Desa Pakel di Banyuwangi) 

 

SKRIPSI 

 
Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan  

Memperoleh gelar Sarjan Hukum (SH)  

Fakultas Syariah 

Prgram Studi Hukum Tata Negara 

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 12 Juni 2024 

 

Tim Penguji  

Ketua Sekretaris 

 

 

 

 

 

Freddy Hidayat, M.H. 

NIP. 19880826 201903 1 003 
Basuki Kurniawan, M.H. 

NIP. 19890206 201903 1 006 

 

Anggota:   

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. (                                                        ) 

 

 

 

2. Badrut Tamam, S.H.M.H. 

 

(                                                        ) 

 

 

 

Menyetujui, 

Dekan Fakultas Syariah 

 

 

 

 

Dr. Wildan Hefni, M.A. 

NIP. 199111072018011004  



  

 iv 

MOTTO 

هِٰشُهَدَاءَٰۤباِلْقِسْطِٰٰكُوْنُ وْاٰا مَنُ وْاٰالَّذِيْنَٰٰايَ ُّهَايٰ  ٰللِّ  ٰۖ  تَ عْدِلُوْاٰاَلَّٰٰىۖ  عَلٰ ٰقَ وْمٰ ٰشَنَا نُٰٰيََْرمَِنَّكُمْٰٰوَلَٰٰۖ  قَ وَّامِيَْْ
ىٰاقَْ رَبُٰٰهُوَٰٰۖ  اِعْدِلُوْا هَٰٰوَات َّقُواٰۖ  للِت َّقْو  هَٰٰاِنَّٰٰۖ  اللّ  رٰ ٰاللّ  ۝٨ٰنَٰتَ عْمَلُوْٰٰبِاَٰۖ  خَبِي ْ

Artinya:  ―Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) 

karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap 

apa yang kamu kerjakan.‖ (QS. Almaidah: 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 Departemen Agama Republik Indonesia,Alquran Dan Terjemahan (Jakarta, 1990).86. 
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ABSTRAK 

Anggi Kusumawati, 2024: Perlindungan Hak Atas Tanah dalam Putusan Hakim 

PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY (Analisis normatif dalam sengketa 

pertanahan PT. Bumi Sari dengan Kepala Desa Pakel di Banyuwangi). 

Kata Kunci: Perlindungan Hak Atas Tanah, Putusan PTUN Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY, Sengketa Pertanahan 

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang paling langka dan tidak 

dapat diperbaharui, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien. Namun, 

tanah juga sering kali menimbulkan perselisihan atau konfrontasi, seperti yang 

terjadi di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Pakel, Kecamatan Licin. 

Masyarakat Desa Pakel dan PT Bumi Sari memiliki klaim lahan yang tumpang 

tindih, yang berujung pada konfrontasi. Setelah mengetahui Surat Keterangan 

Nomor 593/315/429.422.06/2018 dari Kepala Desa Pakel, PT Bumi Sari 

mengajukan gugatan pada 11 Oktober 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Surabaya. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis lebih 

dalam putusan Hakim PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY dalam 

menginterpretasikan dan melindungi hak atas tanah dalam sengketa pertanahan 

PT. Bumi Sari dengan Kepala Desa Pakel. 2) Untuk menganalisis dan memahami 

putusan Hakim PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN. SBY apakah telah 

mempertimbangkan hak-hak tradisional dan adat terkait tanah, dan sejauh mana 

putusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip hak tersebut. 

Jenis penelitian ini menggunakan sebuah metode Yuridis Normatif, dan 

pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan 

kasus dan pendekatan konseptual. Menggunakan tekhnik analisis bahan hukum 

deskriptif kualitatif yang digunakan secara menyeluruh dengan mengurai bahan 

hukum sebelum memberikan deskripsi. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan 1) Pada putusan hakim 

gugatan penggugat tidak diterima karena dianggap gugatan tersebut sudah 

terpenuhi dengan sendirinya sebab objek sengketa yang berupa Surat Keterangan 

Kepala Desa Pakel telah dibatalkan oleh tergugat maka objek sengketa tersebut 

batal oleh hukum. 2) Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak 

mempertimbangkan hak-hak masyarakat tradisional atau masyarakat adat 

sehingga dalam putusan ini dapat dikatakan tidak dilindungi hak hak masyarakat 

tradisional adatnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi suatu 

negara adalah tanah. Tanah dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan bahan 

padat dan porus yang terdiri dari mineral, gas dan organik yang membentuk 

massa dan struktur tertentu. Tanah ini tidak hanya menyediakan lingkungan 

untuk pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman, tetapi juga menyediakan air 

dan nutrien untuk kebutuhan hidupnya. Tanah juga digunakan oleh manusia 

untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, konstruksi dan pembuangan limbah. 

Dalam proses hidrologi, biogeokimia, dan ekosistem alam, tanah sangat 

penting.
1
  

Karena tanah merupakan salah satu sumber daya yang paling langka 

dan paling cepat habis, maka tanah harus dikelola dengan cara yang 

berkelanjutan, ekonomis, dan efisien. Tidak menutup kemungkinan tanah 

dapat menyebabkan beberapa konflik atau sengketa pertanahan.
2
 Konflik 

pertanahan, juga dikenal sebagai sengketa Pertanahan terjadi antara pemilik 

lahan dan pihak lain, seperti Pemerintah, Perusahaan atau pihak lainnya 

karena perbedaan tentang bagaimana lahan digunakan. Konflik ini biasanya 

terjadi di daerah dengan banyak sumber daya alam, seperti hutan, air dan 

tanah. 

                                                           
1
 S.Hajati, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan (Surabaya: Airlangga University Press., 

2018).1. 
2
 Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).10. 
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Mengingat bahwa tanah pada dasarnya adalah tempat manusia berasal 

dan pada akhirnya akan kembali, maka tanah sangat penting bagi eksistensi 

manusia.  

Hal ini didukung oleh Al-Qur'an Surat Thaha ayat 55, yang 

menyatakan:  

هَاٰ۞ هَاٰخَلَقْن كُمْٰٰمِن ْ هَاٰنعُِيْدكُُمْٰٰوَفِي ْ ۝٥ٰاخُْر ىٰتاَرةَٰ ٰنُُْرجُِكُمْٰٰوَمِن ْ  
Artinya: “Darinya (tanah) itulah Kami menciptakanmu, kepadanyalah Kami 

akan mengembalikanmu dan dari sanalah Kami akan 

mengeluarkanmu pada waktu yang lain.”
3
 

 

Penafsiran tersebut juga dapat berarti, "Kemudian kamu berasal dari tanah, 

karena sesungguhnya nenek moyangmu Adam diciptakan dari tanah, dan kami 

akan mengembalikan kamu kepadanya." (Thaha: 55) Ini berarti bahwa ketika 

Anda mati dan kembali ke tanah, di mana kami akan mengembalikan Anda, 

Anda akan dihancurkan. Dalam ayat lain, Dia berjanji bahwa ketika Dia 

memanggil Anda di masa depan, Anda akan taat dan mengagungkan-Nya. 

Selain untuk kepentingan kehidupan manusia tanah juga memiliki 

kepentingan dalam aspek religius yaitu untuk tempat suatu saat nanti nanti 

manusia dikubur. Menurut K. Wantjik Saleh, manusia dan tanah memiliki 

hubungan yang tidak terpisahkan. Salah satu contoh konkret dari hal ini dapat 

kita lihat di dunia modern, di mana tanah menjadi tempat berpijak manusia 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
4
 

Hak atas tanah, yang merupakan hak penggunaan dan pengelolaan 

eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atas sebidang 

                                                           
3
 Departemen Agama Republik Indonesia,Alquran Dan Terjemahan (Jakarta: 

IbnuKatsir,1990), 201. 
4
 K.Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Cetakan ya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).7. 
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tanah, menawarkan banyak manfaat, termasuk pemeliharaan kesejahteraan 

sosial dan stabilitas ekonomi serta ketahanan dan keamanan lingkungan, 

hukum dan ketertiban, dan keamanan alam. Pemilik hak atas tanah juga 

memiliki kemampuan untuk menggunakan Ini akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan kesejahteraan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat." Hal ini masuk akal jika dilihat dari ayat sebelumnya. 

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam UUPA Pasal 2 Ayat (2), Pemerintah 

memiliki hak untuk mengontrol tanah, terutama yang berkaitan dengan 

penggunaan dan prosedur hukum. Dengan kata lain, pemerintah memiliki 

wewenang untuk menetapkan dan mengawasi hubungan hukum antara orang-

orang dan tindakan-tindakan yang sah terkait tanah, selain mengendalikan dan 

mengatur alokasi, penggunaan, persediaan, dan konservasi tanah.
5
 

Namun, sengketa atas hak atas tanah kadang-kadang dapat terjadi, 

terutama di daerah-daerah di mana terdapat permintaan yang kuat akan tanah 

dan pembangunan yang cepat. Diperlukan banyak usaha dan uang bagi 

pemerintah untuk menyelesaikan salah satu masalah yang paling rumit ini. 

Konflik tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidak 

pembatahan dalam penggunaan dan pengelolaan tanah, kesulitan dalam 

menentukan hak atas tanah dan ketidakpercayaan antar pihak. Konflik tanah 

                                                           
5
 Sunario Basuki, ‗Ketentuan Hukum Tanah Nasional (HTN) Yang Menjadi Dasar Dan 

Landasan Hukum Pemilikan Dan Penguasaan Tanah.‘, (Program Pendidikan Spesialis Notariat 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia). 
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dapat mengurangi produktivitas ekonomi, meningkatkan biaya administrasi 

dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. 

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, 

Indonesia. Ibukota kabupaten ini adalah Banyuwangi. Kabupaten ini terletak 

di ujung timur Pulau Jawa, di wilayah Tapal Kuda. Batas-batasnya adalah 

Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah timur, Kabupaten 

Jember dan Bondowoso di sebelah barat, dan Kabupaten Situbondo di sebelah 

utara. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur 

dan Pulau Jawa, dengan luas wilayah 5.782,50 km2. Luas wilayahnya lebih 

besar dari Pulau Bali yang hanya 5.636,66 km2.
6
 

Sengketa lahan antara perusahaan swasta dan masyarakat terjadi di 

Kabupaten Banyuwangi. Sengketa tersebut telah berlangsung selama satu 

abad hingga saat ini. Sengketa muncul karena perusahaan swasta 

menggunakan hak guna usaha melebihi batas SHGU yang dimilikinya. 

Namun, penduduk setempat menganggap bahwa wilayah tersebut adalah tanah 

leluhur mereka. Nama Sri Baginda Ratu Belanda tercantum dalam izin 

pembukaan lahan seluas 4.000 bahu jalan yang ditandatangani oleh Bupati 

Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo pada saat itu. Perusahaan swasta 

adalah pemilik dari dua Sertifikat Hak Guna Usaha: Sertifikat Hak Guna 

Usaha No. 1 untuk Kluncing dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 untuk 

Songgon. Wilayah Desa Pakel tidak termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha 

                                                           
6
 Sipta Karomah Indri Fogar Susilowati, ‗Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Desa 

Pakel Dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat‘, JURNAL HUKUM, 7 No 3 2020. 
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yang diawasi oleh perusahaan swasta, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna 

Usaha.
7
 

Karena tumpang tindih hak atas tanah, masyarakat tidak menyerah 

untuk mendukung mereka yang percaya bahwa perusahaan memiliki hak atas 

tanah tersebut. Pada tanggal 11 Mei 2018, setelah melakukan berbagai upaya, 

Kepala Desa Pakel menerbitkan Surat Keterangan Nomor 

593/315/429.422.06/2018. Sebagai bukti perjuangan mereka untuk 

mendapatkan hak atas tanah, Kepala Desa Pakel membentuk Organisasi 

Masyarakat Tim Peduli Pakel dalam surat tersebut. 

Dengan adanya objek sengketa ini akhirnya masyarakat berani 

memasuki wilayah perkebunan perusahaan tanpa izin dan bercocok tanam, 

sebagai pemegang Hak Guna Usaha perusahaan merasa terganggu dan 

dirugikan karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah Hak 

Guna Usahanya. Pada kenyataannya sekarang, tanah yang dikelola oleh 

masyarakat Desa Pakel yaitu berdasarkan dengan Acta Van Verwizing atau 

yang dikenal dengan Akta 1929, dan sebab dasar penguasaan dan pengelolaan 

secara turun temurun sejak tahun 1929.
8
 

PT Bumi Sari dengan alasan adanya Objek Sengketa yang dikeluarkan 

oleh Kepala Desa Pakel dalam Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 

593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018. Gugatan diajukan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2021 

                                                           
7
 Ridha Wahyuni Irischa Aulia Pancarani, ‗Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah 

Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan 

PT. Bumi Sari‘, Tunas Agraria, 2023. 
8
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‗PUTUSAN Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY.‘ 
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terhadap Kepala Desa Pakel. Karena diyakini kepala desa mendukung upaya 

warganya dan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pakel adalah 

tidak sah, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 29 huruf b, UU Desa, Pasal 

17 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 31 ayat (1), dan 

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Hal-hal 

yang diperdebatkan. 

Secara hukum, Pasal 29 UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang Hak Guna Usaha (HGU). 

Pasal ini menyatakan bahwa HGU dapat diberikan selama 25 tahun, atau 35 

tahun untuk perusahaan-perusahaan tertentu, dan juga dapat diperpanjang 

selama 25 tahun. Pemegang hak dapat mengajukan permohonan perpanjangan 

hak guna usaha atas tanah yang sama setelah jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

atas Tanah, ayat (2). Jika pemegang hak ingin menggunakan tanah tersebut 

lagi, mereka hanya dapat memperpanjang HGU satu kali. Jika mereka ingin 

melakukannya lagi, mereka harus mengajukan permohonan untuk pembaruan 

HGU. 

Hak milik yang dialihkan (HGU dan HGB, misalnya) tunduk pada 

persyaratan pendaftaran di bawah Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal 23, 

32, dan 38). Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk membuktikan keabsahan 

peralihan hak. Menurut Peraturan Pemerintah No. 10/1961, kekuatan 

didefinisikan sebagai "lebih kuat daripada yang lemah," jadi meskipun 
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pendaftaran merupakan indikator kepemilikan yang lebih kuat daripada 

kepemilikan mutlak, namun masih tunduk pada proses hukum terhadap 

pemilik yang terdaftar. 

Pasal 1955 dan 1963 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 

IV mencoba untuk mengatur "berakhirnya" hak untuk memperoleh tanah 

(acquisitieve verjaring) sebelum berlakunya UUPA. Seorang pemilik tanah 

yang memiliki tanah sebelum UUPA diberlakukan dapat memperoleh hak 

milik atas tanah tersebut, menurut Pasal 610. Pasal 1955 dan 1963 menyatakan 

bahwa kepemilikan harus bersifat kontinu, umum, eigenaar spesifik, 

permanen, dan dilakukan dengan itikad baik. Mereka harus menunjukkan 

bahwa hak tersebut ada jika ingin tetap berlaku selama dua puluh tahun 

berdasarkan hak yang sah.
9
 

Penyelidikan sejarah hak atas tanah dilakukan dengan memeriksa bukti 

hak, yang biasanya berupa segel atau keputusan pemberian hak, yang 

didasarkan pada undang-undang pemerintah. Dengan demikian, tingkat 

kepastian hukum suatu hak milik dapat ditentukan dengan melihat akta-akta 

terbaru dan lama yang mengalihkan kepemilikan.
10 Pasal 5 TAP MPR No. 

IX/MPR/2001 menyatakan bahwa hak-hak masyarakat, keanekaragaman 

budaya, dan negara atas sumber daya alam di Indonesia harus dijaga dalam 

pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa 

putusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi hak-hak masyarakat daerah 

                                                           
9
 Adrian Sutedi, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007).27. 
10

 Indri. Hadisiswati, ‗Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Tanah‘, Ahkam: 

Jurnal Hukum Islam, 2.1 (2014), 118-146. 
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menggunakan pengaturan sektoral. Uji Materi UU Kehutanan No. 41/1999 

Putusan No. 35/PUU-X/2012 adalah salah satunya.
11

 

Karena hal ini dapat membuat masyarakat adat melawan masyarakat 

non adat, peradilan adat sangat sulit untuk diterapkan dalam prosedur 

penyelesaian sengketa tanah. Dua contohnya adalah masyarakat dan 

perusahaan. Sebagian besar masyarakat melakukan negosiasi. Masyarakat adat 

memilih jalur ini karena mereka memahami bahwa jika sengketa tanah 

diselesaikan melalui jalur hukum formal, status hukum (formal) mereka dapat 

mempersulit mereka untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, pemerintah 

tunduk pada hukum adat karena hal tersebut dapat diselesaikan melalui 

peradilan adat. Masyarakat Adat lokal dapat menggunakan metode ini untuk 

memperjuangkan status hukum formal.
12

 

Mempelajari hal ini secara bersama-sama sangat menarik karena, 

menurut penelitian sebelumnya, putusan PTUN terkait sengketa tanah antara 

PT Bumi Sari dan Kepala Desa Pakel, yang berfokus pada perlindungan hak 

atas tanah dengan mempertimbangkan hak-hak adat atau hak-hak tradisional, 

belum pernah diteliti. Dalam konteks sengketa tanah antara PT Bumi Sari dan 

masyarakat Desa Pakel, Ridha Wahyuni mengkaji perlindungan hak 

kepemilikan tanah berdasarkan kedudukan hukum akta tahun 1929 dan 

beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irisscha Aulia Pancarani. 

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Farhad Lubena menyelidiki 
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 Badrut Tamam, Pengantar Hukum Adat (Depok: Pustaka Radja, 2022).61. 
12

 Badrut Tamam.66. 
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metode yang digunakan oleh Desa Pakel dan Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Banyuwangi untuk menyelesaikan sengketa tanah. 

Penulis bermaksud untuk mengangkat topik mengenai perlindungan 

hak atas tanah yang disengketakan dan penyelesaian sengketa dengan judul 

"Perlindungan Hak Atas Tanah dalam Putusan Hakim PTUN Nomor 

156/G/2021/PTUN.Sby: (Analisis Normatif dalam Sengketa Tanah antara PT 

Bumi Sari dengan Kepala Desa Pakel di Banyuwangi)" berdasarkan uraian 

yang telah disampaikan di atas. 

B. Fokus Kajian 

Menurut latar belakang pada konteks penelitian yang tertera diatas, 

untuk memperjelas fokus dalam pembahasan terhadap suatu penelitian perlu 

disusun fokus penelitian.
13

 Berikut beberapa fokus penelitian yang dapat 

disajikan oleh penulis, diantaranya: 

1. Bagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

156/G/2021/PTUN.Sby berdasarkan konsep keadilan dalam 

menginterpretasikan dan melindungi hak atas tanah pada sengketa 

pertanahan PT. Bumi Sari melawan Kepala Desa Pakel? 

2. Apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan hak-

hak tradisional, adat yang terkait dengan tanah dalam konteks sengketa ini, 

dan sejauh mana putusan tersebut memenuhi prinsip hak-hak tersebut?  

 

C. Tujuan Penelitian  

                                                           
13

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).50. 
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Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, berikut penulis sebutkan 

beberapa tujuan dari penelitiannya, diataranya:  

1. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Nomor 156/G/2021/PTUN.Sby berdasarkan konsep 

keadilan dalam menginterpretasikan dan melindungi hak atas tanah pada 

sengketa pertanahan PT. Bumi Sari melawan Kepala Desa Pakel.  

2. Untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Nomor 156/G/2021/PTUN.Sby apakah telah mempertimbangkan 

hak-hak tradisional dan adat terkait tanah, dan sejauh mana putusan 

tersebut memenuhi prinsip-prinsip hak hak tersebut.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini harus memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, sesuai 

dengan uraian tujuan. Secara konseptual dan praktis, beberapa manfaatnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan 

memperluas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang-bidang 

yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan atau acuan untuk 

melakukan investigasi lebih lanjut dan memberikan informasi mengenai 

perlindungan hak atas tanah yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY. penelitian, khususnya 

yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah. Selain itu, hasil dari 
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penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan juga sebagai sumber informasi mengenai 

perlindungan hak atas tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi 

bagi para mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut 

mengenai perlindungan hak atas tanah yang terdapat dalam Putusan 

PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

bantuan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan pertanahan 

ketika mereka ingin mengimplementasikan perubahan atau kebijakan 

yang berkaitan dengan pelestarian hak atas tanah. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan lebih banyak 

informasi dan pemahaman kepada masyarakat di masa depan, sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan hak atas 

tanah yang diuraikan dalam Putusan PTUN Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY. 
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E. Definisi Istilah  

Bagian definisi istilah penelitian memberikan penjelasan secara rinci 

mengenai setiap istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk 

menjernihkan kebingungan, definisi istilah yang digunakan dalam judul 

penelitian ini disediakan di bawah ini. Istilah-istilah tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut berdasarkan judul penelitian "Perlindungan Hak Atas Tanah 

dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY:" (Analisis Normatif dalam Sengketa Tanah di 

Banyuwangi antara Kepala Desa Pakel dengan PT Bumi Sari): 

1. Perlindungan Hak Atas Tanah 

Sebuah usaha atau setelan tindakan dan peraturan yang bertujuan 

untuk melindungi hak milik seseorang atau bisnis dan tanah disebut 

perlindungan hak atas tanah. Perlindungan tanah sangat penting dalam 

mencegah penggunaan atau pemakaian tidak sah atas hak-hak tersebut. 

Hak-hak tersebut terdiri dari hak atas tanah, bisnis, dan bangunan 

Pemilik hak atas tanah terdaftar, hak milik atas satuan rumah 

susun, dan hak-hak lainnya diberikan perlindungan hukum berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 24/1997, Pasal 3 Ayat 1, selama mereka dapat 

membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut tanpa ada keraguan. Hal 

ini menunjukkan pentingnya pendaftaran tanah dalam mencapai kepastian 

hukum.
14
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 Leny Kurniawati, ‗Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai 

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah‘, Hukum Dan Kenotariatan. 
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2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Putusan merupakan sesuatu yang telah diputuskan.
15

 putusan 

perkara nomor 156/G/2021/PTUN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

Surabaya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY ditetapkan di Surabaya. PT Bumi Sari 

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 

tanggal 11 Oktober 2021. 

Yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keterangan Kepala 

Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018, tertanggal 11 Mei 2018, 

yang menyatakan bahwa areal perkebunan yang dimiliki oleh PT Bumi 

Sari merupakan bagian dari aset desa. PT Bumi Sari mengajukan gugatan 

sebagai penggugat dan Kepala Desa Pakel sebagai tergugat. Keputusan ini 

berdasarkan pada gugatan tersebut. Setelah menyimpulkan bahwa gugatan 

penggugat tidak dapat diterima, hakim PTUN Surabaya menetapkan biaya 

perkara kepada penggugat sebesar Rp 8.398.000. Pada tanggal 5 Januari 

2022, rapat permusyawaratan Majelis Hakim PTUN Surabaya telah 

menghasilkan putusan tersebut. 

3. Sengketa Pertanahan  

Sengketa pertanahan adalah suatu permasalahan yang timbul 

karena adanya perselisihan terkait pengklaiman hak atas kepemilikan 

tanah, baik sengketa tersebut terjadi antar perorangan, kelompok, maupun 

lembaga-lembaga lainnya. Perselisihan muncul di antara para pihak dalam 
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 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, 2008).1239. 
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suatu perjanjian ketika salah satu dari mereka gagal untuk melaksanakan 

apa yang telah mereka sepakati, menurut Nurnaningsih Amrini.
16

 Namun 

dalam kasus ini, terjadi sengketa lahan antara warga Desa Pakel dengan 

perusahaan swasta PT Bumi Sari. Hak Guna Usaha (HGU) yang konon 

merupakan hak guna usaha atas tanah yang diberikan oleh pemerintah 

kolonial Belanda kepada leluhur Desa Pakel pada saat itu, menjadi subyek 

sengketa batas wilayah. 

F. Sistematika pembahasan 

Pembahasan sktipsi ini mengalir dari bab pendahuluan hingga bab 

penutup, seperti yang diuraikan dalam sistematika pembahasan. Sistematika 

pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi lima (5) bab. 

Bab I Pendahuluan, Mengulas latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi, struktur pembahasan, dan 

topik-topik lainnya. 

Bab II Kajian Pustaka, mengkaji literatur tentang topik penelitian 

yang relevan. Penelitian dari masa lalu dan studi teoretis disertakan dalam bab 

ini. 

Bab III Metode Penelitian, membahas berbagai bentuk penelitian dan 

metodologi penelitian. Bab ini juga mencakup strategi pengumpulan data, 

metodologi pengumpulan data, analisis materi hukum, dan kesimpulan. 

Bab IV Pembahasan, menjelaskan subjek penelitian dan kesimpulan 

yang diambil dari teknik dan prosedur yang dibahas dalam bab III. 
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 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). 
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Bab V Penutup, Bab ini menguraikan setiap topik yang dibahas dalam 

bab sebelumnya. Saran-saran yang berkaitan dengan temuan penelitian, 

diskusi, dan kesimpulan juga disertakan dalam bab ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu berisi mengenai terlepas dari apakah temuan-

temuan tersebut telah dipublikasikan atau belum, penulis dapat merangkum 

hasil yang berbeda dari bagian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian yang masih perlu dilakukan.
17

 memanfaatkan penelitian terdahulu 

sebagai sumber informasi ketika melakukan penelitian baru. Penulis 

menggunakan penelitian terdahulu berikut ini sebagai contoh penelitian 

terdahulu: 

1. "Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat Desa Pakel: 

menelusuri kedudukan hukum akta 1929 dalam sengketa tanah 

dengan PT Bumi Sari" merupakan artikel jurnal yang diterbitkan pada 

tahun 2023 oleh dua orang mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta, Irischa Aulia Pancarani dan Ridha Wahyuni. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 

analisis yuridis normatif, dan analisis deskriptif. Sengketa antara PT Bumi 

Sari dan warga Desa Pakel menjadi pendorong dilakukannya penelitian 

ini. Keputusan pemerintah untuk memberikan konsesi kepada pihak yang 

tidak memiliki HGU berujung pada penggusuran warga Pakel dari 
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tanahnya, mengakibatkan tumpang tindihnya hak kepemilikan tanah, dan 

meningkatnya konflik.
18

 

Penelitian ini dan peneletian ini sama-sama mempelajari sengketa 

tanah desa Pakel. Namun, ada perbedaan di antara keduanya: peneliti 

mengkaji perlindungan hak atas tanah berdasarkan Akta 1929, sedangkan 

penulis mengkaji perlindungan hak atas tanah berdasarkan Putusan PTUN. 

2. Ahmad Hadi Rojani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember, 

menulis skripsi pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Yuridis 

terhadap eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Surabaya (studi kasus No.110/PEN.Eks/2012/PTUN.SBY tentang 

Sengketa Tanah)." 

Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil dari data empiris tersebut 

kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui penelitian lapangan. Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berbeda dengan penetapan 

110/PEN.EKS/2012/PTUN.SBY, menjadi dasar penelitian ini.
19

 

kajian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dalam hal menganalisis Putusan PTUN dengan cara yang 

sama. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pada penelitian ini. 

Secara khusus, penulis menggunakan metode normatif, sedangkan para 
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peneliti sebelumnya memakai pendekatan empiris. Selain itu, ada pula 

variasi pada putusan yang diteliti. 

3. Skripsi "Penyelesaian konflik hak guna usaha perusahaan 

perkebunan antara PT Era Sakti Wirafostema dengan masyarakat 

adat di Kecamatan Muoro Jambi" ditulis pada tahun 2021 oleh Syarifah 

Kholizah, seorang mahasiswi Universitas Batanghari, Jambi. 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis 

Empiris, yang juga disebut sebagai penelitian lapangan, di mana informasi 

faktual dikumpulkan melalui pengamatan lapangan yang sebenarnya dan 

pemeriksaan terhadap ketentuan hukum yang terkait. Latar belakang dari 

penelitian ini yaitu Selain itu, PT. Era Sakti Wirafostema menggunakan 

tanah masyarakat adat. Terdapat perjanjian sebelumnya antara keduanya, 

tetapi perjanjian tersebut lama kelamaan dianggap merugikan warga 

karena tidak sesuai dengan perjanjian awal.
20

 

Penelitian ini sama-sama menganalisis dan mengkaji sengketa 

tanah antara masyarakat dan perusahaan. Namun, ada beberapa perbedaan, 

yaitu penelitian ini dilakukan di tempat lain dan penulis menggunakan 

analisis putusan PTUN sebagai metode penelitian. 
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 Syarifah Kholizah, ‗Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Atas Tanah Perusahaan 
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4. Indri Fogar Susilowati, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya 

(UNESA), turut menulis jurnal "Konflik lahan antara masyarakat Desa 

Pakel dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat" pada tahun 2020 

bersama Sipta Karomah. 

Melalui penerapan penelitian yuridis sosiologis atau yuridis 

empiris, penelitian ini mengkaji fungsi sosial hukum adat. Masyarakat 

Pakel bertanggung jawab atas tanah milik negara, menurut Perhutani. 

Masyarakat Pakel sebenarnya telah mendiami wilayah tersebut jauh 

sebelum kehutanan dikembangkan, dan mereka memiliki catatan dari 

nenek moyang mereka yang menunjukkan bahwa mereka telah membuka 

lahan. Selain itu, pengelolaan kawasan kehutanan tidak memiliki metode 

yang transparan dan jelas.
21

 

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis 

karena sama-sama berfokus pada sengketa tanah yang terjadi di Desa 

Pakel. Peneliti melihat sengketa tanah Desa Pakel dengan Perhutani KPH 

Banyuwangi Barat, sedangkan penulis melihatnya dengan PT Bumi Sari. 

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan. 

5. Seorang mahasiswa Universitas Jember, Farhad Lubena, menulis tesis 

pada tahun 2019 berjudul "Penguasaan Hak Guna Usaha antara 

Perusahaan Swasta dan Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Licin, 

Kabupaten Banyuwangi". 
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Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau 

doktrinal, yang juga dikenal sebagai studi dokumen atau studi literatur. 

Hanya undang-undang dan peraturan yang terkait yang diperiksa dalam 

penelitian semacam ini. Penelitian ini dipicu oleh masalah penetapan tanah 

dan penguasa HGU perkebunan yang berkaitan dengan komunitas yang 

telah lama tinggal di daerah tersebut. Perusahaan swasta yang memiliki 

lahan di Desa Pakel yang sebenarnya tidak termasuk dalam Wilayah Hak 

Guna Usahanya.
22

 

Adapun Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji 

tentang sengketa pertanahan yang terjadi di desa Pakel dan metode 

peneliannya sama. Perbedaannya terletak pada penulis mengkaji 

perlindungan Hak atas tanah dengan menggunakan kajian Putusan PTUN. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No. Peneliti Judul Persamaan Perbedaan  

1. Irischa 

Aulia 

Pancarani 

dan Ridha 

Wahyuni 

(Jurnal 

2023). 

Perlindungan hak 

Kepemilikan tanah 

masyarakat desa Pakel: 

penelusuran legal standing 

akta 1929 dalam sengketa 

tanah dengan PT. Bumi 

Sari. 

Keduanya 

menginvestigasi 

isu-isu 

pertanahan 

yang terjadi di 

desa Pakel. 

Penelitian 

yang dikaji 

berdasarkan 

Legal  

Standing akta 

1929, 

sedangkan 

penulis 

mengkaji 

berdasarkan  

Putusan 

PTUN. 

2. Ahmad  

Hadi  

Rojani  

Analisis Yuridis 

pelaksanaan eksekusi 

Putusan Pengadilan Tata  

Persamaan pada 

Skripsi Ahmad 

Hadi  

Perbedaannya 

terletak pada 

Putusan yang 
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 Farhad Lubena, ‗Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Antara Perusahaan Swasta Dengan 

Masyarakat Desa Pakel,Kecamatan Licin,Kabupaten Banyuwangi‘, Skripsi (Universitas Jember), 

2019. 
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(Skripsi  

2021). 

Usaha Negara (PTUN)  

Surabaya (Studi kasus  

No.110/PEN.Eks/2012/PTU 

N.SBY tentang Sengketa 

tanah. 

Rojani yaitu 

terletak pada 

Pembahasan 

tentang Putusan 

PTUN. 

dianalisis dan  

Metode  

Penelitiannya. 

3. Syarifah  

Kholizah  

(Skripsi  

2021). 

Penyelesaian konflik hak 

guna usaha atas tanah 

perusahaan perkebunan 

antara PT. Era Sakti 

Wirafostema dengan 

masyarakat adat di  

Kabupaten Muoro Jambi. 

Penyelesaian 

sengketa antara 

masyarakat adat 

di Kabupaten 

dan PT. Era 

Sakti 

Wirafostema 

atas hak guna 

usaha 

perusahaan 

perkebunan 

Muoro Jambi. 

Lokasi objek 

yang dikaji, 

pada 

penelitian 

peneliti tidak 

menganalisis 

putusan 

PTUN. 

4. Sipta 

Karomah  

dan Indri 

Fogar 

Susilowat 

i (Jurnal 

2020). 

Konflik pertanahan antara 

masyarakat desa Pakel 

dengan Perhutani KPH 

Banyuwangi Barat. 

Sama-sama 

Mengkaji   

konflik 

pertanahan 

yang terjadi di 

Desa Pakel.  

 

Peneliti 

mengangkat 

konflik antara 

Desa Pakel 

dengan 

Perhutani  

KPH  

Banyuwangi  

Barat, serta 

peneliti fokus 

membahas  

tentang 

penyebab 

terjadinya 

konflik, 

sedang kan 

penulis fokus 

pembahasanny 

a tentang 

putusan 

PTUN 

terhadap 

masalah tanah 

anatara 

masyarakat 

Desa Pakel 

dengan PT. 

Bumi sari.  
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5. Farhad  

Lubena  

(Skripsi 

2019). 

Penguasaan tanah Hak 

Guna Usaha antara 

Perusahaan Swasta dengan 

masyarakat desa Pakel, 

Kecamatan Licin, 

Kabupaten Banyuwangi. 

  

Temuan dari 

penelitian ini 

dan penelitian-

penelitian 

sebelumnya 

memiliki 

kesamaan 

dalam hal  

Kedua studi 

tersebut 

meneliti 

sengketa tanah 

yang terjadi di 

Desa Pakel dan 

menggunakan 

metodologi 

penelitian yang 

sama. 

 

 

perbedaannya 

terletak pada 

penulis 

mengkaji 

perlindungan 

Hak atas tanah 

dengan 

menggunakan 

kajian Putusan 

PTUN. 

 

B. Kajian Teori & Konseptual  

1. Keadilan  

Ulpianus (200 M), yang pendapatnya kemudian diadopsi kedalam 

Kitab Hukum Justinianus, menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak 

yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya 

(iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum ciuque tribuendi).
23

 

Selain itu ada beberapa definisi keadilan dalam islam salah satunya dalam 

kitab Mu’jam Lugah Al-Fuqaha‘ disebutkan bahwa al-‗adl adalah suatu 

ungkapan tentang perkara yang pertengahan diantara dua sisi, yaitu 
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 Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia 
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melampaui batas dan penyalahgunaan.
24

 Didalam penulisan ini penulis 

menggunakan dua jenis keadilan, diantaranya yaitu: 

a. Keadilan Prosedural  

 Pengertian Keadilan Prosedural menurut beberapa Ahli yaitu: 

1. Menurut Kreitner dan kinichi (2010;221) mengemukakan bahwa 

―keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses dan 

prosedur yang digunakan untuk mengeola keputusan‖. 

2. Menurut Kreitner dan kinichi (2010;221) mengemukakan bahwa 

―keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses dan 

prosedur yang digunakan untuk mengeola keputusan‖. 

3. Menurut Kreitner dan kinichi (2010;221) mengemukakan bahwa 

―keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses dan 

prosedur yang digunakan untuk mengeola keputusan‖. 

Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan 

gaya suatu sistem hukum seperti rule of law dan negara hukum 

(rechstaat). Sedangkan keadilan materil menyangkut hak-hak sosial 

yang menandai penataan politik, dan ekonomi didalam masyarakat.
25

 

Prosedural Justice atau keadilan formil, diekspresikan dalam penetapan 

prosedur penyelesaian sengketa atau prosedur pengambilan keputusan. 

Tolak ukurnya dalam bentuk ketaatan kepada hukum38 artinya 
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 Muhammad Rawwas Qal‘ah ji dan Hamid Sadiq Qunaibi, Mu’jam Lugah Al-Fuqaha’ 

(Beirut: Dar an-Nafa‘is, 1413).147. 
25

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia (Bandung: Refrika Adhitama, 2008).22. 
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keadilan prosedural merupakan keadilan yang terjadi apabila seseorang 

melakukan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.
26

 

b. Keadilan Substantif 

Keadilan yang didasarkan pada sumber-sumber hukum yang 

bermoral dan ditindaklanjuti dengan tekun dikenal sebagai keadilan 

substantif.
27

 Keadilan substantif dalam KUHAP masih belum terlihat 

optimal. Meski begitu, UU Kekuasaan Kehakiman sejatinya secara 

substantif telah memberikan urgensi bagi penegak hukum untuk 

menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat. Hal ini khususnya bagi 

hakim bahkan dapat menggali nilai-nilai keadilan seandainya tidak 

terdapat hukum tertulis yang mengatur. Bahkan, dimungkinkan hukum 

tertulis tidak diberlakukan ketika bertentangan dengan nilai keadilan di 

masyarakat. Kuatnya peran gagasan keadilan substantif ini sejatinya 

harus dimaknai secara ekstensif tidak hanya bagi kekuasaan 

kehakiman, tapi bagi seluruh aparat penegak dan pelaksana hukum 

untuk selalu menggali nilai keadilan di masyarakat.
28

 

2. Kepastian hukum 

Orang dapat memperoleh apa yang diharapkan dari mereka dalam 

situasi tertentu dan memiliki pembelaan yang adil terhadap tindakan 

sewenang-wenang ketika ada kepastian hukum. Masyarakat akan lebih 
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 Dewa Gede Atmaja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis (Jawa Timur: Setara 

Press, 2013).76. 
27

 Bambang Sutiyoso, ‗Mencari Format Ideal Leadilan Putusan Dalam Peradilan‘, Jurnal 

Hukum, 2010, 221. 
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 Abdul Wahid, ‗Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?‘, Ius 
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tertib ketika ada kepastian hukum. Karena tujuan hukum adalah untuk 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka sudah menjadi tugas 

sistem hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Di sisi lain, 

masyarakat mengharapkan penerapan dan penegakan hukum untuk 

mendapatkan manfaat. Memahami positivisme hukum terkait erat dengan 

kepastian hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa undang-undang 

adalah satu-satunya sumber hukum dan proses peradilan hanyalah 

penerapan hukum pada kasus-kasus tertentu.
29

  

Dalam rangka melindungi kepentingan umum, yang juga 

mencakup kepentingan pribadi, kepastian hukum tidak dapat diragukan 

lagi harus dicapai. Hal ini karena kepastian hukum berfungsi sebagai 

sarana utama untuk menegakkan keadilan (ketertiban) sosial. Kepentingan 

pribadi) dengan peran sebagai kekuatan utama di balik tegaknya keadilan 

(ketertiban) sosial, kepercayaan warga negara terhadap pemerintah 

(penguasa), dan pengaruh penguasa terhadap opini rakyat. persepsi rakyat 

terhadap kewibawaan penguasa.
30

 

Untuk menjamin bahwa orang yang mencari keadilan dapat 

mengandalkan kerangka hukum yang tepat dan obyektif yang bebas dari 

spekulasi atau opini subyektif, konsep kepastian hukum dikembangkan. 

Menurut John Austin, tujuan akhir dari positivisme hukum adalah 

kepastian hukum. Hukum dan moralitas harus dipisahkan untuk 
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 A. Ridwan Halim, Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1987).166. 



  

 

26 

membentuk sistem yang logis, tertutup, dan tetap yang memberikan 

kepastian hukum. Pemisahan antara moralitas dan hukum diperlukan 

untuk membangun sistem yang tertutup, rasional, dan rasional yang akan 

menjamin kepastian hukum.
31

 Selain kepastian hukum dan keadilan, 

kemanfaatan juga penting.  

3. Kemanfaatan  

Kemanfaatan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat 

diabaikan dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Salah satu faktor 

yang paling penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum di 

Indonesia adalah kemanfaatan. Mazhab utilitarianisme berpendapat bahwa 

penegakan hukum memiliki banyak tujuan yang bermanfaat, bukan hanya 

sebagai alat pembalasan atau kompensasi atas tindakan kriminal. Hal ini 

karena penegakan hukum didasarkan pada manfaat tertentu, sebagaimana 

dinyatakan dalam teori manfaat atau teori tujuan. "Manfaat" dalam 

konteks ini mengacu pada kepuasan. Hukum yang membuat banyak orang 

bahagia dianggap sangat baik.
32

 

4. Pertanahan  

a. Tanah  

Tanah: Kata-kata dalam bahasa Belanda untuk tanah adalah 

aarde, grondgebied, atau land. Nama-nama dalam bahasa Inggris untuk 
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tanah adalah land, ground, soil, atau earth.
33

 Kamus Bahasa Indonesia 

mendefinisikan "tanah" sebagai berikut:
34

 

1) Permukaan tertinggi di bumi. 

2) Kondisi permukaan bumi di suatu lokasi. 

3) Permukaan bumi yang memiliki batas. 

4) Material yang berasal dari bumi, termasuk batu, napal, pasir, dan 

sebagainya. 

Tanah dalam konteks pertanian mengacu pada seluruh atau 

sebagian permukaan bumi. UUPA tidak mengatur keseluruhan luas 

tanah, melainkan hanya mengatur hak-hak atas tanah. Sebidang tanah 

dianggap sebagai bagian dari tanah sesuai dengan UUPA Pasal 4 ayat 

(1) jika: 

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang 

dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak 

atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 

hukum.”.  

 

Al-Raghib al-Ashfahani menggambarkan tanah sebagai sesuatu 

yang berada di bawah, berbeda dengan sesuatu yang berada di atas, 

seperti langit, dan memiliki kapasitas untuk menumbuhkan dan 

memelihara hal-hal lain. Nurhayati merujuk pada sudut pandang ini.
35
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b. Sengketa Tanah  

"Sengketa tanah" didefinisikan sebagai "perselisihan 

penguasaan tanah antara perorangan, organisasi, atau badan hukum 

yang tidak berdampak luas" dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata 

Ruang, Pasal 1 ayat (2).
36

 Rusmadi Murad menyatakan bahwa dalam 

kasus ini, sengketa tanah diselesaikan melalui sistem hukum atau 

melalui diskusi antara dua pihak atau lebih yang merasa tidak puas 

dengan cara penggunaan dan penguasaan hak milik mereka. 

Tipologi kasus atau jenis sengketa atau perkara pertanahan 

yang diadukan, disampaikan dan ditangani oleh Badan Pertanahan 

Nasional dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
37

 

a) Penguasaan tanah tanpa hak yaitu perbedaan persepsi, nilai atau 

pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan tanah diatas 

tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara) 

maupun yang sudah dilekati hak oleh pihak tertentu. 

b) Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan 

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak 

yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun 

yang masih dalam proses penetapan batas. 
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37
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c) Sengketa waris yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 

kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang 

diperbolehkan dari jual beli kepada lebih dari satu orang. 

d) Sertifikai ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 

kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki 

sertifikat hak atas tanah lebih dari satu, 

e) Sertifikat pengganti yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 

kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah 

diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti, 

f) Akta Jual Beli palsu yaitu perbedaan persepsi, nilai pendapat, 

kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya 

Akta Jual Beli. 

g) Palsu kekeliruan penunjukan Batas yaitu perbedaan persepsi, nilai 

pendapat, kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah 

yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan 

Pertanahan Kota Semarang berdasarkan penunjukan batas yang 

salah. 

h) Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 

kepentingan mengenai putusan peradilan terkait terhadap subjek 

dan objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penertiban hak 

atas tanah tertentu.
38
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Menurut Rachmadi Usman, pertikaian dan perselisihan muncul 

ketika terdapat pengetahuan tentang adanya kepentingan-kepentingan 

yang saling bersaing antara dua pihak atau lebih. Sebaliknya, "dispute" 

dapat berarti "perselisihan" dan "conflict" dapat berarti "konflik" 

dalam bahasa Indonesia. Ditekankan juga bahwa sebuah kerugian tidak 

secara otomatis meningkat menjadi perselisihan hanya karena satu 

orang merasa tersakiti dan hanya mengekspresikan ketidaksenangan 

mereka. Sebaliknya, konflik akan menjadi perselisihan ketika orang 

yang merasa dirugikan berbicara tentang hal itu.
39

 

c. Hak Atas Tanah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hak" dapat 

berarti "benar", "milik", dan "kemampuan untuk berbuat". Dengan 

demikian, kebebasan untuk menggunakan atau mengambil manfaat 

dari sesuatu yang berada di bawah kendali seseorang, aman dari 

campur tangan pihak luar, dan tidak merugikan orang lain 

didefinisikan sebagai "hak milik". Sehubungan dengan ketentuan Pasal 

6, Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

menetapkan bahwa hak atas tanah yang paling kuat, luas, dan turun-

temurun yang dapat dipunyai orang adalah hak milik.
40

  

Pandangan Thomas Hobbes mengenai milik diungkapkannya 

dalam Leviathan, bahwa milik adalah sebagai berikut: 
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―Doktrin kelima yang cenderung membubarkan negara adalah 

bahwa setiaporang memiliki hak mutlak atas benda-benda miliknya, 

termasuk hak mutlak dari kekuasaan berdaulat. Setiap orang memang 

memiliki hak yang mengecualikan hak setiap subjek lainnya dan hak 

itu berasal dari kekuasaan yang berdaulat, tanpa perlindungan dari 

ekuasaan berdaulat itu, setiap orang lain harus memiliki hak yang sama 

untuk hal yang sama. Tetapi jika hak individu juga mengecualikan 

kekuasaan yang berdaulat, maka kekuasaan yang berdaulat tidak dapat 

melakukan tugasnya untuk melindungi hak mereka dari musuh asing 

dan kerugian satu sama lain; dan akibatnya, tidak ada lagi negara. 

Dari paparan Hobbes, ada titik terang bahwa hak milik adalah 

hak hukum (legal right) artinya milik diciptakan oleh hukum yang 

hukum itu adalah produknya negara (kekuasaan berdaulat). Bahwa 

milik adalah hak hukum sebenarnya dapat diinterpretasi dari 

pandangan Thomas Hobbes tentang kedaan alamiah, hukum alam, dan 

hak alamiah.
41

 

Pada keadaan alamiah, menurut Hobbes, tidak ada perbedaan 

antara ―milikku‖ dan ―milikmu‖, dan harus dipahami bahwa milik 

adalah buatan dari negara yang berdaulat. Individu memiliki hak 

kepemilikan selamanegara mengizinkan atau menganggapnya berguna. 

Negara adalah pemilik nyata dan paling akhir atas segala sesuatu 
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dalam negaradan individu hanya menikmati kepemilikan selama 

negara merasa perlu untuk memberikannya. 

Namun, Munir Fuady menegaskan dalam bukunya bahwa hak 

atas tanah adalah hak atas tanah yang paling kuat, mencakup semua, 

dan komprehensif di Indonesia, dibandingkan dengan hak-hak atas 

tanah lainnya yang diakui secara resmi yang dimiliki oleh orang atau 

perusahaan di Indonesia. Jika kita mempertimbangkan fungsi sosial 

dari hak atas tanah, maka hak atas tanah dapat mencakup hal-hal 

seperti hak untuk memiliki tanah.
42

 

Menurut pasal 570 Burgerlirjk Wetboek (BW), "hak milik" 

didefinisikan sebagai "hak untuk memiliki suatu barang secara bebas 

dan melakukan apa saja terhadap barang tersebut, asalkan tidak 

bertentangan dengan hukum atau peraturan umum yang ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang". Demi kepentingan umum, hak milik 

dapat dicabut dan diganti dengan kompensasi yang sesuai, asalkan 

tidak melanggar hak orang lain. Persyaratan hukum berlaku untuk hal 

ini. 

Dalam islam salah satu jalan untuk memperoleh hak 

kepemilikan adalah dengan membuka tanah (Ihya al-Mawat). 

Pembukaan ini tidak secara rinci di jelaskan, akan tetapi islam hanya 

memberi ketentuan umum mengenai perolehan hak milik ini. 

Perolehan tanah dengan cara Ihya Al mawat berlaku untuk umum bagi 
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siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut menjadi 

miliknya. Namun demikian, tanah itu akan terus menjadi miliknya 

asalkan tanah tersebut selalu dikelola dengan baik selama 3 tahun 

berturut-turut. Apabila seseorang dalam memperoleh hak milik dan 

penggunaannya telah keluar dari garis-garis syariah dan berakibat 

mengganggu kepentingan umum serta merugikan orang lain maka 

pemerintah atau negara berhak melakukan campur tangan terhadap 

kepemilikan tersebut. Karena pada dasarnya Allah telah mewajibkan 

melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Tegakkan yang benar dan 

melarang yang salah).
43

 Hukum pertanahan dalam Islam dapat 

didefinisikan sebagai ―hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam 

kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasarruf), 

dan pendistribusian (tauzi') tanah‖.
44

 

Pasal 20 sampai 27 UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, juga disebut sebagai Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan hak kepemilikan tanah. Pasal 50(1) UUPA menjabarkan 

persyaratan hukum tambahan terkait hak-hak kepemilikan tanah. 

d. Perlindungan Hak Atas Tanah 

Menurut ayat 1 Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, 

"setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta 
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pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Properti juga tercakup 

dalam pasal ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan 

untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin 

kepastian hukum dimaksud. 

Pemerintah bertanggung jawab atas sektor pertanahan, 

terutama dalam hal lalu lintas dan penggunaan lahan yang diizinkan. 

Hal ini mencakup kekuasaan untuk memutuskan dan mengelola 

hubungan hukum antara individu dan tanah serta organisasi dan 

peraturan distribusi, pemanfaatan, penyediaan, dan pemeliharaan 

tanah. 

Tujuan utama dari setiap kasus pertanahan di mana hak atas 

tanah ditetapkan atau diberikan adalah untuk memberikan kepastian 

hukum kepada pemegang hak atas tanah. Karena tujuan utama dari 

UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang 

hak, maka pendaftaran tanah, atau Rechskadaster, harus dilakukan 

secara nasional oleh pemerintah sesuai dengan semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Aristoteles dan Aguinas Grotius, tujuan sistem hukum 

adalah keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Bab 

IV, Ayat 2 UUPA, pendaftaran tanah bersifat rechtkadaster untuk 

menjamin kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan UUPA Pasal 19 
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Ayat 2, yang menyoroti pentingnya akta kepemilikan yang sah sering 

disebut sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. 

Sertifikat dari pemerintah berfungsi sebagai bukti kepemilikan 

tanah yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, penjelasan selanjutnya 

menjelaskan kepastian hukum dari sertifikat. Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun 1997, Pasal 32 ayat 1, jika informasi hukum 

dan fisik pada sertifikat diakui kebenarannya dan tidak diragukan lagi, 

maka sertifikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat. Karena 

sertifikat dibuat oleh badan pemerintah, maka mungkin saja sertifikat 

tersebut tidak akurat karena alasan apapun. Nilai hukum sertifikat yang 

sebenarnya dapat berkurang sebagai akibatnya. 

Menurut Adrian Sutendi dan Jan Michiel Otto, ada empat 

elemen yang harus ada agar ada kepastian hukum, yaitu: (1) harus ada 

peraturan yang seragam dan jelas; (2) pemerintah harus secara 

konsisten menerapkan peraturan-peraturan tersebut dan tunduk pada 

peraturan-peraturan itu; dan (3) harus ada hakim-hakim yang 

independen, tidak berpihak, dan menegakkan peraturan-peraturan itu 

secara konsisten.
45

 

e. Masyarakat Adat 

Masyarakat yang diatur oleh hukum adat kadang-kadang 

disebut sebagai "masyarakat tradisional" atau "masyarakat adat".  Alih-

alih diciptakan atau diatur oleh otoritas yang lebih tinggi, masyarakat 
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hukum adat adalah masyarakat yang berkembang secara organik di 

wilayah tertentu dan sangat terikat satu sama lain. Selain itu, mereka 

memandang tanah mereka sebagai sumber daya yang hanya dapat 

diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. 

Terdapat empat kelompok masyarakat adat yang berbeda di 

Republik Indonesia, masing-masing dengan struktur kekerabatan 

patrilineal. Kelompok-kelompok ini adalah sebagai berikut: 

1) Masyarakat yang menjunjung tinggi keturunan laki-laki.  

2) Masyarakat adat yang mengutamakan keturunan perempuan 

melalui susunan kekerabatan keibuan yang dikenal dengan istilah 

matrilinial. 

3) Memberikan preferensi kepada keturunan perempuan.  

4) Masyarakat adat yang mengutamakan anak laki-laki dan 

perempuan dan terdapat hubungan ibu-bapak (parental).  

5) Anak laki-laki dan perempuan diutamakan dalam peradaban 

alternatif yang menggantikan masyarakat adat yang bersifat 

paternalistik.  

Ada tiga cara sebuah komunitas hukum adat dapat eksis 

diantaranya: sebagai organisasi yang berdiri sendiri, sebagai bagian 

dari komunitas hukum adat yang lebih besar, atau sebagai koalisi 

beberapa komunitas hukum adat yang kuat. 
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f. Penyelesaian Sengketa  

Gagasan tentang penyelesaian sengketa berkaitan dengan 

berbagai jenis perselisihan atau konflik yang terjadi di masyarakat, 

penyebab perselisihan, dan strategi yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan perselisihan. Orang ketiga yang tidak memiliki 

kapasitas untuk mengambil keputusan dapat membantu memediasi 

perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui dialog atau 

kesepakatan. Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa 

yang diatur secara hukum yang digunakan dalam berbagai situasi 

konflik. 

Sebuah bentuk penyelesaian konflik yang dikenal sebagai 

penyelesaian non-litigasi ditangani di luar pengadilan atau oleh 

lembaga-lembaga yang dikhususkan untuk penyelesaian sengketa 

alternatif. Di Indonesia, terdapat dua pilihan penyelesaian sengketa 

non-litigasi: arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (AAPS). 

Penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang tidak 

memihak dikenal sebagai arbitrase provisional, yang terkadang disebut 

juga sebagai arbitrase perorangan. Kelompok penyelesaian sengketa 

pihak ketiga atau prosedur di luar pengadilan dapat digunakan untuk 

menanganinya. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata 

yang dilakukan di luar peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sesuai 

dengan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999. 
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Alternatif penyelesaian sengketa adalah cara tambahan untuk 

menyelesaikan konflik di luar pengadilan, selain arbitrase. Ketika 

sengketa muncul, para pihak mencoba menyelesaikannya di luar 

pengadilan, baik secara sendiri-sendiri atau dengan bantuan pihak 

ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa secara litigasi, menurut 

Frans Hendra Winarta, merupakan ultimatum remidium, upaya 

terakhir, dalam kasus-kasus di mana pilihan-pilihan penyelesaian 

sengketa lainnya telah habis.
46

 

Para pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk 

menggunakan sistem hukum negara atau pergi ke pengadilan untuk 

menyelesaikannya. Seorang hakim pengadilan akan mengadili kasus 

ini dalam beberapa kali persidangan. Mahkamah Agung dan 

pengadilan-pengadilan di bawahnya-Pengadilan Tata Usaha Negara, 

Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan 

Pengadilan Militer-membentuk sistem peradilan.
47

 

Fakta bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, 

yang berarti dapat digunakan untuk menentukan siapa yang menang 

dan siapa yang kalah (posisi menang dan posisi kalah) adalah salah 

satu manfaat menggunakan litigasi untuk menyelesaikan sengketa. 

Selain itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan 

pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan meskipun mereka 

memilih untuk tidak melakukannya. Sudikno Mertokusumo 
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menyebutkan tiga kewenangan yang dimiliki oleh putusan pengadilan, 

yaitu kewenangan untuk mengikat, kewenangan untuk membuktikan, 

dan kewenangan untuk melaksanakan. Untuk menyelesaikan 

perselisihan di pengadilan, kewenangan ini diperlukan.
48

 

5. Peradilan Tata Usaha Negara 

a. Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara  

Dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan dasar 

pengujian yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan 

Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang 

disengketakan. Pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat 

diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal 

atau tidak sah, jika: 

1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Pasal 53 ayat (2) hruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1986 masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk 

menafsirkan apa yang dimaksud dengan ―bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku‖. Penjelasan Pasal 53 

ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 

menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
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dinilai ―bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku‖ apabila keputusan yang bersangkutan:
49

 

a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal, 

misalnya dengan tidak diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. 

b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial. 

c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

tidak berwewenang. 

2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 

tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 antara lain 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas umum 

pemerintahan yang baik adalah asas hukum kebiasaan yang secara 

umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak 

dirumuskan seacra tegas dalam peraturan perundang-undangan, 

tetapi yang didapat dengan analisa dari yurisprudensi maupun dan 

literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan 

hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara).
50
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b. Proses Putusan Tata Usaha Negara  

Sistematika Putusan  

1) Pembukaan  

Pada pembukaan secara berturut turut disebutkan: 

a) Kata putusan atau penetapan. 

b) Nomor perkara. 

c) Irah-irah ―Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa‖. 

d) Pengadilan yang menjatuhkan putusan atau yang mnegeluarkan 

penetapan. 

e) Identitas penggugat dan tergugat, dengan kuasa hukumnya. 

2) Tentang duduknya perkara  

Mengenai bagian putusan yang menyebutkan tentang duduknya 

perkara, diisi dengan uraian singkat yang berasal dari gugatan, 

jawaban, replik dan duplik, serta alat-alat buktinya.
51

 

3) Tentang pertimbangan hukumnya  

Mengenai bagian putusan yang menyebutkan tentang 

pertimbangan hukum, diiisi dengan uraian tentang pertimbangan 

hukumterhadap duduknya perkara. Dalam bagian putusan ini 

diadakan penilaian mengenai alat-alat buktiterhadap fakta-fakta 

yang diajukan atau yang dibantah oleh Penggugat atau Tergugat. 

 

                                                           
51

 R.Wiyono.195. 



  

 

42 

4) Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan nilai akhir, Juga merupakan penutup 

dari pertimbangan hukumyang disebutkan dalam suatu putusan. 

5) Diktum atau Amar 

Diktum adalah apa yang diputuskan secara final oleh pengadilan 

dan merupakan titik akhir yang terpenting bagi Penggugat atau 

Tergugat. Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 

telah memberi pedoman mengenai diktum yang dapat dijatuhkan 

oleh Hakim, yaitu: 

a) Gugatan ditolak  

Gugatan ditolak karena Keputusan Tata Usaha Negara yang 

menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan tidak 

sah atau dibatalkan.   

b) Gugatan tidak diterima  

Putusan yang tidak dapat diterima adalah putusan yang 

menyatakan, antara lain, bahwa gugatan penggugat tidak 

berdasar atau tidak memadai. Putusan ini tidak mengubah 

hubungan h ukum penggugat dan tergugat dengan cara apa pun. 

c) Gugatan gugur 

Penggugat diundang ke beberapa sidang, tetapi ia tidak 

hadir, dan hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak 

berlaku karena ia telah meninggal dunia. 
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d) Gugatan dikabulkan  

Penggugat diundang ke beberapa sidang, tetapi ia tidak 

hadir, dan hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak 

berlaku karena ia telah meninggal dunia.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Untuk mengatasi masalah penelitian, para peneliti menggunakan metode 

penelitian sebagai tahapan investigasi mereka.
52

 Berikut ini adalah metodologi 

penelitian yang digunakan oleh penulis: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sebuah 

subbidang penelitian hukum yang melihat hukum sebagai norma-norma atau 

kaidah-kaidah sosial yang berlaku secara universal yang menjadi pedoman 

perilaku.
53

 Mempelajari hukum dari perspektif keselarasan hukum (horizontal) 

dan hirarki hukum (vertikal) dikenal sebagai penelitian hukum normatif. 

B. Pendekatan penelitian  

Untuk membangun hubungan dan memahami masalah penelitian, 

metode diterapkan. Pendekatan adalah istilah lain untuk proses memahami dan 

memandu masalah yang diteliti. Dalam studi hukum, ada tiga pendekatan 

penelitian yang berbeda: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, 

dan Pendekatan Konseptual. 

1. Pendekatan Perundang-Undangan 

Metode perundang-undangan diterapkan dengan melihat undang-

undang dan kebijakan yang relevan sesuai masalah yang diteliti.
54

 Alasan 

mengapa metode ini cocok untuk digunakan oleh peneliti adalah karena 
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menggunakan undang-undang sebagai sumber penelitian bertujuan untuk 

memecahkan masalah hukum atau problem lainnya. Peraturan perundang-

undangan yang sedang dibahas memiliki keterkaitan dengan sengketa 

tanah antara Kepala Desa Pakel dan PT Bumi Sari, serta putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara No. 156/G/2021/PTUN.SBY. 

2. Pendekatan Kasus 

Pendekatan ini melibatkan penelusuran kasus-kasus yang relevan 

dengan masalah yang dibahas dan di mana pengadilan telah mengeluarkan 

keputusan yang memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, metode 

kasus ini sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini karena 

menggunakan studi putusan sebagai subjeknya. Metode ini menyelidiki 

dan menganalisis pertimbangan hukum atau alasan yang mendasari 

keputusan hakim. 

3. Pendekatan konseptual  

Metode ini menyimpang dari konsepsi dan sudut pandang ilmu 

hukum saat ini. Diputuskan untuk menggunakan metodologi penelitian 

khusus ini untuk mengatasi masalah hukum. Oleh karena itu, 

pertimbangan utama saat memilih pendekatan adalah sesuai dengan 

masalah hukum. 
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C. Sumber Bahan Hukum 

1. Sumber Bahan Hukum Primer  

Bahan-bahan hukum primer meliputi undang-undang, putusan 

pengadilan, dokumen resmi negara, dan risalah.
55

 Sumber-sumber berikut 

ini menyediakan bahan hukum primer untuk penelitian ini:   

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. 

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuaasan kehakiman. 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 

e. Putusan PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.  

f. PERMEN ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016. 

g. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat. 

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder: Beberapa sumber yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah buku-buku teks, 

rancangan undang-undang, artikel-artikel ilmiah, dan pendapat para ahli 

hukum. Namun semua publikasi hukum yang digunakan sebagai dokumen 

atau makalah tidak resmi diklasifikasikan sebagai bahan hukum sekunder, 

seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud. Publikasi hukum terdiri dari 

jurnal hukum, kamus hukum, buku teks, dan analisis putusan pengadilan.
56
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3. Sumber Bahan Hukum Tersier 

Ensiklopedi, bahan hukum, dan bahan hukum dalam bahasa lain 

termasuk dalam koleksi ini. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai 

kerangka dasar untuk bahan hukum primer dan sekunder. Ahli hukum dan 

penerbit ensiklopedia terkadang menyebut publikasi mereka sebagai 

"bahan hukum tersier". Istilah bahan hukum sekunder, bahan hukum 

tersier, bahan non-hukum, dan bahan hukum primer juga digunakan oleh 

penulis.
57

 

D. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum  

Penelitian membutuhkan penggunaan teknik pengumpulan bahan 

hukum karena bahan hukum adalah komponen utama dari penelitian ini.
58

 

Buku, jurnal, undang-undang, kitab suci, dan dokumen lainnya merupakan 

beberapa contoh jenis dokumentasi yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan topik 

penelitian ini.Teknik ini digunakan untuk memberi peneliti kemampuan untuk 

menginvetarisasi dan mengklasifikasi uraian dalam dokumentasi secara logis 

sesuai dengan masalah yang dibahas. 

E. Analisis Bahan Hukum  

Untuk menyelesaikan masalah penelitian, analisis bahan hukum 

dilakukan dengan mengaitkan temuan konsep dengan pokok masalah. 

Penelitian ini akan menggunakan analisis bahan hukum deskriptif kualitatif. 

Metode ini digunakan secara menyeluruh dengan mengurai bahan hukum 

                                                           
57

 Muhaimin. 
58

 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelian Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara 

Media, 2019). 



  

 

48 

sebelum memberikan deskripsi. Kalimat-kalimat yang teratur, runtut, dan 

logis digunakan untuk menulis deskripsi analisis ini. Metode ini dapat 

menghasilkan argumen yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.
59

 

F. Penyimpulan 

Semua informasi hukum yang telah dikumpulkan, dipilih, atau diatur, 

dan diperiksa dengan cermat untuk isu-isu hukum yang relevan sebelum 

keputusan dibuat. Ada dua (2) metode untuk mencapai kesimpulan atau 

kesimpulan mengenai penelitian hukum. Penarikan kesimpulan, metode untuk 

mencapai kesimpulan secara induktif dan deduktif dalam bidang penelitian 

hukum. Dalam kebanyakan kasus, normatif disimpulkan dengan 

menggunakan metode deduktif, yang berarti membuat kesimpulan tentang 

suatu masalah yang umum terhadap masalah nyata yang dihadapi.
60
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA 

NEGARA NOMOR 156/G/2021/PTUN.SBY DALAM SENGKETA 

PERTANAHAN PT. BUMI SARI DENGAN KEPALA DESA PAKEL 

1. Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

156/G/2021/PTUN. SBY 

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu 

pernyataan yang diucapkan di sidang pengadilan oleh hakim yang diberi 

wewenang untuk itu dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan 

suatu perkara atau sengketa di antara para pihak.
61 Metode Musyawarah 

Yudisial digunakan oleh pengadilan untuk mengambil keputusan, dan 

harus didasarkan pada teori-teori yang relevan dan temuan-temuan 

penelitian untuk memastikan bahwa temua-temuan tersebut komprehensif 

dan dioptimalkan dari sudut pandang teoritis dan praktis. Kepastian hukum 

yang adil sangat diharapkan, dengan hakim sebagai penegak hukum dan 

pembuat keputusan yang menentukan keberlakuan hukum. Pasal 5 ayat (1) 

UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 

hakim wajib "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat" agar dapat memberikan putusan yang tepat. Hal 

ini lebih dari sekadar menjunjung tinggi norma-norma sosial yang diakui 

secara hukum. 
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Tanggal 11 Oktober 2021 PT. Bumi Sari (Penggugat) dengan 

kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Pakel 

(Tergugat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas diterbitkannya 

Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018, 

tanggal 11 Mei 2018, perihal Surat Keterangan Kepala Desa Pakel (Objek 

Sengketa). Surat Keterangan tersebut berisi yang pada intinya menyatakan 

sebagai tanah milik Desa Pakel atas tanah perkebunan PT. Bumi Sari. 

PT. Bumi sari mengajukan gugatan karena merasa kepentingannya 

dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut. Penggugat adalah 

pemegang HGU Nomor 00295, 00296, 00297, 00298 berkedudukan di 

Bnayuwangi. Penggugat memperoleh HGU berdasarkan Surat Bupati 

Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2004, dan Surat Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tanggal 11 November 2004 Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang 

pemberian perpanjangan waktu dan pembaharuan Hak Guna Usaha dan 

hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir 

pada 31-12-2034. 

Pada tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat menerima dan 

mengetahui fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 

593/315/429.422.06/2018 yang menyatakan seakan akan tanah HGU milik 

Penggugat adalah Tanah adminitrasi Pemerintahan Desa Pakel, yang 

menyebabkan masyarakat Desa Pakel memasuki serta bercocok tanam di 

wilayah HGU PT. Bumi Sari tanpa izin. Karena PT. Bumi sari memiliki 

hak atas tanah HGU nya kemudian Penggugat merasa dirugikan atas 
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terbitnya Objek sengketa tersebut dan Tergugat diminta untuk mencabut 

Objek sengketa tersebut.  

Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menanggapi 

dengan mengajukan surat jawaban tertanggal 29 November 2021 yang 

disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem Informasi 

pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang 

mengemukakan: 

a. Tergugat menolak dengan tegas sekuruh pernyataan, klaim, dalil, 

posita, maupun petitum Penggugat didalam surat gugatannya, kecuali 

terhadap hal-hal yang dapat dibuktikan secara hukum. 

b. Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat satu persatu 

dalam gugatannya. Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil yang 

dianggap penting. 

Sebagai pemilik sertifikat HGU, PT Bumi Sari mengajukan 

gugatan dengan Nomor Register Perkara 156/G/2021/PTUN.SBY ke 

PTUN karena masih merasa tidak terima dengan keputusan PTUN 

tersebut. Mengenai hal-hal yang diajukan kepadanya oleh pejabat atau 

badan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki 

yurisdiksi penuh. keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau 

pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha 

Negara yang bersifat konkret dan nyata serta menimbulkan akibat hukum 

bagi seseorang atau badan hukum perdata. 
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Tanah yang disengketakan terletak di Desa Pakel, Kecamatan 

Licin, Kabupaten Banyuwangi, dan tercakup dalam Surat Keterangan 

Kepala Desa Pakel No. 593/315/429.422.06/2018, tertanggal 11 Mei 2018, 

sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PTUN No. 

156/G/2021/PTUN.SBY. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka (10) 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

Peraturan Presiden No. 26 tahun 1988 tentang BPN, No. 10 tahun 

2006 tentang BPN RI, dan No. 63 tahun 2006 tentang BPN RI, semuanya 

memuat informasi tersebut di atas. Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 24 tahun 1997, pasal 1 ayat 20, sertifikat hak 

milik adalah surat tanda bukti hak yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) 

huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, wakaf, hak milik 

atas satuan rumah susun dan hak tanggungan. Hak-hak tersebut semuanya 

didaftar dalam pendaftaran tanah yang bersangkutan. 

Tata cara pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu Pasal 

11 dan 12. Oleh karena Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan 

bertindak di luar kewenangannya sebagai Kepala Desa Pakel, maka Surat 

Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018, 

tertanggal 11 Mei 2018 telah menyalahi peraturan perundang-undangan 

yang digariskan dalam Pasal 70 UU Administrasi Pemerintahan. Selain 
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itu, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 

telah diterbitkan, dan masyarakat desa pakel mulai melakukan penguasaan 

atas areal perkebunan yang dimiliki oleh PT Bumi Sari. Sertifikat Hak 

Guna Usaha atas nama perusahaan tidak pernah dicabut berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah 

diganggu gugat oleh pihak ketiga dalam sengketa perdata maupun 

sengketa tata usaha negara, sesuai dengan temuan hakim dalam kasus ini. 

Hal ini membuat sertifikat tersebut mengikat secara hukum. PT Bumi Sari 

adalah pemilik sertifikat hak guna usaha. Jika tidak diperpanjang, sertifikat 

tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2034. 

Kemudian jika melihat dari keterangan Saksi Harun selaku 

Sekretaris Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel yang dibentuk oleh 

tergugat dan Ketua Kelompok Rukun Tani Sumberejo Pakel dan saksi 

Suwarno, berdasarkan pada bukti yaitu berupa fotokopi sesuai asli Soerat 

Idin Memboeka Tanah yang diterbitkan oleh Bupati/Asisten Residen di 

Banyuwangi tanggal 11 Djanoeari 1929, dan berdasarkan bukti lain yaitu 

fotokopi sesuai asli Akta penunjukan yang diterbitkan Bupati/Asisten 

Residen di Banyuwangi tanggal 1929 (terjermahan) diperoleh fakta bahwa 

warga dengan mendasarkan pada Acta Van Vewizing/akta penunjukan 

tanggal 11 Januari 1929 secara bersama-sama warga membagi tanah atas 

pembagian lahan tersebut, namun keabsahan Acta Van Verwizing tersebut 

(Akta 1929) tidak pernah dipertanyakan kepada pihak yang berwenang / 

belum pernah diajukan ke kantor pertanahan setempat. Selain itu, 
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pengesahan UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengubah hak-

hak atas tanah Barat menjadi hak-hak yang berkaitan dengan bangunan 

dan perkebunan. Selama sisa masa berlaku masing-masing hak, hingga 

maksimum dua puluh tahun, hak-hak ini dapat ditegakkan. Karena tidak 

didasarkan pada hukum yang relevan, dokumen ini tidak dapat digunakan 

sebagai landasan hak atas tanah. 

Obyek sengketa tersebut harus dianggap batal demi hukum apabila 

terdapat kesalahan administrasi atau pelanggaran terhadap Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Tergugat telah menerbitkan 

Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 

593/315/429.422.06/2018 tentang tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat 

yang merupakan aset Desa Pakel. Hal ini melanggar beberapa asas, 

termasuk yang digariskan dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang 

kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kemanfaatan. Dengan 

demikian, hak masyarakat untuk membuka lahan di Desa Pakel tidak 

terpengaruh oleh PP No. 18/2021, PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, atau istilah Ontginningsrecht (hak untuk membuka lahan). Oleh 

karena itu, Penggugat meminta agar objek sengketa ini dibatalkan. 

Hakim memutuskan bahwa tergugat telah bertindak sesuai dengan 

ayat (3) dan Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan dalam menanggapi permintaan 

penggugat agar tergugat membatalkan surat yang disengketakan. Dengan 

demikian, dengan sendirinya, surat sengketa tersebut tidak sah. Majelis 
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Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah dikabulkan 

dengan sendirinya dan tujuan dari sengketa a quo tidak lagi berkekuatan 

hukum tetap. Hakim menolak gugatan Penggugat berdasarkan argumentasi 

hukum tersebut. Hal ini didasarkan pada evaluasi hakim yang ditemukan 

dalam faktor-faktor hukum dalam menyelesaikan perselisihan ini. 

Karena fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, 

Keputusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY telah sesuai dengan peraturan 

yang mengatur proses penyelesaian sengketa ini. Sehingga dengan adanya 

putusan ini maka dinyatakan yang menjadi dasar bagi warga Desa Pakel 

sejak tahun 2018 untuk mulai memasuki lahan penggugat yang dimana 

penggugat masih secara sah pemegang Sertifikat HGU yang mana Desa 

Pakel termasuk dalam wilayah HGU tersebut, dan HGU tersebut berakhir 

pada tanggal 31-12-2034. 

2. Analisis Interpretasi Putusan Hakim PTUN Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY dalam melindungi hak atas tanah pada 

sengketa pertanahan PT. Bumi Sari dengan Kepala Desa Pakel. 

Dalam konteks ini, analisis mengacu pada proses melihat dan 

mengevaluasi fakta-fakta hukum yang relevan dalam kaitannya dengan 

masalah hukum. Isu atau masalah hukum yang ingin ditangani oleh 

undang-undang berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan interpretasi ini. 

Dokumen-dokumen hukum ini berfungsi sebagai dasar untuk 

mengevaluasi bukti-bukti hukum yang ada dan menarik kesimpulan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pengambilan 
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keputusan hakim dalam Putusan PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY 

tentang perlindungan hak atas tanah. Putusan hakim yang merupakan 

keputusan terakhir dalam suatu perkara, harus memenuhi standar 

setidaknya tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian.
62

 Penulis secara konseptual mendasarkan dua jenis keadilan-

keadilan substantif dan keadilan prosedural-untuk tujuan analisis.
63

 

Berikut penjabarannya: 

Tabel 4.1 

Parameter Keadilan Substansif dan Prosedural 

 

Keadilan Substansial Keadilan Prosedural 

a. Asumsi dasar: 

b. Hasil pengukuran: 

Seorang hakim harus 

mempertimbangkan non-

diskriminasi, objektivitas, 

ketidakberpihakan, nalar, 

kejujuran, dan hati nurani 

(keyakinan hakim) ketika 

meninjau, mengadili, dan memutus 

suatu perkara. Kami menyebutnya 

keadilan substantif. 

c. Keadilan substantif dikatakan 

terpenuhi jika hasil pengukurannya 

positif; jika hasilnya negatif, maka 

keadilan substantif tidak ada. 

a. Asumsi dasar: 

b. Hasil pengukuran: 

Keadilan prosedural adalah 

perlindungan hak-hak hukum para 

pihak yang berperkara, terdakwa, 

dan pihak-pihak yang 

berkepentingan di seluruh proses 

peradilan. 

c. Keadilan prosedural dianggap ada 

jika hasil pengukuran positif; 

keadilan prosedural tidak ada jika 

hasil pengukuran negatif. 

Penjabaran Penjabaran 

1. Apakah hakim mendasarkan 

keputusan mereka pada yurisprudensi 

yang sudah mapan? 

2. Apakah hakim menggunakan 

doktrin ketika mengambil keputusan? 

3. Apakah putusan hakim 

mempertimbangkan hukum yang 

1. Apakah putusan hakim 

mengandung unsur-unsur yang harus 

dimiliki oleh sebuah putusan 

pengadilan, seperti yang tercantum 

pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 

Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 

RBG? 
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dibuat secara lokal, seperti peraturan 

daerah, adat istiadat, dan/atau 

kebiasaan? 

4. Apakah keputusan yang dibuat oleh 

hakim didasarkan pada peraturan 

hukum yang berlaku? 

5. Apakah keputusan hakim adalah 

keputusan yang masuk akal dengan 

mempertimbangkan bukti-bukti yang 

tersedia dan hukum? 

6. Apakah kesimpulan hakim logis, 

metodis, dan didukung oleh 

pertimbangan faktual dan hukum? 

2. Apakah hakim telah 

mempertimbangkan bukti-bukti yang 

dapat diterima yang digunakan dalam 

kasus ini sesuai dengan Pasal 284, 

180, dan 181 RBG atau 164, 153, dan 

154 HIR? 

3. Apakah penerapan hukum 

pembuktian telah sesuai dengan 

yurisprudensi, perjanjian, undang-

undang, dan/atau doktrin hukum? 

4. Apakah hakim telah memberikan 

bobot yang sama terhadap argumen 

yang dibuat oleh tergugat dan 

penggugat? 

5. Apakah ada perbedaan antara 

tanggal putusan dan tanggal majelis 

hakim PTUN mempertimbangkannya? 

 

Tabel 4.2 

 Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural pada Putusan PTUN Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY 

 

Parameter Temuan dalam Isi Putusan 

1. Apakah majelis hakim telah 

mempertimbangkan perkara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan 

Pasal 184 HIR/195 RGB, yang mana 

perkara tersebut harus dimuat dalam 

ketentuan pengadilan? 

1. Majelis Hakim telah memasukkan 

hal-hal yang diamanatkan untuk 

dicantumkan dalam putusan 

pengadilan, sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 184 HIR/195 

Rbg dan UU No. 48 Tahun 2009 ayat 

2. 

2. Apakah putusan hakim telah 

dianggap sebagai bukti yang dapat 

dipercaya sesuai dengan Pasal 100 UU 

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, yang berlaku 

untuk kasus ini? 

2. Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

menyatakan bahwa keputusan hakim 

didasarkan pada analisis mereka 

terhadap fakta-fakta yang ada. 

3. Apakah penerapan hukum 

pembuktian mengikuti hukum, 

doktrin, dan yurisprudensi? 

3. Hukum pembuktian telah 

diterapkan oleh para hakim. 

4. Apakah hakim telah memberikan 

bobot yang sama terhadap argumen 

yang dibuat oleh tergugat dan 

4. Baik argumen penggugat maupun 

tergugat telah dipertimbangkan secara 

adil oleh para hakim dalam 
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penggugat dalam pertimbangannya? pertimbangan mereka. 

5. Apakah ada perbedaan antara 

hari/tanggal putusan diumumkan 

dengan hari Majelis Hakim PTUN 

bermusyawarah? 

5. Hari/tanggal putusan diumumkan 

berbeda dengan hari/tanggal Majelis 

Hakim PTUN melakukan 

musyawarah. 

 

Majelis hakim telah menunjukkan keadilan prosedural dalam 

Putusan PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY berdasarkan analisis 

keadilan prosedural pada tabel diatas. Karena dalam putusan tersebut harus 

memuat hal-hal sebagai berikut: (i) kepala putusan; (ii) identitas para 

pihak; (iii) ringkasan gugatan dan jawaban; (iii) alasan atau pertimbangan 

hakim; (iv) amar putusan; (v) hari/tanggal musyawarah dan pembacaan 

putusan; dan (vi) biaya perkara. Persyaratan tersebut bersumber dari Pasal 

2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG: 

Tabel 4.3  

Hasil Pengukuran Keadilan Substantif pada Putusan PTUN Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY 

 

Parameter Temuan dalam Isi Putusan 

1. Fakta-fakta hukum yang terungkap 

di persidangan. 

1. Telah terbukti bahwa tanah yang 

disebutkan dalam surat keterangan 

Kepala Desa Pakel, yang menjadi 

pokok sengketa, merupakan bagian 

dari hak guna usaha PT Bumi Sari. 

2. Berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 

00295 dan Sertifikat HGU Nomor 

00296-yang keduanya memasukkan 

Desa Pakel ke dalam areal HGU PT 

Bumi Sari-terdapat fakta bahwa 

penggugat adalah pemilik yang sah 

dari hak guna usaha tersebut. 

3. Terbukti bahwa sejak tahun 2018, 

tergugat dan warga Desa Pakel telah 

memasuki areal perkebunan PT Bumi 

Sari dengan menggunakan objek 

sengketa sebagai pembenaran. 

4. Tergugat membatalkan atau 

mencabut pokok sengketa atas 
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permintaan Penggugat. 

2. Landasan hukum yang digunakan. 2. Hakim menggunakan pertimbangan 

dalam pertimbangan hukum. 

3. Ada tidaknya yurisprudensi yang 

digunakan oleh Majelis Hakim  

3. Pertimbangan hukum majelis hakim 

tidak memiliki dasar yurisprudensi. 

4. Ada atau tidaknya teori atau doktrin 

hukum yang dikutip. 

4. Majelis hakim tidak mendasarkan 

pertimbangan mereka pada doktrin 

atau teori apa pun. 

5. Apakah hakim melihat prinsip-

prinsip hukum berbasis masyarakat 

seperti hukum adat atau tidak. 

5. Ketika membuat keputusan hukum, 

majelis hakim tidak 

mempertimbangkan nilai-nilai hukum 

berbasis masyarakat. 

6. Logis tidaknya dasar pertimbangan 

dengan putusan yang dijatuhkan.  

6. Mengingat bahwa para hakim dalam 

majelis memiliki kewenangan untuk 

menetapkan kebenaran gugatan 

penggugat dan kepalsuan eksepsi 

tergugat, faktor hukum ini sangat 

masuk akal. Hal ini dilakukan agar 

penggugat, yang gugatannya telah 

dibatalkan atau ditarik kembali oleh 

tergugat, dapat secara mandiri 

membuktikan gugatannya. Sebagai 

hasilnya, diputuskan untuk tidak 

menerima gugatan penggugat dan 

membebankan biaya perkara kepada 

penggugat. 

 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jika 

diukur dari enam parameter diatas, Bahwa putusan PTUN Nomor 

156/G/2021/PTUN.SBY belum semua memenuhi parameter yang 

dijadikan untuk dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Dari enam 

parameter diatas terdapat tiga parameter yang tidak ditemukan di dalam 

putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY diantaranya: 

a. Majelis Hakim tidak menggunakan Yurisprudensi saat membuat 

pertimbangan hukum. 

b. Pertimbangan hukum tidak didasarkan pada doktrin atau teori hukum. 
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c. Hakim tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang ada di 

masyarakat.  

Tidak benar lagi jika dikatakan bahwa hakim di negara-negara 

Anglo-Saxon tidak sepenuhnya terikat oleh hukum, atau hakim di 

Indonesia tidak sepenuhnya terikat oleh hukum. Dalam mengambil 

keputusan hukum, hakim juga mempertimbangkan doktrin atau teori 

hukum. Dalam keilmuan hukum, teori atau doktrin memberikan informasi 

untuk menyelidiki kebenaran hukum. Putusan hakim kehilangan justifikasi 

ilmiah hukumnya dan menjadi tidak relevan ketika tidak memiliki 

landasan teori atau doktrin sebagai dasar pertimbangan hukum. 

Adapun salah satu Yurisprudensi yang seharusnya dapat diajdikan 

perimbangan hakim dalam memustuskan sengketa ini meskipun 

permasalahnnya sedikit berbeda, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, Nomor: 06 PK/ TUN/ 2008, tanggal 5 Mei 2008 dan 

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara vii 

menjadi lembaga pertama pertama yang berwenang melakukan 

peerikasaan sengketa pertanahan, yang selanjutnya putusan hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam 

proses pemerikasaan di Pengadilan Umum, Namun proses penyelesaian 

sengketa pertanahan yang harus melalui dua tingkat pemerikasaan pada 

dua lembaga peradilan sangat tidak efektif dan bertentangan dengan 
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prinsip sederhana, cepat, dan murah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009. 

Pada intinya, penyelesaian masalah tergantung pada hukum yang 

"mendengarkan hati nurani masyarakat", sama seperti keadilan substantif 

yang bergantung pada "tanggapan" masyarakat. Dengan kata lain, hukum 

didedikasikan untuk mencapai keadilan substantif dan mampu menentukan 

apa yang diinginkan publik.
64

 

Ketika hakim melakukan ijtihad, mereka benar-benar memiliki 

kewajiban untuk melestarikan norma-norma hukum yang mengatur 

masyarakat. Hakim, khususnya hakim konstitusi, memiliki kewajiban 

untuk melihat, memeriksa, dan memahami rasa keadilan masyarakat (jo. 

Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970), menurut UU No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1). Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1970, Pasal 27 ayat (1).
65

 

Dalam memutuskan sengketa tanah a quo Desa Pakel, putusan 

PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY tidak menemukan doktrin, 

Yurisprudensi, dan nilai-nilai hukum masyarakat. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa putusan tersebut secara substansi tidak 

merepresentasikan putusan yang baik dan menyeluruh. Hal ini 

berimplikasi pada pertimbangan majelis hakim yang tidak memiliki dasar 

yang kuat dalam hal doktrin, yurisprudensi, dan penggalian nilai-nilai 
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hukum yang relevan secara sosial. Karena majelis hakim tidak 

mempertimbangkan hukum dan peraturan pertanahan setempat, maka 

putusan yang dihasilkan menjadi kering. 

B. PERTIMBANGAN DAN PENEGAKAN HAK TRADISIONAL ADAT 

DALAM PUTUSAN PTUN MENGENAI SENGKETA TANAH PT. 

BUMI SARI DENGAN KEPALA DESA PAKEL. 

Sebagai semacam hukum yang hidup, hak-hak Masyarakat Hukum 

Adat (MHA) berasal dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun 

dan bukan dari undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Karena hak-

hak ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, maka hak-hak tersebut 

harus diakui dan dilindungi. 

Selama kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat masih ada dan 

mengikuti hukum adat yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini menunjukkan 

dengan jelas bahwa penggunaan kekuasaan pemerintah diatur oleh aturan 

hukum dan oleh karena itu rentan terhadap pengawasan hukum. Dasar hukum 

Republik Indonesia untuk keberadaan masyarakat adat diuraikan di sini 

(MHA).
66

 

Pada putusan PTUN Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY, jika dilihat dari 

hasil pengukuran berdasarkan keadilan substantif putusan tersebut tidak 

mempertimbangkan, menggali, mencari, maupun mencermati hukum 
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kebiasaan atau hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Analisis hakim 

memperjelas bahwa putusan a quo menjadi menguat sendiri dan kehilangan 

signifikansi hukumnya. Selain itu, pengujian diperlukan untuk menentukan 

apakah sertifikat hak guna usaha yang dimiliki penggugat adalah sah atau 

apakah para pihak atau orang yang menguasai tanah tersebut adalah pemilik 

perdata dari tanah tersebut. 

Acta 1929, yang juga dikenal sebagai Acta Van Verwizing, adalah 

otorisasi pembukaan lahan yang disetujui dan ditandatangani pada tanggal 11 

Januari 1929, oleh Ratu Belanda melalui Achmad Noto Hadi Soeryo, yang 

menjabat sebagai Bupati/Asisten Residen Banyuwangi. Surat ini merupakan 

salah satu alasan penduduk setempat memasuki wilayah HGU perkebunan 

tergugat yang menjadi objek sengketa. Akibatnya, surat keterangan Kepala 

Desa Pakel dicabut. Sementara itu, baik UUPA maupun PP No. 24/1997 dan 

18/2021 tidak mengakui hak masyarakat untuk membuka lahan di Desa 

Pakel.
67

 

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 10/2016, penggalian 

legal setara dengan hak yang diberikan oleh masyarakat. Hak atas tanah baru 

yang dimiliki secara bersama-sama oleh suatu komunitas atau perorangan 

berdasarkan adat istiadat setempat dikenal sebagai hak komunal. Karena 

hukum adat tidak dianggap sebagai dasar kepemilikan dan hak penguasaan 

tanah, maka hak ini sering diperdebatkan meskipun diatur oleh peraturan 
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menteri. Selain itu, pemerintah sering menyatakan bahwa hak ulayat tidak 

diakui oleh UUPA. 

Masyarakat sebenarnya telah berada di lahan tersebut untuk waktu yang lama 

sebelum sertifikat HGU diterbitkan. Untuk memperkuat keabsahan hukum dari 

dokumen hak milik yang diterbitkan oleh pihak berwenang pada saat itu, masyarakat 

juga telah mengajukan permohonan konversi hak atas tanah berdasarkan hak-hak 

tersebut; namun demikian, pemerintah saat ini tidak pernah menanggapi permohonan 

tersebut.
68

 Karena tanah yang dipermasalahkan telah digarap oleh masyarakat 

terdahulu pada masa Pemerintahan Belanda, maka tanah tersebut dapat 

dianggap sebagai tanah komunal. Demikian pula halnya dengan tanah yang 

menjadi objek sengketa a quo. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA, 

hak komunal dan hak-hak yang serupa dengan Masyarakat Hukum Adat 

diakui menurut hukum tanah Indonesia sepanjang menurut kenyataannya 

masih ada.
69

 Hak atas tanah masyarakat didefinisikan sebagai hak atas tanah 

kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atau hak atas tanah 

kolektif yang diberikan kepada masyarakat yang bermukim di wilayah yang 

ditetapkan sebagai hutan atau perkebunan dalam Pasal 1 Ayat 1 ATR/KBPN 

No. 10/2016. Peraturan Menteri No. 10/2016 menyatakan bahwa hak ulayat 

dan hak komunal tidak dibedakan secara jelas satu sama lain. Pasal 3 UUPA 

mengkodifikasi hak ulayat dan bukan hak komunal. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Permen ATR/KBPN No. 10/2016, hak atas 

tanah masyarakat didefinisikan sebagai hak milik yang diberikan kepada 
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masyarakat hukum adat atas tanahnya atau hak milik yang diberikan kepada 

masyarakat yang berada di dalam kawasan perkebunan atau kawasan hutan. 

Oleh karena itu, tampaknya hanya ada sedikit perbedaan antara hak komunal 

atas tanah dan hak ulayat di bawah Permen ATR/KBPN No. 10/2016. Hak 

ulayat diatur oleh Pasal 3 UUPA, bukan hak komunal. Untuk mengantisipasi 

terjadinya sengketa dengan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah yang 

diberikan HGU, pemetaan dan pengukuran tanah seharusnya dilakukan 

dengan melibatkan setidaknya kepala desa setempat. Tetapi karena pemerintah 

mengabaikan kondisi lahan atau keberadaan masyarakat sekitar, terbukti 

bahwa pemerintah tidak melaksanakan proses tersebut, yang melanggar Pasal 

22 ayat (3) PP No. 18/2021. Namun, masyarakat merasa bahwa mereka tidak 

pernah diajak berkonsultasi selama proses pembebasan lahan oleh pemerintah 

daerah. Seharusnya para pemimpin desa dan masyarakat dilibatkan, karena 

wilayah konsesi masih digarap oleh masyarakat yang sama yang telah 

memiliki dan menggarapnya sejak tahun 1929.
70

 

Bagi masyarakat yang mengklaim tanah adat sebagai miliknya, 

menempuh jalur hukum adalah cara terbaik untuk menjamin keadilan dan 

kepastian hukum sekaligus menjaga hak kepemilikan tanah. Namun demikian, 

dari semua upaya yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan, 

masyarakat Desa Pakel tidak pernah menang dalam sengketa ini. Masyarakat 

hukum adat tidak dilindungi secara hukum seperti masyarakat hukum 
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nasional, sehingga hukum nasional lebih diutamakan daripada hak-hak 

masyarakat hukum adat. 

Ketika individu dari luar komunitas adat melanggar hak-hak adat 

mereka dan masalah tersebut perlu disidangkan di pengadilan, hukum nasional 

sering kali diterapkan oleh hakim sebagai pengganti hukum adat untuk 

mengambil keputusan terkait kasus-kasus adat. Hukum adat masyarakat 

mungkin tidak jelas bagi para hakim, sehingga menyulitkan mereka untuk 

membuat keputusan.  

Karena hak ulayat masyarakat adat tidak memiliki dasar hukum berupa 

sertifikat yang memberikan hak penguasaan atas tanah di Desa Pakel, maka 

SBY tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat tersebut. Hakim 

harus mempertimbangkan pertimbangan lain, seperti peraturan perundang-

undangan yang terkait, selain fakta-fakta hukum yang ada ketika menjatuhkan 

putusan dalam suatu perkara. 

Sulit bagi penegak hukum untuk menggunakan adat istiadat yang 

mengatur kehidupan masyarakat adat sebagai dasar untuk menyelesaikan 

sengketa atau kasus karena adat istiadat pada dasarnya tidak tertulis dan tidak 

menjadi bagian dari hak-hak mereka yang tertulis. Namun demikian, para 

hakim harus melihat lebih dekat pada masyarakat adat dan hak-hak kolektif 

mereka, mempelajari sejarah mereka dan implikasinya terhadap cara hidup 

mereka jika hak-hak mereka dicabut.  

Menurut Lon L. Fuller, standar moral baik internal maupun eksternal 

harus dipenuhi ketika membuat keputusan hukum. Hukum harus, misalnya, 
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mempertahankan standar hidup minimal, menegakkan ketertiban dan 

keamanan sosial, dan membela yang lemah agar efektif. Jika dilihat dari luar, 

hukum tetap harus mempertahankan standar hidup minimal dan membela 

yang lemah. 

Mayoritas penduduk Desa Pakel adalah petani, menempatkan mereka 

pada kelompok sosial dan ekonomi yang rentan dan terpinggirkan serta tidak 

memiliki kekuatan yang cukup besar, sehingga mereka sering kali menjadi 

target dari tindakan-tindakan penguasa, terutama dalam hal pembuatan 

kebijakan yang tidak partisipatif.
71

 Jika warga Desa Pakel melihat Peraturan 

Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, mereka seharusnya tidak 

perlu mengalami hal ini. Program-program yang menyelesaikan perselisihan 

antara petani, mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah, menetapkan dan 

melindungi hak-hak atas lahan, serta mengalokasikan dan memanfaatkan 

sumber daya hutan untuk kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama 

dalam reformasi agraria.
72

 

HGU harus menerima kompensasi atau direlokasi jika tanah yang telah 

ditanami secara komunal untuk waktu yang lama akan digunakan untuk 

pembangunan. Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 UUPA, pemerintah dan 

pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa 

pengalihan atau pencabutan hak atas tanah tidak mengakibatkan hilangnya 

hak-hak hidup masyarakat. Di antara langkah-langkah tersebut adalah 
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memberikan kompensasi dan relokasi yang layak. Perusahaan-perusahaan 

telah dipaksa untuk memberikan kompensasi atas lahan yang terkena dampak 

kebijakan pembangunan di masa lalu ketika terjadi konflik lahan. Ketika 

kedua belah pihak menyetujui kompensasi selama mediasi, jumlah 

kompensasi juga diputuskan. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian lahan 

yang tercakup dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU)-nya melalui pemerintah 

jika tidak ada kesepakatan mengenai jumlah kompensasi. Masyarakat 

Bengkulu Utara kemudian akan menerima lahan tersebut dari BPN, seperti 

yang dilakukan PT. Bimas Raya Sawitindo.
73

 

Hakim, termasuk hakim konstitusi, memiliki kewajiban untuk mempelajari 

dan memahami asas-asas keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat, 

sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 (lihat Pasal 27 ayat (1) 

UU No. 14 Tahun 1970). Putusan No. 156/G/2021/PTUN PTUN SBY tidak 

memenuhi kriteria sebagai putusan yang baik dan lengkap karena nilai-nilai 

hukum lokal tidak diterapkan dalam penyelesaian sengketa tanah Desa Pakel. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY 

hakim dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak 

diterima karena Objek Sengketa yang berupa Surat Keterangan Kepala 

Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018 yang merupakan sengketa a 

quo telah dilakukan pembatalan oleh pihak Tergugat sehingga objek 

Sengketa tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi sehingga apa 

yang dimohonkan oleh Penggugat telah terpenuhi dengan sendirinya. 

Karena penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan 

dalam Pasal 10 UU No. 30 tahun 2014 dimana isinya yang berkaitan 

dengan Asas Kepastian Hukum, Asas tidak menyalahgunakan 

kewenangan, Asas kecermatan, Asas keterbukaan dan Asas Kemanfaatan. 

Disamping itu juga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-

asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB). Berdasarkan Penafsiran 

hakim atau Interpretasi Hakim jika dilihat dari Parameter Keadilan 

Prosedural hakim telah memenuhi keadilan secara Prosedural. Namun 

apabila dilihat dari Parameter Keadilan substantif Hakim tidak memenuhi 

semua parameter tersebut karena hakimtidak menggunakan Yurisprudensi, 

Doktrin dan Tidak menggali hukum kebiasaan atau hukum tradisional 

yang hidup dimsyarakat Desa Pakel dalam pertimbangan putusan. 



  

 

70 

2. Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

156/G/2021/PTUN. SBY tampaknya tidak mempertimbangkan hukum 

adat masyarakat Desa Pakel dalam menentukan bagaimana menangani hak 

ulayat. Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim masih 

menggunakan pendekatan yang sangat formalistik dalam menganalisis 

kasus ini, yang menunjukkan bahwa mereka semata-mata lebih 

mengedepankan hukum dan peraturan nasional daripada hak ulayat 

masyarakat adat. 

B. Saran 

1. Dalam suatu putusan hendaknya hakim memenuhi dasar dasar untuk 

pertimbangan dakam pemutusan suatu perkara baik dengan menggunakan 

Yurisprudensi, doktrin atau teori hukum yang bersangkutan dengan 

perkara, serta menggali nilai nilai hukum yang hidup dimasyarakat agar 

terciptanya suatu putusan yang berkeadilan baik melindungi hak atas 

Penggugat maupun Tergugat. 

2. Sebaiknya dalam upaya pemenuhan hak masyarakat adat, hendaknya para 

pihak yang memiliki kewenangan khususnya DPR untuk menyelesaikan 

sengketa ini hendaknya membuat peraturan yang terkait dengan 

permasalahan atau untuk perlindungan hak-hak tradisional masyarakat 

adat, sehingga masyarakat adat memiliki perlindungan hukum. 
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P U T U S A N
Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan  Tata Usaha Negara  Surabaya yang memeriksa,  memutus,

dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan

acara  biasa  secara  elektronik  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT.  PERUSAHAAN  PERKEBUNAN  DAN  DAGANG  BUMI  SARI  MAJU

SUKSES,  beralamat  di  Dusun  Bumisari,  RT.  01,  RW.  01,

Kelurahan Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi,

berdasarkan  Risalah  Rapat  PT.  Perusahaan  Perkebunan  Dan

Dagang Bumi Sari Maju Sukses No. 62 tanggal 10 Juni 2010 dan

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan

Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia

Nomor : AHU-25617.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan

Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  tanggal  23  Mei  2011,

yang  menetapkan  bahwa  :  GOENAWAN  SOEGONDO,

kewarganegaraan  Indonesia,  selaku  Direktur  Utama  PT.

Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses,

bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprapto, Lingkungan Sukowidi,

RT.  002,  RW.  001,  Kelurahan  Klatak,  Kecamatan  Kalipuro,

Kabupaten Banyuwangi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021,

diwakili  kuasanya  hukumnya  :  1.  CEITRA  SANAISSARA

HAMAMNUDIN, S.H.,M.H.,  2. ERNA RAHMAWATI, S.H.,M.H., 3.

FENNY ARSIH PONITA ARMAN, S.H., 4. MARIATI DIAN ATIKA

INDAHWATI, S.H.,M.H., 5. HERLINA HUSNUL AMANATI, S.H., 6.

HIKMAH  NUR  ULUMIYAH,  S.H.,  7.  AHMAD  SYAIFUDIN,

S.H.,M.H.,  8. HENDRA PRASTOWO, S.H.,  kesemuanya Warga

Negara  Indonesia,  pekerjaan  Para  Advokat  dan  Konsultan

Hukum  pada  Kantor  Advocate  &  Legal  Consultant  “Esa  Law

Office”,  beralamat kantor di  Vieloft  Soho Unit  2817 Jl.  Mayjen.

Sungkono No. 89, Surabaya (gmail: herlinahusnula@gmail.com),

selanjutnya disebut sebagai……………………….. PENGGUGAT;

M  e l a w a n :

KEPALA DESA PAKEL, berkedudukan di  Kantor Kepala Desa Pakel  Jl.  Raya

Pakel-Rogojampi  No.  06,  Kecamatan  Licin,  Kabupaten

Banyuwangi; 
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Berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  21  Oktober  2021,

diwakili  kuasa  hukumnya  :  1.  ABD.  WACHID  HABIBULLAH,

S.H.,M.H.,  2.  SUBAGYO,  S.H.,M.H.,  3.  HOSNAN,  S.H.,

4.  HARI  KURNIAWAN,  S.H.,M.H.,  5.  AHMAD  RIFA’I,  S.H.,  6.

HABIBUS  SHALIHIN,  S.H.,  7.  MOH.  SHOLEH,  S.H.,M.H.,

8.  BAHARUDDIN,  S.H.,   9.   ABD.  WACHID  HABIBULLAH,

S.H.,M.H., 10.  YARITZA  MUTIARANINGTYAS,  S.H.,

11. ACHMAD RONI, SH.,M.H., 12. M. RAMLI HIMAWAN, S.H., 13.

WAHYUDI KURNIAWAN, S.H.,M.H., kesemuanya Warga Negara

Indonesia,  pekerjaan  Para  Advokat  pada  Yayasan  Lembaga

Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI)-Lembaga  Bantuan  Hukum

(LBH) Surabaya, Walhi Jawa Timur, LPBH PCNU Banyuwangi,

LBH  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  dan  LBH  Disabilitas,

Lembaga  Kajian   dan  Advokasi  Agraria  Indonesia  (LEKVORI)

yang tergabung dalam Team Advokasi untuk Kedaulatan Agraria

dan Sumber Daya Alam  (TEKaD GARUDA), beralamat kantor di

Jl.  Kidal  No.  6,  Surabaya

(email:ms.one118@gmail.com), selanjutnya  disebut

sebagai………………………………………………….TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  :

156/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY.  tanggal  13  Oktober  2021,  tentang  Gugatan

Lolos Dismissal; 

2. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  :

156/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penunjukan

Majelis Hakim; 

3. Penetapan  Panitera  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  :

156/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY.  tanggal  13  Oktober  2021,  tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; 

4. Penetapan  Hakim  Ketua  Majelis  Nomor  :  156/PEN-PP/2021/PTUN.SBY.

tanggal 13 Oktober 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan  Hakim  Ketua  Majelis  Nomor  :  156/PEN-HS/2021/PTUN.SBY.

tanggal 18 November 2021, tentang Hari Persidangan; 

6. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  :

156/PEN-MH/2021/PTUN.SBY.  tanggal  29  November  2021,  tentang

penunjukan pergantian Majelis Hakim; 

7.  Seluruh  berkas  perkara  Nomor  :  156/G/2021/PTUN.SBY.  beserta  lampiran

yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan saksi serta keterangan

dari Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;
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TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal

11  Oktober  2021 yang  telah  didaftarkan  pada  Sistem  Informasi  Pengadilan

(e-Court) Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Surabaya pada tanggal  12  Oktober

2021 dengan  register  perkara  Nomor  :  156/G/2021/PTUN.SBY.  yang

disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persiapan

terakhir  tanggal  18 November 2021 mengemukakan alasan-alasan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Objek Sengketa :

- Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keterangan Kepala Desa Pakel

Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;

A. Mengenai  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Yang  Berwenang

Memeriksa Dan Mengadili:

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan  Undang-Undang

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang

dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi

tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  peraturan  perundang-

undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret  individual  dan  final  yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur :

“Dengan  berlakunya  Undang-undang  ini,  Keputusan  Tata  Usaha  Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51  Tahun 2009

harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

b. Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  lingkungan

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga  Masyarakat.
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Objek Sengketa adalah ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

untuk memeriksa dan mengadili  karena memenuhi  unsur-unsurnya sebagai

berikut :

1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual  

Bahwa,  Tergugat  mengeluarkan  penetapan  tertulis  berupa  Surat

Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  593/315/429.422.06/2018

tertanggal 11 Mei 2018, dengan maksud menyatakan sebagai tanah milik

Desa Pakel atas tanah perkebunan Penggugat berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari  Maju Sukses  seluas 0,28 hektar

dari luas keseluruhan;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar

dari luas keseluruhan; dan

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar

dari luas keseluruhan;

Bahwa,  Penetapan  tertulis  dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-undang

Peradilan Tata Usaha Negara menunjuk pada isi, bukan pada bentuknya.

Suatu keputusan  memenuhi  syarat  tertulis  menurut  Undang-undang  ini

apabila sudah  jelas  badan  atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang

mengeluarkannya,  maksud  serta  mengenai  hal  apa  isi  tulisan  itu  dan

kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;

2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan  

Bahwa,  penetapan  tersebut  dikeluarkan  oleh  Tergugat  selaku

penyelenggara pemerintahan desa yaitu  Kepala Desa Pakel,  Kecamatan

Licin, Kabupaten banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Undang-

undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  untuk  selanjutnya  disebut

Undang-Undang Desa :

Pasal 1 angka 2:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan  Negara

kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 angka 3:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Desa.”
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Pasal 23 :

“Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.”

Pasal 26 :

“Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,

melaksanakan Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara  

Bahwa  dalam  penjelasan  ketentuan  Pasal  1  angka  9 Undang-Undang

Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat

tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkret,  individual,  dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi

seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Kepala

Desa  Pakel  Nomor  :  593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018

tersebut  dijadikan  dasar  dan  diartikan  oleh  warga  Desa  Pakel  bahwa

tanah  perkebunan  milik  Penggugat  adalah  tanah  aset  Desa  Pakel,

sehingga  menghilangkan  hak  Penggugat  atas  tanah  perkebunan  milik

Penggugat berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses  seluas 0,28 hektar

dari luas keseluruhan;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  seluas  312,137

hektar dari luas keseluruhan; dan

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar

dari luas keseluruhan;

Bahwa,  Objek  Sengketa  dijadikan  dasar  oleh  warga  Desa  Pakel

melakukan penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat karena tanah

perkebunan milik Penggugat  dianggap sebagai  tanah aset Desa Pakel.

Objek Sengketa juga merupakan awal penerbitan surat-surat seakan-akan

tanah  perkebunan  milik  Penggugat  merupakan  kewenangan  Tergugat.

Dalam upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat,  Tergugat

membentuk Organisasi Tim Peduli Pakel sebagaimana Surat Keputusan

Kepala Desa Pakel Nomor  :  188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05

Desember  2018 yang telah  berakhir  pada tanggal  05  Desember  2019.
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Surat  tersebut  merupakan  kelanjutan  dari  upaya  penguasaan  tanah

perkebunan milik Penggugat untuk melegitimasi bahwa tanah perkebunan

milik  Penggugat  masuk  sebagai  tanah  aset  Desa  Pakel  dengan  cara

mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel oleh Organisasi

Masyarakat Tim Peduli Pakel yang dibentuk oleh Tergugat dengan maksud

melakukan upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat dengan

cara mencari dan menetapkan batas-batas wilayah Desa Pakel tersebut

bukanlah  kewenangannya  sebagai  Kepala  Desa  dan  merugikan

kepentingan hukum Penggugat hingga sekarang;

4) Diterbitkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  asas-  

asas umum pemerintahan yang baik

Bahwa,  Tergugat  menerbitkan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  tanah

perkebunan  milik  Penggugat  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha

Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat

Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan

atas  nama  PT.  Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju

Sukses dalam  kedudukannya  sebagai  Kepala  Desa  Pakel  dengan

kewenangan-kewenangan sebagaimana :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan

2. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016  tentang

Pengelolaan Aset Desa;

5) Bersifat Kongkret, Individual, Final  

Bahwa, Objek Sengketa a quo bersifat kongkret yang diwujudkan dalam

dalam  bentuk  pernyataan  Tergugat  dalam  Objek  Sengketa  yang

menyatakan  “Bahwa, terdapat ratusan hektar tanah wilayah administrasi

Pemerintahan  Desa  Pakel  telah  lama  dikuasai  dan  dikelola  oleh  PT.

Bumisari mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu dengan Desa

Pakel  sampai  dengan  Jembatan  Patrang  Perbatasan  Desa  Kluncing

dengan Desa Pakel.”   Objek yang dimaksud dalam pernyataan tersebut

adalah tanah perkebunan Penggugat berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari  Maju Sukses  seluas 0,28 hektar

dari luas keseluruhan;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar

dari luas keseluruhan; dan
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- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar

dari luas keseluruhan;

Bahwa,  subjek  hukum yang dimaksud dalam Surat  Keterangan Kepala

Desa  Pakel  Nomor  :  593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018

yang  merupakan  awal  mula  upaya  Tergugat  dan  warga  Desa  Pakel

melakukan  upaya  penguasaan  tanah  perkebunan  milik  Penggugat

tersebut;

Bahwa,  bentuk  Objek  Sengketa  a quo adalah  final  karena  tidak

memerlukan persetujuan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara

lainnya.

6) Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi  Seseorang atau Badan     Hukum  

Perdata

Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum

bagi  Penggugat  selaku  pemegang  Hak  Guna  Usaha  berdasarkan

Sertipikat  Hak Guna Usaha Nomor  00295,  Sertipikat  Hak Guna Usaha

Nomor 00296, dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama

PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yaitu :

1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga

Desa Pakel untuk bercocok tanam;

2. Penggugat  tidak  dapat  menguasai,  memanfaatkan,  dan  mengelola

tanah Hak Guna Usaha Penggugat sebagaimana tujuan diberikannya

Hak Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan;

3. Operasional perusahaan menjadi terganggu karena dihalang-halangi

oleh warga Desa Pakel.

4. Produktifitas  tanah  menurun  akibat  persaingan  hara  dan  sinar

matahari karena tanah perkebunan ditanami tanaman musiman antara

lain jagung, pisang, cabai, dan ketela pohon.

7) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat  

Bahwa, Objek Sengketa ditujukan terhadap tanah perkebunan Penggugat

berdasarkan :

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari  Maju Sukses  seluas 0,28 hektar

dari luas keseluruhan;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 312,137 hektar

dari luas keseluruhan; dan
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- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297  atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 106,99 hektar

dari luas keseluruhan;

Bahwa,  pengertian  warga  masyarakat  sebagaimana  Pasal  1  angka  15

Undang-undang Adminstrasi Pemerintahan adalah seseorang atau badan

hukum  perdata  yang  terkait  dengan  keputusan  dan/atau  tindakan.

Penggugat  adalah  pihak  pemegang  Hak  Guna  Usaha  atas  tanah

perkebunan sebagaimana yang dimaskud dalam obyek sengketa; 

Bahwa, keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan Tergugat terhadap

tanah  perkebunan  milik  Penggugat  tersebut  telah  melanggar  peraturan

perundang-undang sebagaimana Pasal  70  Undang-undang Administrasi

Pemerintahan  karena  Tergugat  menerbitkan  Objek  Sengketa  dengan

melebihi kewenangannya sebagai Kepala Desa Pakel;

a. Pasal 29 huruf b dan c Undang-undang Desa 

Kepala Desa dilarang :

1. merugikan kepentingan umum;

2. membuat  keputusan  yang  menguntungkan  diri  sendiri,

anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

3. menyalahgunakan  wewenang,  tugas,  hak,  dan/atau

kewajibannya;

4. melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap  warga  dan/atau

golongan masyarakat tertentu; 

5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan

atau tindakan yang akan dilakukannya; 

7. menjadi pengurus partai politik; 

8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

9. merangkap  jabatan  sebagai  ketua  dan/atau  anggota  Badan

Permusyawaratan  Desa,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan

dalam peraturan perundangan-undangan; 

10. ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam  kampanye  pemilihan  umum

dan/atau pemilihan kepala daerah; 

11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
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12. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Pasal  31  ayat  (1)  dan  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  untuk

selanjutnya  disebut  PP  Pendaftaran  Tanah,  karena  Tergugat

menerbitkan keputusan tata usaha negara terhadap tanah perkebunan

milik Penggugat didasarkan :

- Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00295  atas  nama  PT.

Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

seluas 0,28 hektar dari luas keseluruhan;

- Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00296  atas  nama  PT.

Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

seluas 312,137 hektar dari luas keseluruhan; dan

- Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00297  atas  nama  PT.

Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

seluas 106,99 hektar dari luas keseluruhan;

dimana sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang

bersangkutan  dan  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku

sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data

yuridis;

Bahwa, Objek Sengketa  a quo  telah memenuhi  unsur-unsur  keputusan

Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  1

angka  9  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sekaligus  juga

telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  87  Undang-Undang  Administrasi

Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas yang bisa digugat di

Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata

Usaha  Negara  yang  dikecualikan/pembatasan  sebagaimana  Pasal  2

Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Sehingga  gugatan  ini

merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Tergugat adalah Kepala Desa Pakel yang menerbitkan keputusan

tata usaha negara sebagaimana ketentuan Undang-undang Peradilan Tata

Usaha Negara :

Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan :

“Tergugat  adalah  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum

perdata.”
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Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang

berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”

Bahwa, gugatan  a quo merupakan Gugatan Tata Usaha Negara dimana

yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehingga  telah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatanya melalui

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  karena  telah  sesuai  dengan

kewenangannya dan sesuai tempat kedudukan Tergugat;

B. Mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa,  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor 9  Tahun  2004  tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara menyebutkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Usaha  Negara  yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

1. Bahwa,  Penggugat  adalah  badan  hukum  perdata  yang  kepentingannya

dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum permerintahan

yang baik;

2. Bahwa,  Penggugat  dahulu  bernama  PT.  Bumi  Sari,  kemudian  berganti

nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari  Maju

Sukses berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 5-3-1998 dan Akta Nomor 124

tanggal 31-7-2002 kesemuanya dibuat di  hadapan Elly Herawati  Sutedjo,

S.H., Notaris di Jember dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang

berwenang  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor C-2677.HT.01.04.TH.2002 tanggal 9-9-

2002;

3. Bahwa, Penggugat merupakan subyek hukum yang diberi hak berupa Hak

Guna  Usaha  sebagaimana  ketentuan  Pasal  19  huruf  b  Peraturan

Pemerintah  Nomor  18  tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  atas

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagai pengganti

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan, dan Hak atas Tanah selanjutnya disebut PP Nomor 18

Tahun 2021 yang berbunyi :

Hak guna usaha diberikan kepada :

Halaman 10 dari 99 halaman  Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Warga Negara Indonseia; dan

b. Badan  Hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan

berkedudukan di Indonesia.

4. Bahwa, bukti Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang terletak

di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

a. Sertipikat  Hak Guna Usaha Nomor  00295/Desa Banyuwangi  tanggal

berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan

dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB

12370000.00305 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00060/2019 terletak di

Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi seluas 2815 m2 dengan

batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Tanah Hak Desa Pakel 

Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari

Barat : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari

b. Sertipikat  Hak Guna Usaha Nomor  00296/Desa Banyuwangi  tanggal

berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan

dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB

12370000.00306 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00061/2019 terletak di

Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi  seluas  7.778.789  m2

dengan batas-batas :

Utara : Desa Kluncing, Perhutani, Desa Bayu 

Timur : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari,

  Tanah Hak Desa Kluncing, Desa Pakel

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Tanah PT. Perusahaan Perkebunan Bayulor

c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 /Desa Banyuwangi tanggal

berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan

dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB

12370000.00307 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00062/2019 terletak di

Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi  seluas  2.169.698  m2

dengan batas-batas :

Utara : Tanah Perhutani, Desa Kluncing, Tanah Hak PT. Perusahaan

Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Timur : Tanah  Hak  Desa  Kluncing,  Tanah  Hak  Desa  Pakel,

Perhutani, Desa Bayu

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Desa Bayu, Perusahaan Perkebunan Bayulor
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d. Sertipikat  Hak Guna Usaha Nomor  00298/Desa Banyuwangi  tanggal

berakhirnya hak 31-12-2034 atas nama PT. Perusahaan Perkebunan

dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi, NIB

12370000.00308 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00063/2019 terletak di

Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi  seluas  1.900.487  m2

dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Perhutani

Selatan : Tanah  Hak  PT.  Perusahaan  Perkebunan  Bumisari  Maju

Sukses

Barat : Tanah Perhutani

Bahwa,  sertipikat-sertipikat  tersebut  di  atas  dalam  penerbitannya  telah

memenuhi  semua  syarat  dan  prosedur  pemberian  hak  guna  usaha

sebagaimana  ketentuan  PP  Nomor  40  tahun  1996  tentang  Hak  Guna

Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  atas  Tanah  yang  telah  dicabut

dengan  PP Nomor  18  tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  atas

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dasar penerbitan

Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat adalah :

a. Surat  Bupati  Banyuwangi  tertanggal  6  Oktober  2004  Nomor:

188/888/429.012/2004  tentang  Permohonan  Rekomendasi

Perpanjangan Hak Guna Usaha;

b. Surat  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  tertanggal  11  November

2004  Nomor:  155/HGU/BPN/2004  tentang  Pemberian  Perpanjangan

Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha atas tanah terletak

di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, hak ini diperpanjang

dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31-12-

2034;

Bahwa,  sampai  dengan  saat  ini  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Penggugat

tidak pernah dalam sengketa maupun dibatalkan oleh putusan pengadilan

yang  berkekuatan  hukum  tetap,  sehingga  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha

Penggugat seluruhnya tetap sah dan berkekuatan hukum; 

Bahwa, dengan demikian Penggugat adalah sah sebagai pemegang Hak

Guna Usaha berdasarkan sertipikat-sertipikat tersebut di atas yang saat ini

masih berlaku dan berakhir pada tanggal 31-12-2034;

5. Bahwa, definisi Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka

3  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan

Nasional Republik Indonesia adalah :
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“Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.”

Selanjutnya diatur dalam Pasal 29 PP Nomor 18 tahun 2021, pemegang

hak guna usaha berhak :

a. menggunakan  dan  memanfaatkan  Tanah  yang  diberikan  sesuai

dengan  peruntukkannya  dan  persyaratan  sebagaimana  ditetapkan

dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya

b. memanfaatkan  sumber  air  dan  sumber  daya  alam  lainnya  di  atas

Tanah  yang  diberikan  dengan  hak  guna  usaha  sepanjang  untuk

mendukung  penggunaan  dan  pemanfaatan  Tanah  sebagaimana

dimaksud  pada  huruf  a  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan; dan/atau

c. melakukan  perbuatan  hukum  yang  bermaksud,  melepaskan

mengalihkan,  dan  mengubah  penggunaannya  serta  membebankan

dengan  hak  tanggungan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Bahwa,  tanah  Hak  Guna  Usaha  tersebut  oleh  Penggugat  dimanfaatkan

untuk perkebunan,  pertanian,  dan peternakan sebagaimana maksud dan

tujuan diberikannya hak guna usaha serta  maksud dan tujuan pendirian

perseroan hingga saat ini;

6. Bahwa,  pada  tanggal  24  Agustus  2021  Penggugat  menerima  dan

mengetahui fotokopi surat-surat yang diterbitkan Tergugar termasuk Objek

Sengketa  berupa  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor

593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018,  yang  menyatakan

“Bahwa, terdapat ratusan hektar tanah wilayah administrasi Pemerintahan

Desa Pakel telah lama dikuasai dan dikelola oleh PT. Bumisari mulai dari

Gladag  Kondang  perbatasan  Desa  Bayu  dengan  Desa  Pakel  sampai

dengan Jembatan Patrang Perbatasan Desa Kluncing dengan Desa Pakel.”

Objek  yang  dimaksud  dalam  Objek  Sengketa  tersebut  adalah  tanah

perkebunan milik Penggugat, dengan rincian :

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 yang dikuasai

Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 0,28 hektar dari  luas

keseluruhan dengan batas-batas :

Batas Barat : Jalan Raya

Batas Timur : Tanah warga Desa Pakel

Batas Utara : Sungai Patrang

Batas Selatan : Tanah warga Desa Pakel
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- Berdasarkan Sertipikat  Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang dikuasai

Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 312,137 hektar dari luas

keseluruhan dengan batas-batas :

Batas Barat :  Kali  Janti  atau Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi

Sari dan sebagian tanah hak warga Desa Pakel

Batas Timur : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari

Batas Utara : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari

Batas Selatan : Perhutani

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 yang dikuasai

Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 106,99 hektar dari luas

keseluruhan dengan batas-batas :

Batas Barat : Hak Guna Usaha Nomor 296 Bumi Sari

Batas Timur : Jalan Raya Pakel/Licin

Batas Utara : Sungai Polong Kembang, Hak Guna Usaha Nomor

298 Bumi Sari

Batas selatan : Sungai Taman Glugo, Hak Guna Usaha Nomor 296

Bumi Sari

7. Bahwa,  berdasar  pada  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor :

593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018  tersebut,  Tergugat

menerbitkan  surat-surat  yang  seakan-akan  tanah  perkebunan  milik

Penggugat  adalah tanah aset  Desa  Pakel,  salah  satunya mengeluarkan

keputusan yang menetapkan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel yang

sebagai  upaya  melegitimasi  tanah  perkebunan  milik  Penggugat  sebagai

tanah aset Desa Pakel. Adanya Objek Sengketa menyebabkan warga Desa

Pakel  memasuki  dan melakukan penguasaan terhadap perkebunan milik

Penggugat tanpa ijin, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat dan warga

Desa  Pakel  bercocok  tanam  dan  keluar  masuk  tanah  perkebunan

Penggugat  seakan-akan  tanah  tersebut  adalah  tanah  aset  Desa  Pakel.

Sehingga  Penggugat  selaku  pemegang  hak  untuk  memanfaatkan  tanah

Hak  Guna  Usaha  tersebut  menjadi  terganggu  dan  tidak  dapat

memanfaatkan lahan tersebut  sesuai  dengan tujuan pemberian  hak dan

tujuan pendirian perusahaan;

8. Bahwa,  dengan  adanya  Objek  Sengketa  yang  bertentangan  dengan

peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik  atas  tanah  yang  dimanfaatkan  oleh  Penggugat  untuk  perkebunan,

pertanian, dan peternakan menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku

pemegang Hak Guna Usaha atas tanah tersebut.  Adapun kerugian yang

dialami Penggugat tersebut berupa :
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1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga Desa

Pakel untuk bercocok tanam;

2. Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah

Hak  Guna  Usaha  Penggugat  sebagaimana  tujuan  diberikannya  Hak

Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan;

3. Operasional  perusahaan  menjadi  terganggu  karena  dihalang-halangi

oleh warga Desa Pakel;

4. Produktifitas tanah menurun akibat persaingan hara dan sinar matahari

karena tanah perkebunan ditanami tanaman musiman antara lain jagung,

pisang, cabai, serta ketela pohon;

C. Mengenai Upaya Administratif

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara :

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang

oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan

secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrative

yang tersedia.”

Lebih lanjut Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan :

(1) Warga  Masyarakat  yang  dirugikan  terhadap  Keputusan  dan/atau

Tindakan  dapat  mengajukan  Upaya  Administratif  kepada  Pejabat

pemerintahan  atau  Atasan  Pejabat  yang  menetapkan  dan/atau

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Keberatan; dan

b. Banding.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi

Pemerintahan  Setelah  Menempuh Upaya  Administrasi  selanjutnya  disebut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

“Pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  memutus  dan

menyelesaikan  sengketa  administrasi  pemerintahan  setelah  menempuh

upaya administratif.”

Keberatan

1. Bahwa,  Penggugat  telah  mengirimkan  keberatan  kepada  Tergugat

berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat

berkaitan dengan tanah perkebunan Penggugat berdasarkan :
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- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses seluas 0,28 hektar

dari luas keseluruhan;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  seluas  312,137

hektar dari luas keseluruhan; dan

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  seluas  106,99

hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa,  Penggugat  dalam  mengurus  administrasi  dan  pengelolaan

perusahaan, Penggugat  menunjuk  dan  mengangkat  seorang

administrateur  Direksi  yang  bernama  Sudjarwo  sebagaimana  Salinan

Keputusan  No.  56/BS/KPTS/II/2021  tanggal  29  Februari  2021  tentang

Pengangkatan  Sebagai  Pejabat  Administrateur  Kebun  Direksi  PT.

Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses, sehingga segala administrasi surat

menyurat  dan  pengelolaan  tanah  perkebunan  dilakukan  oleh

adminstrateur  sebagai  bagian  dari  perusahaan  yang  diberi  tugas  dan

tanggung jawab oleh perusahaan (Penggugat) termasuk dokumen Upaya

Administrasi;

2. Bahwa,  pada  tanggal  24  Agustus  2021  Penggugat  menerima  dan

mengetahui fotokopi :

a. Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor 593/315/429.422.06/2018

tertanggal 11 Mei 2018; dan

b. Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor

188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018;

3. Bahwa,  pada  tanggal  27  Agutsus  2021  Penggugat  mengirimkan  surat

kepada Tergugat sebagaimna Surat Nomor 77/C/BS/VIII/2021 tertanggal 27

Agustus 2021 perihal Tanggapan dan Penjelasan sebagai bentuk keberatan

atas  adanya  Objek  Sengketa  dan  surat-surat  yang  diterbitkan  Tergugat

berkaitan  dengan  tanah  perkebunan  milik  Penggugat.  Surat  Keberatan

tersebut berupa permohonan kepada Tergugat agar memberikan tanggapan

dan  penjelasan  Tergugat,  karena  mengganggu  kepentingan  hukum

Penggugat selaku pemegang hak guna usaha atas tanah perkebunan milik

Penggugat;

 Bahwa,  atas  surat  keberatan  tersebut  Tergugat  membalas  melalui  Surat

Nomor 590/109/429.522.06/2021 tanggal 3 September 2021 perihal Surat

Jawaban, Tergugat menjawab tidak menerima keberatan Penggugat;
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Banding

1. Bahwa,  atas  jawaban  Tergugat  tidak  menerima  keberatan  Penggugat

tersebut,  akhirnya  Penggugat  mengirimkan  surat  kepada  Camat

Kecamatan Licin sebagaimana Surat Nomor 84/C/BS/IX/2021 tanggal 15

September 2021 perihal Permohonan Penjelasan dan Keberatan sebagai

bentuk Banding;

2. Bahwa, terhadap surat tersebut Camat Kecamatan Licin tidak membalas

maupun  memberikan  tanggapan,  sehingga  Penggugat  tidak  mendapat

penyelesaian dan solusi atas sengketa a quo;

Bahwa,  dengan demikian  Penggugat  telah  menempuh upaya administrasi

dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa,

dan memutus gugatan sengketa ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

D. Mengenai Tenggang Waktu Diajukan Gugatan

Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 6 Tahun 2018, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan;

1. Bahwa,  pada  tanggal  24  Agustus  2021  Penggugat  menerima  dan

mengetahui  adanya  Obyek  Sengketa  berupa  Surat  Keterangan  Kepala

Desa  Pakel  Nomor  :  593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018

sebagai  awal  mula  serangkaian  upaya  untuk  melegitimasi  tanah

perkebunan Penggugat;

2. Bahwa, Penggugat setelah mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut,

Penggugat  telah  menempuh  upaya  administrasi  Keberatan  kepada

Tergugat  melalui  Surat  Nomor  77/C/BS/VIII/2021  tertanggal  27  Agustus

2021 perihal Tanggapan dan Penjelasan; 

Tergugat  menanggapi  keberatan  Penggugat  melalui  Surat  Nomor

590/109/429.522.06/2021  tanggal  3  September  2021  perihal  Surat

Jawaban, Tergugat menjawab tidak menerima keberatan Penggugat;

3. Bahwa,  Penggugat  kemudian  mengirimkan  Banding  kepada  Camat

Kecamatan  Licin  selaku  atasan  Tergugat  melalui  Surat  Nomor

84/C/BS/IX/2021  tanggal  15  September  2021  perihal  Permohonan

Penjelasan  dan  Keberatan,  namun  Camat  Kecamatan  Licin  tidak

menjawab maupun menanggapinya;

4. Bahwa,  pada  tanggal  11  Oktober  2021  setelah  menempuh  upaya

administrasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan
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Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Penggugat mengajukan gugatan

Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Sehingga dari  uraian di  atas apabila  dihitung dari  Penggugat  mengetahui

adanya  Objek  Sengketa  dikaitkan  dengan  Upaya  Administratif  yang  telah

ditempuh oleh Penggugat, maka  gugatan a quo yang diajukan dan terdaftar

di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2021

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

E. FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penggugat adalah sebuah badan hukum perdata yang bergerak di

bidang perkebunan dan perdagangan, yang dahulu bernama PT. Bumisari.

Kemudian  berganti  nama  menjadi  PT.  Perusahaan  Perkebunan  dan

Dagang Bumi Sari Maju Sukses berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 5-3-

1998  dan  Akta  Nomor  124  tanggal  31-7-2002  kesemuanya  dibuat  di

hadapan  Elly  Herawati  Sutedjo,  S.H.,  Notaris  di  Jember  dan  telah

mendapat  pengesahan  dari  instansi  yang  berwenang  berdasarkan

Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik

Indonesia Nomor C-2677.HT.01.04.TH.2002 tanggal 9-9-2002;

2. Bahwa, Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha atas tanah yang

terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan :

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295/Desa Banyuwangi atas nama

PT.  Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari

pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon,

dengan  NIB  12370000.00305  sebagaimana  Surat  Ukur  Nomor

00060/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi

seluas 2815 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Tanah Hak Desa Pakel 

Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari

Barat : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari

b. Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00296/Desa  Banyuwangi  atas

namaPT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari

pemecahan Sertifkkat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon,

dengan  NIB  12370000.00306  sebagaimana  Surat  Ukur  Nomor

00061/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi

seluas 7.778.789 m2 dengan batas-batas :
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Utara : Desa Kluncing, Perhutani, Desa Bayu 

Timur :  Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari,  Tanah

Hak Desa Kluncing, Desa Pakel

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Tanah PT. Perusahaan Perkebunan Bayulor

c. Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00297  /Desa  Banyuwangi  atas

nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari

pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon,

dengan  NIB  12370000.00307  sebagaimana  Surat  Ukur  Nomor

00062/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi

seluas 2.169.698 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah  Perhutani,  Desa  Kluncing,  Tanah  Hak  PT.

Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Timur : Tanah  Hak  Desa  Kluncing,  Tanah  Hak  Desa  Pakel,

Perhutani, Desa Bayu

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Desa Bayu, Perusahaan Perkebunan Bayulor

d. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00298/Desa Banyuwangi atas nama

PT.  Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

berkedudukan  di  Banyuwangi,  tanggal  berakhirnya  hak  31-12-2034,

sebagai  pengganti  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00001/Desa

Kluncing,  dengan  NIB  12370000.00308  sebagaimana  Surat  Ukur

Nomor  00063/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten

Banyuwangi seluas 1.900.487 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Perhutani

Selatan :  Tanah Hak PT.  Perusahaan Perkebunan  Bumisari  Maju

Sukses

Barat : Tanah Perhutani

Bahwa,  sertipikat-sertipikat  tersebut  di  dalam  penerbitannya  telah

memenuhi  semua  syarat  dan  prosedur  pemberian  hak  guna  usaha

sebagaimana  ketentuan  PP  Nomor  18  Tahun  2021.  Sertipikat

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis;

Bahwa,  sampai  dengan saat  ini  seluruh Sertipikat  Hak Guna Usaha

milik Penggugat tidak pernah dalam sengketa maupun dibatalkan oleh

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Sertipikat
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Hak Guna Usaha Penggugat  seluruhnya tetap  sah dan berkekuatan

hukum; 

2. Bahwa,  sebelum  diterbitkan  sertipikat-sertipikat  hak  guna  usaha

tersebut  Penggugat  adalah  pemegang  2  sertipikat  hak  guna  usaha

sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Kluncing atas nama PT.

Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang

terletak  di  Propinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi,

Kecamatan  Glagah,  Desa  Kluncing  dengan  nama  Jalan/Persil

Perkebunan Bumi  Sari  Pakuda,  asal  persil  Pengganti  Hak Guna

Usaha No.  2  seluas 1.902.600 M2,  yang berlaku 20 tahun sejak

tanggal 19-12-1989 dan berakhir tanggal 31-12-2009;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 8/Desa Songgon atas nama PT.

Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses yang

terletak  di  Propinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi,

Kecamatan  Songgon,  Desa  Songgon  dengan  nama  Jalan/Persil

Perkebunan Bumi Sari  Kalimas,  asal  persil  Pengganti  Hak Guna

Usaha No.  6  seluas 9.995.500 M2,  yang berlaku 20 tahun sejak

tanggal 19-12-1989 dan berakhir tanggal 31-12-2009;

Bahwa, sesuai fakta seluruh hak guna usaha Penggugat terbentang di

wilayah administrasi Desa Kluncing dan Desa Pakel Kecamatan Licin

dan Desa Bayu Kecamatan Songgon; 

Bahwa,  tanah  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  8/Desa  Songgon

semula seluas 9.995.500 M2, setelah dilakukan pemecahan menjadi 3

(tiga) sertipikat yaitu Sertipikat Hak Guna Usah nomor 00295, Sertipikat

Hak Guna Usah nomor 00296, dan Sertipikat Hak Guna Usah nomor

00297  luas  keseluruhan  ketiga  sertipikat  tersebut  menjadi  9.951.302

hektar.  Sebelum dan  sesudah  dilakukan  pemecahan  terdapat  selisih

luas 44.198 M2 karena dikurangi jalan dan sungai. Selisih luas bukan

dalam  sertipikat  bukan  pengurangan  wilayah,  akan  tetapi  karena

pengurangan luas dari jalan dan sungai; 

Sehingga  walaupun  luas  Hak  Guna  Usaha  setelah  pemecahan

sertipikat  berkurangan,  namun  luas  lahan  tetap  sama  karena  yang

dikurangi adalah jalan dan sungai;

3. Bahwa,  perolehan  hak  guna  usaha  oleh  Penggugat  dari  keputusan

pemberian hak oleh Menteri, sebagaimana ketentuan :

Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah :
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“Hak  Guna  Usaha  diberikan  dengan  keputusan  pemberian  hak  oleh

menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Peraturan tersebut  telah dicabut  dengan PP Nomor 18  Tahun 2021,

namun  mengenai  terjadinya  hak  guna  usaha  masih  sejalan  dengan

peraturan sebelumnya,  sebagaimana ketentuan dalam Pasal  23 ayat

(1) yaitu :

(1) Hak  usaha  atas  Tanah  Negara  diberikan  dengan  keputusan

pemberian hak oleh Menteri.

Bahwa,  hak  guna  usaha  atas  nama  Penggugat  diperoleh  dari

pemberian hak berdasarkan:

a. Surat  Bupati  Banyuwangi  tertanggal  6  Oktober  2004  Nomor:

188/888/429.012/2004  tentang  Permohonan  Rekomendasi

Perpanjangan Hak Guna Usaha;

b. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 11 November

2004  Nomor:  155/HGU/BPN/2004  tentang  Pemberian

Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan Hak Guna Usaha

atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur,

hak  ini  diperpanjang  dengan  jangka  waktu  25  tahun  sehingga

berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Sertipikat-sertipikat tersebut juga tidak pernah dalam sengketa maupun

dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa, selama diberi hak guna usaha atas tanah tersebut Penggugat

menjalankan  kewajibannya  sebagai  pemegang  hak  guna  usaha

sebagaimana ketentuan Pasal 27 PP Nomor 18 Tahun 2021 :

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:

a. melaksanakan  usaha  pertanian,  perikanan,  dan/atau  peternakan

sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam

keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak

diberikan;

b. mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan

kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi

teknis;

c. membangun  dan  meraelihara  prasarana  lingkungan  dan  fasilitas

yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha;

d. memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah

kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi

pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung;
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f. mengelola,  memelihara,  dan  menguasi  serta  mempertahankan

fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (high conseruation ualuel,

dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha;

g. menjaga  fungsi  konservasi  sempadan  badan  air  atau  fungsi

konservasi lainnya;

h. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana

tata ruang;

i. memfasilitasi  pembangunan  kebun  masyarakat  sekitar  paling

sedikit 2O (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan hak

guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum

berbentuk  perseroan  terbatas  dan  penggunaannya  untuk

perkebunan;

j. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan

hak guna usaha;

k. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam

hat  dipergunakan  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum;

dan

l. menyerahkan  kembali  Tanah  yang  diberikan  dengan  hak  guna

usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan,  setelah

hak guna usaha hapus;

5. Bahwa,  dahulu  Desa  Kluncing  dan  Desa  Pakel  termasuk  dalam

Kecamatan  Glagah,  akan  tetapi  pada  Tahun  2004  pemerintah

Kabupaten  Banyuwangi  melakukan  pemekaran  dengan  membentuk

Kecamatan  Licin  sehingga  Desa  Kluncing  dan  Desa  Pakel  masuk

dalam  wilayah  Kecamatan  Licin  sebagaimana  ketentuan  Peraturan

Daerah  Kabupaten  Banyuwangi   Nomor  31  Tahun  2004  tentang

Pembentukan  Kecamatan  Licin  di  Kabupaten  Banyuwangi  untuk

selanjutnya disebut Perda Pembentukan Kecamatan Licin :

Pasal 2

“Pembentukan  Kecamatan  di  Kabupaten  Banyuwangi  berdasarkan

Peraturan Daerah ini adalah Kecamatan Licin.”

Pasal 3 

Kecamatan  Licin  dimaksud  dalam  Pasal  2  Peraturan  Daerah  ini

meliputi :

b. Desa Licin;

c. Desa Tamansari;

d. Desa Gumuk;

e. Desa Jelun;
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f. Desa Banjar;

g. Desa Segobang;

h. Desa Kluncing;

i. Desa Pakel;

6. Bahwa,  pemerintah  Kabupaten Banyuwangi  menetapkan batas  Desa

Pakel Kecamatan Licin melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor

188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas

Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus

2015, yang berisi :

Kesatu 

“Menetapkan  dan  menegaskan  Batas  Desa  Pakel  Kecamatan  Licin

Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan untuk memberikan kepasatian

hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam

melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan

terkoordinasi.”

7. Bahwa, adanya Perda Pembentukan Kecamatan Licin dan Keputusan

Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/429.011/2015  tentang

Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  Pakel  Kecamatan  Licin

Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  5  Agustus  2015  hanyalah  terkait

pembentukan  wilayah  dan  penentuan  wilayah  administrasi,  bukan

penentuan hak penggunaan atas sebidang tanah, karena sudah jelas

tanah perkebunan yang dimaksud oleh Tergugat dan warga Desa Pakel

adalah tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296

seluas 101,50 hektar dari  luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna

Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari  luas keseluruhan atas

nama Penggugat;

8. Bahwa,  Tahun  2018  terhadap  tanah  perkebunan  Penggugat

sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50

hektar dari  luas keseluruhan dan Sertipikat  Hak Guna Usaha Nomor

00297  seluas  343,9  hektar dari  luas  keseluruhan  banyak  tindakan-

tindakan  dari  Tergugat  dan  kelompok  yang  bernama  Forum  Suara

Blambangan (Forsuba). Kelompok tersebut berusaha untuk menguasai

tanah  perkebunan  Penggugat  yang  diakuinya  masuk  sebagai  tanah

Desa Pakel  dan meminta Penggugat  melakukan pelepasan hak atas

tanah Penggugat,  sebagaimana Surat  Nomor  26/A.2/Forsuba/III/2018

tertanggal 29 Maret 2018;

Bahwa,  atas  surat  tersebut  Penggugat  mengirimkan  balasan  melalui

Surat  Nomor  30/J/BS/IV/2018  tanggal  05  April  2018  perihal  Surat
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Tanggapan, dimana Penggugat menyatakan tidak bersedia melakukan

pelepasan  hak  atas  tanah  perkebunan  sebagaimana  Sertipikat  Hak

Guna Usaha atas nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi

Sari Maju Sukses;

9. Bahwa,  kemudian  melalui  Surat  Nomor  540/35/422.429.06/IV/2018

tanggal 16 April  2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Maaf

dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat yang merujuk pada Surat

Nomor  33/A.2/Frosuba/IV/2019  tanggal  1  April  2018  perihal

Pemberitahuan Surat balasan dari Pimpinan PT. Bumi Sari Maju Sukses

Nomor : 30/I/BS/IV/2018 tanggal 05 April 2018 perihal Tanggapan. Surat

tersebut  pada  intinya  Tergugat  menyampaikan  pernyataan  sikap

sebagai berikut :

1. Permohonan maaf  kepada Pimpinan PT.  Bumisari  Maju  Sukses,

karena  kami  Pemerintah  Desa  Pakel  telah  menduga  bahwa

saudara telah menyerobot tanah wilayah Desa Pakel;

2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saudara telah

menjunjung tinggi  peraturan perundang-undangan terkait  dengan

HGU  saudara  yang  telah  diberikan  oleh  Badan  Pertanahan

Nasional  Nomer  :  155/HGU/BPN/2004  yang  isinya  bahwa  PT.

Perkebunan  Bumi  Sari  Maju  Sukses  memiliki  hak  atas  tanah  di

Wilayah Desa Kluncing dan di wilayah Desa Bayu Kecamatan Licin

berdasarkanSertipikat  Nomor  :  1/Desa  Kluncing  dan  di  wilayah

Desa  Bayu  Kecamatan  Songgon  berdasarkan  Sertipikat  Nomor

8/Desa Bayu;

Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa Tergugat (yang dalam

surat tertulis  PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses) telah mengakui

bahwa PT. Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses tidak menyewa tanah

di wilayah Desa Pakel Kecamatan Licin;  

10. Bahwa, setelah adanya Surat Permohonan Maaf dan Ucapan Terima

Kasih kepada Penggugat tersebut ternyata masih ada upaya dari warga

Desa Pakel untuk menguasai tanah perkebunan Penggugat tanpa ada

dasar hukum yang jelas. Hingga akhirnya warga Desa Pakel memasuki

perkebunan  secara  paksa  tanpa  ijin  dan  bercocok  tanam  di  atas

perkebunan Penggugat sampai dengan saat ini. Penggugat tidak tahu

apa dasar hukumnya hingga warga Desa Pakel berani untuk memasuki

tanah  perkebunan  Penggugat  dan  bercocok  tanam  di  perkebunan

Penggugat seakan-akan tanah tersebut adalah tanah Desa Pakel;
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11. Bahwa,  hingga  akhirnya  pada  tanggal  24  Agustus  2021  Penggugat

menerima  dan  mengetahui  fotokopi  surat-surat  yang  diterbitkan

Tergugat  berkaitan  dengan  tanah  perkebunan  milik  Penggugat

termasuk Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pakel

Nomor  593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018  yang

menyatakan  “Bahwa,  terdapat  ratusan  hektar  tanah  wilayah

administrasi Pemerintahan Desa Pakel telah lama dikuasai dan dikelola

oleh PT. Bumisari mulai dari Gladag Kondang perbatasan Desa Bayu

dengan  Desa  Pakel  sampai  dengan  Jembatan  Patrang  Perbatasan

Desa Kluncing dengan Desa Pakel” ;

Bahwa, objek yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah tanah

perkebunan Penggugat dengan rincian :

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 yang dikuasai

Tergugat dan warga Desa Pakel adalah seluas 0,28 hektar dari luas

keseluruhan dengan batas-batas :

Batas Barat : Jalan Raya

Batas Timur : Tanah warga Desa Pakel

Batas Utara : Sungai Patrang

Batas Selatan : Tanah warga Desa Pakel

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 yang dikuasai

Tergugat dan warga Desa Pakel  adalah seluas 312,137 hektar dari

luas keseluruhan dengan batas-batas :

Batas Barat : Kali Janti atau Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi

Sari dan sebagian tanah hak warga Desa Pakel

BatasTtimur : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari

Batas Utara : Hak Guna Usaha Nomor 297 Bumi Sari

Batas Selatan : Perhutani

- Berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 yang dikuasai

Tergugat dan warga Desa Pakel  adalah seluas 106,99 hektar dari

luas keseluruhan dengan batas-batas :

Batas Barat : Hak Guna Usaha Nomor 296 Bumi Sari

Batas Timur : Jalan Raya Pakel/Licin

Batas Utara : Sungai Polong Kembang, Hak Guna Usaha Nomor

298 Bumi Sari

Batas selatan : Sungai Taman Glugo, Hak Guna Usaha Nomor 296

Bumi Sari
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Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan karena adanya :

1) Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi

Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda

pada tanggal  11 Januari  1929, yang diberikan kepada Saudara

Karso, Saudara Dulgani, dan Saudara Senen;

2) Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/429.011/

2015  tentang  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  Pakel

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015; 

3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor

280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa,  Tergugat  menyatakan  menerbitkan  Objek  Sengketa

berdasarkan Surat Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari

2018  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi  kepada  Ketua

Forum Suara  Blambangan  “FORSUBA,  akan tetapi  pada tanggal  16

April  2018  melalui  Surat  Nomor  540/35/422.429.06/IV/2018  Tergugat

telah mengirimkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada

Penggugat, dan mengakui tanah perkebunan adalah milik Penggugat.

Hal tersebut menjadikan Objek Sengketa bertentantangan dengan surat

permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang dibuat oleh Tergugat

sendiri;

12. Bahwa,  apalagi  Tergugat  menerbitkan  surat-surat  yang  seakan-akan

tanah  perkebunan  milik  Penggugat  adalah  tanah  aset  Desa  Pakel

dengan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor

188/21/KEP/429.422.06/2018  tertanggal  05  Desember  2018  yang

merupakan kelanjutan dari upaya penguasaan tanah perkebunan milik

Penggugat  untuk  melegitimasi  bahwa  tanah  perkebunan  milik

Penggugat masuk sebagai tanah aset Desa Pakel dengan cara mencari

dan  menetapkan  batas-batas  wilayah  Desa  Pakel  oleh  Organisasi

Masyarakat Tim Peduli Pakel yang dibentuk oleh Tergugat;

Bahwa, walaupun surat keputusan tersebut telah berakhir  tanggal  05

Desember  2019  namun  keputusan  yang  berisi  penetapan  Tergugat

membentuk Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel untuk mencari dan

menetapkan  batas-batas  wilayah  Desa  Pakel  tersebut  bukanlah

kewenangannya  sebagai  Kepala  Desa  dan  merugikan  kepentingan

hukum Penggugat hingga sekarang; 

13. Bahwa, baru diketahui  jika Objek Sengketa adalah awal  mula upaya

Tergugat melegitimasi bahwa tanah perkebunan milik Penggugat adalah

tanah aset Desa Pakel, diikuti dengan penerbitan surat-surat berkaitan
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dengan tanah perkebunan milik Penggugat,  yang kemudian dijadikan

dasar oleh warga Desa Pakel untuk menguasai dan bercocok tanam di

tanah Perkebunan milik Penggugat. Sampai dengan saat ini Tergugat

dan  warga  Desa  Pakel  bercocok  tanam  dan  keluar  masuk  tanah

perkebunan Penggugat seakan-akan tanah tersebut adalah tanah aset

Desa Pakel;

14. Bahwa,  Objek  Sengketa  berkaitan  dengan  tanah  perkebunan

Penggugat  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00296

seluas 101,50 hektar dari  luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna

Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari  luas keseluruhan atas

nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

yang dimanfaatkan oleh Penggugat untuk perkebunan, pertanian, dan

peternakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kepentingan hukum

Penggugat  selaku  pemegang  Hak  Guna  Usaha  atas  tanah  tersebut

dirugikan;

15. Bahwa,  kepentingan  Penggugat  yang  dirugikan  atas  adanya  Objek

Sengketa adalah :

1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga

Desa Pakel untuk bercocok tanam;

2. Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola

tanah  Hak  Guna  Usaha  Penggugat  sebagaimana  tujuan

diberikannya Hak Guna Usaha dan tujuan pendirian perusahaan.

3. Operasional  perusahaan  menjadi  terganggu  karena  dihalang-

halangi oleh warga Desa Pakel.

4. Produktifitas  tanah  menurun  akibat  persaingan  hara  dan  sinar

matahari  karena  tanah  perkebunan  ditanami  tanaman  musiman

antara lain jagung, pisang, cabai, dan ketela pohon.

F. Tentang Hukumnya

Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004

tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  5  Tahun  1986  tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik.
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Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila :

a. Dibuat  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  pemerintahan  yang  tidak

berwenang;

b. Dibuat  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  melampaui

kewenangannya; dan

c. Dibuat  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  bertindak

sewenang-wenang;

Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa berkaitan dengan tanah perkebunan

milik  Penggugat  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00296

seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha

Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari  luas keseluruhan atas  nama PT.

Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  yang

dimanfaatkan  oleh  Penggugat  untuk  perkebunan,  pertanian,  dan

peternakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

asas-asas umum pemerintahan yang baik;

I. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Mengenai Wewenang

1. Bahwa,  Objek  Sengketa  yang  diterbitkan  Tergugat  tidak  sah  karena

Tergugat  tidak  memiliki  wewenang  dan/atau  melampaui  kewenangannya

sebagai Kepala Desa Pakel dalam menerbitkan Objek Sengketa.

2. Objek Sengketa bertentangan dengan :

a. Pasal 29 huruf  b dan c Undang-Undang Desa 

Kepala Desa dilarang :

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan  wewenang,  tugas,  hak,  dan/atau

kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan

masyarakat tertentu; 

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari  pihak lain  yang dapat  memengaruhi  keputusan

atau tindakan yang akan dilakukannya; 

g. menjadi pengurus partai politik; 

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
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i. merangkap  jabatan  sebagai  ketua  dan/atau  anggota  Badan

Permusyawaratan  Desa,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan

Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota,  dan jabatan lain  yang ditentukan

dalam peraturan perundangan-undangan; 

j. ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam  kampanye  pemilihan  umum

dan/atau pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 

l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 Bahwa,  Pasal  1  angka  5  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik

Indonesia Nomor 1  Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa untuk

selanjutnya  disebut  Permendagri  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa

memberikan pengertian :

“Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli

milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.”

Pasal 4 (1) dan (2) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa :

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa

berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan

tanggungjawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; 

b.  menetapkan  pembantu  pengelola  dan  petugas/pengurus  aset

desa; 

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan

aset desa; 

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; 

e. mengajukan  usul  pengadaan,  pemindahtanganan  dan  atau

penghapusan  aset  desa  yang  bersifat  strategis  melalui

musyawarah desa; 

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa

sesuai batas kewenangan; dan 

g. menyetujui  usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau

bangunan; 
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Bahwa,  benar  Tergugat  sebagai  Kepala  Desa  Pakel  diberi

wewenang untuk  mengelola  aset  Desa Pakel,  akan tetapi  dalam

Objek  Sengketa  Tergugat  menyatakan  tanah  perkebunan  milik

Penggugat adalah tanah Desa Pakel;

Bahwa,  Tergugat  tidak  memiliki  wewenang  dan/atau  melebihi

kewenangannya  untuk  menyatakan  apalagi  mengelola  tanah

perkebunan  milik  Penggugat  dalam  Objek  Sengketa  yang

merupakan  awal  mula  upaya  Tergugat  dan  warga  Desa  Pakel

melakukan upaya penguasaan tanah perkebunan milik Penggugat

bahkan  dikuasai  dan  digunakan  untuk  bercocok  tanam  hingga

sekarang;

Bahwa, objek yang dimaksud dalam Objek Sengketa bukan aset

desa maupun tanah desa Pakel sebagaimana pengertian aset desa

dan tanah desa sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa

“Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan

asli  milik  Desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran

Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB Desa)  atau  perolehan  Hak

lainnya yang sah.”

Pasal 1 angka 26 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa

“Tanah  Desa  adalah  tanah  yang  dikuasai  dan  atau  dimiliki  oleh

Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa

dan/atau untuk kepentingan sosial.”

Pasal  6  ayat  (1)  dan (2)  Permendagri  tentang Pengelolaan Aset

Desa :

(1) Aset  desa  yang  berupa  tanah  disertipikatkan  atas  nama

Pemerintah Desa.

(2) Aset  desa  berupa  bangunan  harus  dilengkapi  dengan  bukti

status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 

Bahwa, terlebih lagi aset Desa berupa tanah harus disertipikatkan

atas nama Pemerintah Desa, sedangkan tanah yang dikelola oleh

Tergugat  adalah  tanah  perkebunan  Penggugat  berdasarkan

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari

luas  keseluruhan  dan  Sertipikat  Hak Guna  Usaha Nomor  00297

seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa,  padahal  berdasarkan  Surat  Nomor  540/35/422.429.06/

IV/2018  tanggal  16  April  2018  Tergugat  mengirimkan  Surat

Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih kepada Penggugat,
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Tergugat  telah  mengakui  bahwa  tanah  yang  dimaksud  sebagai

tanah  desa  Pakel  adalah  perkebunan  Penggugat  berdasarkan

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari

luas  keseluruhan  dan  Sertipikat  Hak Guna  Usaha Nomor  00297

seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan;

Bahwa,  diketahui  ternyata  Tergugat  menerbitkan Objek  Sengketa

berdasarkan :

1) Copy Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di

Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda

Ratu  Belanda  pada  tanggal  11  Januari  1929,  yang  diberikan

kepada Saudara Karso, Saudara Dulgani, dan Saudara Senen;

 Keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar hak atas tanah

adalah tidak berdasar hukum, sehingga tidak dapat dijadikan

dasar  apapun terhadap kepemilikan tanah.  Apalagi  setelah

berlakunya  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang

Pokok-pokok Agraria  Hak-hak  atas  Tanah Barat  dikonversi

dan  dijadikan  hak  guna-usaha  dan  hak  guna-bangunan,

hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak

tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Namun,

hak yang dimaksud dalam Surat Ijin Membuka Tanah oleh

Bupati/Asisten  Residen  di  Banyuwangi  tanggal  11  Januari

1929 tersebut tidak jelas hak untuk apa;

2) Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/

429.011/2015 tentang  Penetapan dan Penegasan Batas  Desa

Pakel  Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  5

Agustus 2015; 

 Adanya  Perda  Pembentukan  Kecamatan  Licin  dan

Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor

188/402/KEP/429.011/2015  tentang  Penetapan  dan

Penegasan Batas Desa Pakel  Kecamatan Licin Kabupaten

Banyuwangi  tanggal  5  Agustus  2015  hanyalah  terkait

pembentukan wilayah dan penentuan wilayah administrasi,

bukan penentuan hak penggunaan atas sebidang tanah;

3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor

280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

 Surat  tersebut  hanya  menerangkan  mengenai  batasan

wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola  Penggugat

dan  bukan  penentuan  batas  wilayah  administrasi
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sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan  Bupati

Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/429.011/2015  tentang

Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  Pakel  Kecamatan

Licin Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

Bahwa,  Tergugat  menyatakan  menerbitkan  Objek  Sengketa

berdasarkan  Surat  Nomor  280/600.1.35.10/II/2018  tanggal  14

Februari  2018  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi

kepada  Ketua  Forum Suara  Blambangan  “FORSUBA,  akan  tetapi

pada  tanggal  16  April  2018  melalui  Surat  Nomor

540/35/422.429.06/IV/2018 Tergugat telah mengirimkan permohonan

maaf  dan ucapan terima kasih  kepada Penggugat,  dan mengakui

tanah perkebunan adalah milik Penggugat. Hal tersebut menjadikan

Objek  Sengketa  bertentantangan  dengan  surat  permohonan  maaf

dan ucapan terima kasih yang dibuat oleh Tergugat sendiri;

b. Pasal  17  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Administrasi

Pemerintahan;

(1) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dilarang

menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi: 

a. larangan melampaui Wewenang;

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Lebih  lanjut  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Administrasi

Pemerintahan mengatur:

Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan

mencampuradukkan  Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal  17 ayat  (2)  huruf  b  apabila  Keputusan dan/atau Tindakan

yang dilakukan:

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;

dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;

Bahwa,  Tergugat  telah  mencampuradukkan  wewenang  karena

menerbitkan  keputusan  di  luar  cakupan  bidang  atau  materi

wewenang  yang  diberikannya  berkaitan  dengan  pengelolaan  aset

desa karena tanah yang dimaksud oleh Tergugat adalah tanah hak

guna usaha Penggugat;
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Bahwa, meskipun Tergugat adalah Kepala Desa Pakel yang diberi

wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  mengelola  aset  desa  akan

tetapi kewenangan tersebut terdapat pembatasan kewenangan dan

tidak  serta  merta  kewenangan  tersebut  dapat  digunakan  dalam

segala  bidang,  sebagaimana  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan :

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

a. masa atau tenggang waktu Wewenang;

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan 

c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Tergugat  tidak  memiliki  kewenangan untuk  menerbitkan  Objek

Sengketa, karena tanah Penggugat adalah tanah Hak Guna Usaha

yang  diperoleh  Penggugat  dari  pemberian  hak  berdasarkan

Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.

155/HGU/BPN/2004  tanggal  11-11-2004  mengenai  hak  ini

diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga berakhir pada

tanggal  31-12-2034,  dan  tanah  tersebut  bukan  tanah  aset  desa

maupun tanah Desa Pakel.

c. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Pendaftaran Tanah

yang menyebutkan :

Pasal 31 ayat (1) 

“Sertipikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah

didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1)”;

Pasal 32 ayat (1) 

“Sertipikat  merupakan surat  tanda bukti  hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak

yang bersangkutan.”

Pasal 32 ayat (2) 

“Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertipikat

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu

5 (lima)  tahun sejak diterbitkannya sertipikat  itu  tidak mengajukan
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keberatan secara tertulis  kepada pemegang sertipikat  dan Kepala

Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan

sertipikat tersebut”;

Bahwa,  tanah  perkebunan  milik  Penggugat  merupakan  hak

Penggugat yang diperoleh dengan itikad baik berdasarkan Sertipikat

Hak  Guna  Usaha  Nomor  00296  seluas  101,50  hektar  dari  luas

keseluruhan dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 seluas

343,9  hektar dari  luas  keseluruhan  atas  nama  PT.  Perusahaan

Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  dan  selama

puluhan  tahun  telah  dikuasai  oleh  Penggugat.  Berdasarkan  pada

ketentuan  PP  Pendaftaran  Tanah,  sertipikat  diterbitkan  untuk

kepentingan  pemegang  hak  sebagai  tanda  bukti  hak  yang  kuat

mengenai data fisik dan data yuridis. Selanjutnya dalam hal sertipikat

diterbitkan secara sah atas nama badan hukum diperoleh dengan

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

merasa  memiliki  hak  atas  tanah  itu  dapat  mengajukan  keberatan

maupun  gugatan  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sejak

diterbitkannya sertipikat, lebih dari jangka waktu tersebut tidak dapat

lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Bahwa,  selama  penerbitan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  milik

Penggugat tidak pernah ada keberatan maupun gugatan dari pihak

manapun  termasuk  Tergugat  maupun  warga  Desa  Pakel  lainnya.

Sehingga sampai  dengan saat  ini  sertipikat  hak guna usaha milik

Penggugat tetap sah dan berkekuatan hukum;

Dengan demikian Objek Sengketa tidak sah dan harus dinyatakan

batal dan/atau dicabut;

3. Bahwa,  selain  itu  penerbitan Surat  Keputusan Kepala Desa Pakel

Nomor 188/21/KEP/429.422.06/2018 tertanggal 05 Desember 2018

yang telah berakhir pada tanggal 05 Desember 2019 bertentangan

dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 45 tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

(1) Untuk  melaksanakan  penetapan  dan  penegasan  batas  Desa

dibentuk Tim PPB Des;

(2) Tim  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Tim PPB Des Pemerintah Pusat;

b. Tim PPB Des Provinsi; dan
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c. Tim PPB Des Kabupaten/Kota.

Bahwa,  walaupun  keputusan  tersebut  telah  berakhir  namun

keputusan yang berisi  penetapan Tergugat  membentuk Organisasi

Masyarakat Tim Peduli Pakel untuk mencari dan menetapkan batas-

batas  wilayah  Desa  Pakel  tersebut  bukanlah  kewenangannya

sebagai Kepala Desa dan merugikan kepentingan hukum Penggugat

hingga sekarang;

Bahwa, penerbitan keputusan pembentukan Tim Peduli Pakel tidak

didasarkan  pada  Permendagri  Nomor  45  tahun  2016  tentang

Pedoman  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Desa,  dimana  yang

berwenang  untuk  melaksanakan  penetapan  dan  penegasan  batas

desa adalah Tim PBB Des Pemerintah Pusat, Tim PBB Des Provinsi,

dan Tim PBB Des Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa tidak memiliki

wewenang untuk menetapkan batas wilayah administrasi desa;

Bahwa,  Tergugat  justru  dalam  keputusan  tersebut  mendasarkan

pada Permendagri  1  tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset  Desa,

sehingga  jelas  maksud  dan  tujuan  pembentukan  Organisasi

Masyarakat  Tim  Peduli  Pakel  adalah  sebagai  upaya  melegitimasi

bahwa tanah perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa

Pakel;

Mengenai Prosedur Dan Substansi

Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Administrasi

Pemerintahan mengatur :

Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila :

a. terdapat kesalahan prosedur; dan

b. terdapat kesalahan substansi.

1. Bahwa,  Objek  Sengketa  harus  dibatalkan  karena  Prosedur

penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

Bahwa,  sebelumnya  berdasarkan  Surat  Nomor  540/35/422.429.06/

IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan

Maaf  dan  Ucapan  Terima  Kasih  kepada  Penggugat,  Tergugat  telah

mengakui bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah desa Pakel adalah

perkebunan  Penggugat  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan

Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004;

Bahwa, Tergugat  tidak memiliki  kewenangan untuk menerbitkan Objek

Sengketa terhadap tanah perkebunan milik Penggugat. Namun apabila

benar  memang  Tergugat  menerbitkan  Objek  Sengketa  adalah  upaya

untuk mengelola aset desa seharusnya Tergugat tunduk pada Peraturan
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa

sebagaimana :

Pasal 107 ayat (1)

(1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan;

Adapun tata cara pengelolaan Kekayaan Milik Desa diatur lebih lanjut

dalam Pasal 111

(1) Pengelolaan  kekayaan  milik  Desa  yang  berkaitan  dengan

penambahan dan pelepasan aset  ditetapkan dengan Desa sesuai

dengan kesepakatan musyawarah Desa;

Bahwa, apabila benar dalam rangka mengelola aset  desa seharusnya

terdapat kode barang atas tanah tersbeut dan Tergugat menuangkannya

dalam peraturan desa sesuai  dengan kesepakatan musyawarah desa,

bukan  dengan  menerbitkan  surat  keterangan  maupun  melakukan

penguasaan secara paksa terhadap tanah perkebunan Penggugat;

 Lebih  lanjut  sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  Permendagri  tentang

Pengelolaan  Aset  Desa  mengatur  tata  cara  pengelolaan  aset  desa

sebagai berikut :

Pengelolaan aset Desa meliputi: 

a. perencanaan; 

b. pengadaan; 

c. penggunaan; 

d. pemanfaatan; 

e. pengamanan; 

f. pemeliharaan; 

g. penghapusan; 

h. pemindahtanganan; 

i. penatausahaan; 

j. pelaporan; 

k. penilaian; 

l. pembinaan; 

m. pengawasan; dan 

n. Pengendalian. 

Bahwa, Penggugat dalam keberatannya meminta penjelasan dan mohon

ditunjukkan bukti-bukti apabila tanah perkebunan Penggugat adalah aset

desa  kepada  Tergugat,  namun  Tergugat  tidak  pernah  memberi

penjelasan maupun menunjukkan bukti-buktinya kepada Penggugat. Hal

tersebut  bertentangan  dengan  kewenangannya  dalam mengelola  aset

Halaman 36 dari 99 halaman  Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan diatur lebih lanjut dalam

Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa:

Pasal 8 

(1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a,  dituangkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun; 

(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun

dituangkan dalam Rencana Kerja  Pemerintahan Desa (RKPDesa)

dan  ditetapkan  dalam  APBDesa  setelah  memperhatikan

ketersediaan aset desa yang ada; 

Pasal 9 

(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b,  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  efisien,  efektif,

transparan  dan  terbuka,  bersaing,  adil/tidak  diskriminatif  dan

akuntabel; 

(2) Pengadaan  barang/jasa  di  desa  diatur  dengan  Peraturan

Bupati/Walikota  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan

perundang-undangan; 

Pasal 10 

(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

c,  ditetapkan  dalam  rangka  mendukung  penyelenggaraan

Pemerintahan Desa; 

(2) Status  penggunaan  aset  Desa  ditetapkan  setiap  tahun  dengan

Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 11 

(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berupa: 

a. sewa, 

b. pinjam pakai; 

c. kerjasama pemanfaatan; dan 

d. bangun guna serah atau bangun serah guna. 

(3) Pemanfaatan  aset  desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

ditetapkan dalam Peraturan Desa; 

 Bahwa, prosedur penerbitan Objek Sengketa dalam upaya melegitimasi

tanah perkebunan Penggugat tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan
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aset  desa,  dimana  sebelum  tanah  tersebut  dinyatakan  sebagai  Aset

Desa  seharusnya  dilakukan  perencanaan  terlebih  dahulu,  kemudian

dilakukan pengadaan aset desa; 

Bahwa,  berkaitan  dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  aset  desa

dilakukan  dengan  sewa,  pinjam pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,  dan

bangun guna serah atau bangun serah guna. Akan tetapi, Tergugat tidak

melaksanakan prosedur tersebut dan pemanfaatan tanah tersebut tidak

sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Permendagri tentang Pengelolaan Aset

Desa.  Sehinggga  Objek  Sengketa  harus  dinyatakan  batal  dan/atau

dicabut;

2. Bahwa,  Objek  Sengketa  harus  dibatalkan  karena  Substansinya

bertentangan  dengan  Peraturan  perundang-undangan.  Dikarenakan

Tergugat  tidak  berwenang  untuk  menerbitkan  Objek  Sengketa,

menyebabkan substansi Objek Sengketa bertentangan dengan :

a. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa :

(1) Jenis aset desa terdiri atas:

a. Kekayaan asli desa; 

b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBDesa; 

c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau 

yang sejenis; 

d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan 

peraturan undang-undang; 

e. Hasil kerja sama desa; dan

f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2)  Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

terdiri atas: 

a. tanah kas desa; 

b. pasar desa; 

c. pasar hewan; 

d. tambatan perahu; 

e. bangunan desa; 

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; 

g. pelelangan hasil pertanian; 

h. hutan milik desa; 

i. mata air milik desa; 

j. pemandian umum; dan 
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k. lain-lain kekayaan asli desa. 

b. Pasal 7 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai berikut :

Pengelolaan aset Desa meliputi: 

a. perencanaan; 

b. pengadaan; 

c. penggunaan; 

d. pemanfaatan; 

e. pengamanan; 

f. pemeliharaan; 

g. penghapusan; 

h. pemindahtanganan; 

i. penatausahaan; 

j. pelaporan; 

k. penilaian; 

l. pembinaan; 

m. pengawasan; dan 

n. Pengendalian. 

Bahwa,  Tergugat  dalam  menerbitkan  Objek  Sengketa  tidak  sesuai

dengan  substansinya  karena  materi/isi  Objek  Sengketa  bertentangan

dengan  peraturan  perundang-undangan.  Materi/isi  Objek  Sengketa

adalah  untuk  menguasai  dan  melegitimasi  sebagai  tanah  aset  Desa

Pakel  yang  menyebabkan  warga  Desa  Pakel  masuk  tanpa  ijin,

menguasai  bahkan  bercocok  tanam  di  tanah  perkebunan  milik

Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas

101,50  hektar  dari  luas  keseluruhan  dan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha

Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT.

Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses,

sedangkan tanah  yang  dimaksud  oleh  Tergugat  sebagai  aset  desa

bukanlah  tanah  aset  desa  sebagaimana  dimaskud  dalam  ketentuan

Pasal 6 ayat (1) Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur

bahwa  “aset  desa  yang  berupa  tanah  disertipikatkan  atas  nama

Pemerintah Desa”;

Bahwa,  sebelumnya  berdasarkan  Surat  Nomor  540/35/422.429.06/

IV/2018 tanggal 16 April 2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan

Maaf  dan  Ucapan  Terima  Kasih  kepada  Penggugat,  Tergugat  telah

mengakui bahwa tanah yang dimaksud sebagai tanah desa Pakel adalah

perkebunan  Penggugat  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan

Pertanahan Nasional No. 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11-11-2004;
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Bahwa,  tanah  tersebut  bukan  tanah  aset  Desa  Pakel,  karena  tanah

perkebunan  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00296

seluas  101,50  hektar  dari  luas  keseluruhan  dan  Sertipikat  Hak  Guna

Usaha Nomor 00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan diperoleh

Penggugat  dari  pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Pertanahan  Nasional  No.  155/HGU/BPN/2004  tanggal  11-11-2004

mengenai hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25 tahun sehingga

berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Bahwa,  Objek  Sengketa  tidak  memuat  maksud  dari  tata  cara

pengelolaan  aset  desa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  Permendagri

tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Substansi  Objek  Sengketa  telah

bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  harus

dinyatakan batal dan/atau dicabut.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas terbukti Objek Sengketa bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan,

substansi,  dan  prosedur.  Sehingga  Objek  Sengketa  harus  dinyatakan

batal dan/atau tidak sah.

II. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pasal 24 Undang-undang Desa mengatur :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

a. Kepastian hukum;

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

c. Tertib kepentingan umum;

d. Keterbukaan;

e. Proporsionalitas;

f. Profesionalitas;

g. Akuntabilitas;

h. Efektivitas dan efisien;

i. Kearifan local;

j. Keberagaman; dan

k. Partisipatif.

Selanjutnya  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang  Administrasi

Pemerintahan mengatur :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

a. Kepastian hukum;

b. Kemanfaatan;

c. Ketidakberpihakan;

d. Kecermatan;
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e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. Keterbukaan;

g. Kepentingan umum; dan

h. Pelayanan yang baik.

Bahwa, Objek Sengketa bertentangan dengan :

A. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa,  Tergugat  dalam  menerbitkan  Objek  Sengketa

bertentangan  dengan  asas  kepastian  hukum  karena  tidak

didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Tanah yang dikuasai

dan  digunakan oleh  warga  desa  Pakel  untuk  bercocok tanam

adalah tanah perkebunan Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak

Guna  Usaha  Nomor  00296  seluas  101,50  hektar  dari  luas

keseluruhan  dan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00297

seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan;

2. Bahwa, diketahui ternyata karena adanya :

1) Copy Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen

di  Banyuwangi  Achmad  Noto  Hadi  Soeryo  atas  nama  Sri

Baginda Ratu Belanda pada tanggal  11 Januari  1929,  yang

diberikan  kepada  Saudara  Karso,  Saudara  Dulgani,  dan

Saudara Sene;

 Sedangkan keabsahan dokumen tersebut sebagai dasar

hak atas tanah adalah tidak berdasar hukum, sehingga

tidak dapat dijadikan dasar apapun terhadap kepemilikan

tanah.  Apalagi  setelah  berlakunya  Undang-undang

Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Hak-

hak atas Tanah Barat dikonversi dan dijadikan hak guna-

usaha  dan  hak  guna-bangunan,  hanya  berlaku  untuk

sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan

jangka waktu paling lama 20 tahun.  Namun, hak yang

dimaksud  dalam  Surat  Ijin  Membuka  Tanah  oleh

Bupati/Asisten  Residen  di  Banyuwangi  tanggal  11

Januari 1929 tersebut tidak jelas hak untuk apa.

2) Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/

429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pakel  Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  5

Agustus 2015;

 Sedangkan  adanya  Perda  Pembentukan  Kecamatan

Licin  dan  Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor
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188/402/KEP/429.011/2015  tentang  Penetapan  dan

Penegasan  Batas  Desa  Pakel  Kecamatan  Licin

Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  5  Agustus  2015

hanyalah  terkait  pembentukan  wilayah  dan  penentuan

wilayah administrasi, bukan penentuan hak penggunaan

atas sebidang tanah. 

3) Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi

Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

 Sedangkan  Surat  tersebut  hanya  menerangkan

mengenai batasan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang

dikelola Penggugat dan bukan penentuan batas wilayah

administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan

Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/429.011/2015

tentang  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  Pakel

Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  5

Agustus 2015;

Bahwa,  sehingga  dalam  menerbitkan  Objek  Sengketa  tidak

berdasarkan pada asas kepastian hukum sebagaimana amanat

Pasal 3 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa : 

“Pengelolaan  aset  desa  dilaksanakan  berdasarkan  asas

fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi  dan  keterbukaan,

efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai”.

Terbukti Gugatan melanggar Asas Kepastian Hukum, sehingga Objek

Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

B. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa,  dalam  menerbitkan  Objek  Sengketa  telah

menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa untuk

dapat menguasai dan mengklaim tanah perkebunan Penggugat

sebagai  tanah  aset  Desa  Pakel.  Padahal  sebelumnya

berdasarkan Surat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16

April  2018 Tergugat mengirimkan Surat Permohonan Maaf dan

Ucapan  Terima  Kasih  kepada  Penggugat,  Tergugat  telah

mengakui  bahwa  tanah  yang  dimaksud  sebagai  tanah  desa

Pakel  adalah  perkebunan  Penggugat  berdasarkan  Keputusan

Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  155/HGU/BPN/2004

tanggal 11-11-2004;
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2. Bahwa,  Penggugat  selaku  Kepala  Desa  Pakel  yang  memiliki

wewenang  untuk  mengelola  aset  desa  dan  menyalahgunakan

wewenangnya dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Bahwa,  terbukti  Objek  Sengketa  melanggar  Asas  Tidak

Menyalahgunakan  Kewenangan,  sehingga  Objek  Sengketa  patut

dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut;

C. Asas Kecermatan

1. Bahwa,  Tergugat  tidak  cermat  dalam  melaksanakan

kewenangannya  karena  menerbitkan  Objek  Sengketa  untuk

melegitimasi tanah perkebunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna

Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar dari luas keseluruhan

dan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00297  seluas  343,9

hektar dari luas keseluruhan sebagai aset Desa Pakel;

2. Bahwa,  tanah  perkebunan  milik  Penggugat  adalah  tanah  hak

guna  usaha  yang  diberikan  berdasarkan  Keputusan  Kepala

Badan  Pertanahan  Nasional  No.  155/HGU/BPN/2004  tanggal

11-11-2004  untuk  dimanfaatkan  dan  digunakan  sebagai

perkebunan, peternakan, dan pertanian. Bukan tanah aset desa

yang dapat dikelola sebagai aset Desa Pakel;

3. Bahwa, sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat melalui

Surat  Nomor  540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal  16  April  2018

Tergugat  perihal  Surat  Permohonan  Maaf  dan  Ucapan  Terima

Kasih kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut Tergugat

meminta  maaf  karena  telah  menduga  Penggugat  menyerobot

tanah wilayah Desa Pakel  dan mengakui  Penggugat  diberikan

Hak  Guna  Usaha  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan

Pertanahan  Nasional  No.  155/HGU/BPN/2004  tanggal  11-11-

2004, sebagai pemilik tanah perkebunan berdasarkan sertipikat

Hak  Guna  Usaha  Nomor  1/Desa  Kluncing  dan  Sertipikat  Hak

Guna Usaha Nomor 8/Desa Songgon;

4. Bahwa, diketahui ternyata kemudian Tergugat menerbitkan Objek

Sengketa terhadap tanah milik Penggugat karena adanya :

1) Copy Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen

di  Banyuwangi  Achmad  Noto  Hadi  Soeryo  atas  nama  Sri

Baginda Ratu Belanda pada tanggal  11 Januari  1929,  yang

diberikan  kepada  Saudara  Karso,  Saudara  Dulgani,  dan

Saudara Senen;
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 Sedangkan  keabsahan  dokumen  tersebut  sebagai  dasar

hak  atas  tanah  adalah  tidak  berdasar  hukum,  sehingga

tidak dapat  dijadikan dasar  apapun terhadap kepemilikan

tanah. Apalagi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5

tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria  Hak-hak  atas

Tanah Barat dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan

hak  guna-bangunan,  hanya  berlaku  untuk  sementara

selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu

paling lama 20 tahun. Namun, hak yang dimaksud dalam

Surat Ijin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di

Banyuwangi  tanggal  11  Januari  1929 tersebut  tidak  jelas

hak untuk apa;

2) Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/

429.011/2015 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pakel  Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  5

Agustus 2015; 

 Sedangkan adanya Perda Pembentukan Kecamatan Licin

dan  Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor

188/402/KEP/429.011/2015  tentang  Penetapan  dan

Penegasan Batas Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten

Banyuwangi  tanggal  5  Agustus  2015  hanyalah  terkait

pembentukan  wilayah  dan  penentuan  wilayah

administrasi,  bukan  penentuan  hak  penggunaan  atas

sebidang tanah;

3) Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi

Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;

 Sedangkan Surat tersebut hanya menerangkan mengenai

batasan  wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang  dikelola

Penggugat  dan  bukan  penentuan  batas  wilayah

administrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan

Bupati  Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/429.011/2015

tentang  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  Pakel

Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  5

Agustus 2015;

Bahwa,  hal  tersebut  membuktikan  Tergugat  dalam  menerbitkan

Objek  Sengketa  yang  bertentangan  dengan  surat-surat  yang

diterbitkannya  sendiri.  Terbukti  Objek  Sengketa  melanggar
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Kecermatan, sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau

tidak sah dan harus dicabut;

D. Asas Keterbukaan

1. Bahwa, Tergugat melanggar asas keterbukaan karena pada saat

menerbitkan  Objek  Sengketa  tidak  memberikan  maupun

menunjukkan  data-data  yang  menjadi  dasar  Tergugat  Objek

Sengketa  berkaitan  dengan  tanah  perkebunan  berdasarkan

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 seluas 101,50 hektar

dari  luas  keseluruhan dan Sertipikat  Hak Guna Usaha Nomor

00297 seluas 343,9 hektar dari luas keseluruhan atas nama PT.

Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;

2. Bahwa,  Penggugat  sudah  memohon  kepada  Tergugat  untuk

menunjukkan  bukti-bukti  baik  berupa  buku  tanah  maupun

inventarisasi aset desa, namun Tergugat tidak menanggapi dan

tidak menunjukkan data-data tersebut;

Terbukti  Objek  Sengketa  melanggar  Asas  Keterbukaan,  sehingga

Objek  Sengketa  patut  dinyatakan batal  atau tidak  sah dan harus

dicabut;

E. Asas Kemanfaatan

1. Bahwa, sebagaimana pemberian hak guna usaha yang diberikan

kepada  Penggugat  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan

Pertanahan  Nasional  No.  155/HGU/BPN/2004  tanggal  11-11-

2004  adalah  untuk  perkebunan,  pertanian,  dan  peternakan,

bukan  untuk  ditanami  tanaman  musiman  yang  menyebabkan

produktifitas tanah menurun karena persaingan unsur hara dan

sinar matahari. Tergugat seharusnya tidak hanya memperhatikan

kepentingan individu maupun kelompok, akan tetapi juga harus

memperhatikan kepentingan ekosistem perkebunan tersebut;

2. Bahwa, berdasar  pada asas kemanfaatan maka tanah apabila

tanah tersebut digunakan untuk bercocok tanam musiman, maka

tidak sesuai dengan pemberian hak guna usaha yang diberikan

kepada  Tergugat.  Dengan  demikian  Objek  Sengketa

bertentangan dengan Asas Kemanfaatan;

Bahwa, terbukti Objek Sengketa melanggar Asas Kemanfaatan,

sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah

dan harus dicabut;

Bahwa,  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  maka  telah  terbukti  Objek

Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :
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Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 29 huruf  b dan c Undang-undang Desa;

2. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan;

3. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan;

4. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan;

5. Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Pendaftaran Tanah;

6. Pasal 7 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa;

7. Pasal 8 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa;

8. Pasal 9 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa; 

9. Pasal 10 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa; 

10. Pasal 11 Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa; dan

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

3. Asas Kecermatan;

4. Asas Keterbukaan; dan

5. Asas Kemanfaatan;

Bahwa, oleh karenanya telah tepat apabila Objek Sengketa dinyatakan batal

dan/atau tidak sah beserta akibat hukumnya;

Sebagaimana  ketentuan  Pasal  67  ayat  (1)  Undang-Undang  Administrasi

Pemerintahan;

“Dalam hal  Keputusan  dibatalkan,  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan

menarik  kembali  semua  dokumen,  arsip,  dan/atau  barang  yang  menjadi

akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.”

Dengan  batal  dan/atau  tidak  sahnya  Objek  Sengketa,  maka  segala

keputusan dan/atau tindakan yang didasarkan pada Objek Sengketa tersebut

harus pula dinyatakan batal dan/atau tidak sah. Termasuk Tergugat maupun

warga  Desa  Pakel  yang  menguasai,  mengklaim,  bercocok  tanam,  dan

memasuki tanah perkebunan Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna

Usaha  Nomor  00296  seluas  101,50  hektar  dari  luas  keseluruhan  dan

Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00297  seluas  343,9  hektar dari  luas

keseluruhan haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sehingga tanah

perkebunan  Penggugat  yang  menjadi  akibat  dari  Objek  Sengketa  harus

dikembalikan dalam keadaan semula;

Bahwa,  Penggugat  sebagai  pencari  keadilan  patut  untuk  dilindungi  hak-

haknya  secara  hukum  atas  pelaksanaan  putusan  aquo yang  telah

berkekuatan hukum tetap.  Para  Penggugat  harus mendapatkan kepastian

hukum  berkaitan  dengan  hak-haknya  atas  hak  guna  usaha  berdasarkan

Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  155/HGU/BPN/2004
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tanggal 11-11-2004 mengenai hak ini diperpanjang dengan jangka waktu 25

tahun sehingga berakhir pada tanggal 31-12-2034;

Sanksi Administratif

Bahwa, Tergugat terbukti dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan

dengan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Asas-asas  Umum

Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB)  (Cacat  Administrasi)  sehingga  Objek

Sengketa  harus  dinyatakan  batal.  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-undang

Administrasi Pemerintahan mengatur“Pejabat Pemerintahan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat

(3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (6), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal  72 ayat

(1) dikenai sanksi administratif sedang.”

Bahwa,   sejalan  dengan  hal  tersebut  untuk  menjamin  pelaksanaan  isi

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 116 ayat (4)

Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

(4) Dalam hal  tergugat  tidak  bersedia  melaksanakan putusan  Pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang

bersangkutan  dikenakan  upaya  paksa  berupa  pembayaran  sejumlah

uang paksa dan/atau sanksi administratif;

Dikaitkan  dengan  Pasal  7  huruf  f  PP  tentang  Sanksi  Administratif  yang

mengatur : 

“Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak:

f. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan

yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau

pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.”

Bahwa, adapun sanksi administratif tersebut sebagaimana Pasal 81 ayat (2)

Undang-undang Administrasi Pemerintahan PP tentang Sanksi Administratif

dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48  Tahun

2016  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  kepada  Pejabat

Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2),

berupa:

a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;

b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau

c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Bahwa, berdasarkan peraturan tersebut di atas Tergugat harus dijatuhi sanksi

administratif  berupa  pembayaran  ganti  rugi,  pemberhentian  sementara
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dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa

memperoleh hak-hak jabatan karena Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan  Tergugat  Cacat  Administrasi  yang  menimbulkan  kerugian  bagi

Penggugat  dan/atau  apabila  Tergugat  tidak  melaksanakan  isi  putusan

pengadilan tata usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; 

Bahwa, adapun pembayaran ganti rugi tersebut berdasarkan kerugian yang

dialami Penggugat berupa :

1. Tanah Penggugat dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan warga Desa

Pakel untuk bercocok tanam;

2. Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah

Hak Guna Usaha Penggugat sebagaimana tujuan diberikannya Hak Guna

Usaha dan tujuan pendirian perusahaan;

3. Operasional perusahaan menjadi terganggu karena dihalang-halangi oleh

warga Desa Pakel;

4. Produktifitas tanah menurun akibat persaingan hara dan sinar matahari

karena tanah perkebunan ditanami tanaman musiman antara lain jagung,

pisang, cabai, dan ketela pohon;

Dengan rincian :

a. Kerugian  operasional  perkebunan  =  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  milyar

rupiah)

b. Kerugian penurunan produktifitas/hasil perkebunan = Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah)

G. Dalam Penundaan

1. Bahwa, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2)  dan (3)  Undang-undang No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

(2) Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  pelaksanaan

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  itu  ditunda  selama  pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan

sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok

sengketanya.

2. Bahwa, awal mula warga Desa Pakel menguasai, bercocok tanam, dan

keluar  masuk tanah  perkebunan milik  Penggugat  karena  adanya  Surat

Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  593/315/429.422.06/2018

tertanggal  11  Mei  2018  (Objek  Sengketa)  yang  seakan-akan  tanah

perkebunan milik Penggugat adalah tanah aset Desa Pakel. Adanya Objek

Sengketa  menyebabkan  warga  Desa  Pakel  memasuki  dan  melakukan
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penguasaan  terhadap  perkebunan  milik  Penggugat  tanpa  ijin,  bahkan

sampai dengan saat ini Tergugat dan warga Desa Pakel bercocok tanam

dan  keluar  masuk  tanah  perkebunan  Penggugat  seakan-akan  tanah

tersebut  adalah  tanah  aset  Desa  Pakel.  Sehingga  Penggugat  selaku

pemegang  hak  untuk  memanfaatkan  tanah  Hak  Guna  Usaha  tersebut

menjadi terganggu dan tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut sesuai

dengan tujuan pemberian hak dan tujuan pendirian perusahaan;

3. Bahwa, tanah perkebunan Penggugat saat ini digunakan oleh warga Desa

Pakel  untuk  menanam  tanaman  musiman  yang  berakibat  pada

menurunnya produktifitas tanah karena persaingan unsur hara dan sinar

matahari. Apabila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut dimana warga Desa

Pakel  tetap  menanam  tanaman  musiman  maka  dikhawatirkan  terjadi

gangguan ekosistem di perkebunan Penggugat. Selain itu Penggugat tidak

dapat menguasai, memanfaatkan, dan mengelola tanah Hak Guna Usaha

Penggugat sedangkan tujuan diberikannya Hak Guna Usaha dan tujuan

pendirian perusahaan adalah untuk mengelola tanah sebagai perkebunan,

peternakan, dan pertanian. Terlebih lagi operasional perusahaan menjadi

terganggu karena dihalang-halangi oleh warga Desa Pakel;

4. Bahwa,  apabila  Objek  Sengketa  yang  merupakan  awal  mula  Tergugat

menerbitkan  surat-surat  untuk  melegitimasi  tanah  perkebunan  milik

Penggugat sebagai tanah aset Desa Pakel dan menyebabkan warga Desa

Pakel menguasai, bercocok tanam, keluar masuk tanpa ijin di perkebunan

milik  Penggugat  tetap  berlaku  dan  aktivitas  warga  Desa  Pakel  tidak

dihentikan  terlebih  dahulu  maka  dikhawatirkan  kepentingan  hukum

Penggugat  sebagai  pemilik  perkebunan  berdasarkan  Hak  Guna  Usaha

sulit dipulihkan; 

5. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 26  ayat (2) huruf f dan g Undang-

undang tentang Desa yang mengatur :

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Serta memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 26 ayat (4) huruf c, d, dan k

Undang-undang tentang Desa :

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Bahwa,  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  maka  Tergugat  selaku

pejabat  pemerintahan  Desa  berwenang  dan  berkewajiban  untuk

memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat,  menaati  dan
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menegakkan  peraturan  perundang-undangan,  dan  menyelesaikan

perselisihan  yang  timbul  karena  diterbitkannya  Objek  Sengketa  oleh

Tergugat. Objek Sengketa serta akibat yang ditimbulkan karena adanya

Objek  Sengketa  tersebut  harus  dihentikan  terlebih  dahulu.  Tergugat

maupun warga Desa Pakel harus meninggalkan wilayah perkebunan milik

Penggugat, tidak bercocok tanam, tidak keluar masuk tanah perkebunan

milik Penggugat, dan/atau mengehentikan aktifitas apapun terkait dengan

tanah perkebunan milik Penggugat; 

Bahwa,  terdapat  kepentingan  Penggugat  yang  cukup  mendesak  serta

untuk  mencegah  terjadinya  perubahan  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan

dengan  tanah  perkebunan  milik  Penggugat  yang  terkait  dengan  Objek

Sengketa yang sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan,  dimana

apabila  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang digugat  terlanjur  dan/atau

terus  dilaksanakan,  tentu  akan  mempersulit  pelaksanaan  putusan

dikemudian  hari  apabila  putusan  dalam  perkara  tersebut  telah

memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  dengan  ini  Penggugat

mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata

Usaha  Negara Surabaya c.  q.  Majelis  Hakim  yang  Memeriksa  dan

Mengadili  perkara  ini  untuk  mengeluarkan  Penetapan  Penundaan

(SKORSING) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi

Objek  Sengketa,  yaitu  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor

593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018.

H. Diktum

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada  Yang

Terhormat  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Surabaya  Cq.  Majelis

Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  yang  Memeriksa  dan

Mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Pelaksanaan  Objek  Sengketa

yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mewajibkan  dan/atau  memerintahkan  Tergugat  menunda  Pelaksanaan

Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  593/315/429.422.06/2018

tertanggal  11  Mei  2018  sampai  sengketa  Tata  Usaha  ini  memperoleh

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal  atau  tidak  sah  Surat  Keterangan Kepala  Desa  Pakel

Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;
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3. Mewajibkan  Tergugat  mencabut  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018;

4. Menjatuhkan sanksi administratif Berat kepada Tergugat, berupa : 

- Ganti rugi dengan rincian :

a. Kerugian operasional perkebunan = Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah);

b. Kerugian  penurunan  produktifitas/hasil  perkebunan  =  Rp.

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau

- Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya perkara  yang timbul dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

telah menanggapi dengan mengajukan surat jawaban tertanggal  29 November

2021  yang  disampaikan  pada  persidangan  secara  elektronik  melalui  Sistem

Informasi Pengadilan  (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

tanggal  29  November2021,  yang  pada  pokoknya  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

- Bahwa,  Tergugat  menolak  dengan  tegas  seluruh  pernyataan,  klaim,  dalil,

posita,  maupun  petitum  Penggugat  di  dalam  surat  gugatannya,  kecuali

terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan

dapat dibuktikan secara hukum;

- Bahwa, Tergugat  tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu

dalam  gugatannya.  Tergugat   hanya  akan  menanggapi  dalil-dalil  yang

dianggap  penting  untuk  diberikan  penegasan,  penjelasan,  dan/atau

penerangan  guna  menguatkan  dalil-dalil  Tergugat.  Terhadap  dalil-dalil

Penggugat yang tidak ditanggapi, secara tegas Tergugat menolak;

Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi Kompetensi Mengadili

A. Obyek Sengketa Bukan KeputusanTata Usaha Negara (KTUN)

1. Bahwa,  Penggugat  di  dalam gugatannya mendalilkan bahwa Obyek

Sengketa,yaitu:  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor

593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018  merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

2. Bahwa,  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor

593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018  tersebut
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sesungguhnya  bukanlah  KTUN,  dengan  alasan  dan  dasar  hukum

sebagai berikut:

a. KTUN  menurut  definisi  yuridis  berdasarkan  Pasal  1  angka  3

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata

Usaha  Negara  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 dan atau pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor  51  Tahun  2009  (selanjutnya  disingkat  UU  PTUN),  pada

intinya  adalah  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat

atau Badan TUN yang berisi tindakan TUN, berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, bersifat  konkrit, individual dan

finalyang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum  perdata.  Selanjutnya  KTUN  ditafsirkan  atau  dimaknai

menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (disingkat Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan); 

b. Bahwa, penjelasan dari  ketentuan Pasal 1 angka 3 atau Pasal 1

angka  9  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara

sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

“Istilah  "penetapan  tertulis" terutama  menunjuk  kepada  isi dan

bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Keputusan  itu  memang diharuskan

tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya

seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya; 

Persyaratan  tertulis  itu  diharuskan  untuk  kemudahan  segi

pembuktian.  Oleh  karena  itu  sebuah  memo  atau  nota  dapat

memenuhi  syarat  tertulis  tersebut  dan  akan  merupakan  suatu

Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  menurut

Undang-undang ini apabila sudah jelas 

a. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  mana  yang

mengeluarkannya; 

b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; 

c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di

dalamnya. 

Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara adalah  Badan  atau

Pejabat  di  pusat  dan  daerah  yang  melakukan  kegiatan  yang

bersifat eksekutif;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum

Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  bersumber  pada
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suatu  ketentuan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat

menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; 

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan

Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau

dapat  ditentukan,  umpamanya keputusan mengenai  sumah si  A,

Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak

ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang

yang  terkena  keputusan  itu  disebutkan.  Umpamanya,  keputusan

tentang  perbuatan  atau  pelebaran  jalan  dengan  lampiran  yang

menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; 

Bersifat  final artinya  sudah  definitif  dan  karenanya  dapat

menimbulkan akibat  hukum.  Keputusan yang masih  memerlukan

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final

karenanya  belum dapat  menimbulkan  suatu  hak  atau  kewajiban

pada  pihak  yang  bersangkutan.  Umpamanya,  keputusan

pengangkatan  seorang  pegawai  negeri  memerlukan  persetujuan

dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

c. Bahwa,  faktanyaIsi  dari  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor  593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018  (Obyek

Sengketa) antara lain menerangkan bahwa:

Pertama,   terdapat  ratusan  hektar  tanah  wilayah  administrasi

Pemerintah Desa Pakel telah lama dikuasai dan dikelola oleh PT.

Bumisari  mulai  dari  Gladag  Kondang  perbatasan  Desa  Bayu

dengan Desa Pakel sampai dengan Jembatan Patrang Perbatasan

Desa Kluncing dengan Desa Pakel; 

Kedua, kawasan hutan yang dikuasai atau dikelola oleh Perhutani

KPH Banyuwangi  Barat  yang  sebelah  Timur  berbatasan  dengan

Desa  Macanputih  Kecamatan  Kabat  dan  sebelah  Selatan

berbatasan dengan Desa Bangunsari Kecamatan Songgon adalah

tanah yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Desa Pakel; 

d. Bahwa, Isi Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan atau diterbitkan

kepada/untuk  orang-orang  tertentu,  melainkan  atas  permintaan

organisasi  bernama  Forsuba  di  Banyuwangi  yang  pernah

melakukan  advokasi  kepada/bertindak  untuk  dan  atas  nama

masyarakat  umum  Desa  Pakel.  Obyek  Sengketa  tersebut

selanjutnya tidak dipergunakan oleh siapapun sebagai  bukti  hak,
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termasuk  tidak  dipergunakan  oleh  warga  Desa  Pakel  dalam

menguasai dan mengelola tanah mereka. Karena Obyek Sengketa

bukan bukti kepemilikan melainkan sekedar menerangkan menurut

keadaan  yang  sebenarnya  dan  bersifat  umum,  bukan  individual.

Dengan kata lain, Obyek Sengketa tidak menegaskan adanya suatu

hak bagi pihak tertentu dan tidak pula meniadakan hak bagi pihak

lainnya;

e. Bahwa, sehingga dengan demikian sifat konkret dan individual dari

Obyek  Sengketa  tidak  ada,  serta  Obyek  Sengketa  tidak

menimbulkan  akibat  hukum  apapun  terhadap  orang  atau  badan

hukum perdata. Dengan kata lain,  “wujuduhu ka adamihi” (adanya

sama dengan tidak adanya);

3. Bahwa,  terkait  dalil  Penggugat  yang  menyatakan  bahwaTergugat

menerbitkan Obyek Sengketa dengan maksudagar tanah yang diklaim

milik Penggugat  adalah sebagai  tanah aset Desa Pakel  adalah dalil

yang  bersifat  ilusioner,  mengada-ada,  berlebihan  dan  menafsirkan

secara  menyimpang  dari  isi  sebenarnya  dari  Obyek  Sengketa,

mengingat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat a quotidak

menegaskan  adanya  suatu  hak  bagi  pihak  tertentu  dan  tidak  pula

meniadakan  hak  bagi  pihak  lainnya.  Obyek  Sengketa  sesuai  isinya

hanyalah keterangan yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan keadaan

yang sebenarnya pada saat Obyek Sengketa tersebut dibuat. Apalagi

Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa dijadikan dasar oleh warga

desa  Pakel  untuk  menguasai,  bercocok  tanam,  dan  keluar  masuk

tanah yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat adalah dalil  yang

dipaksakan,  dihubung-hubungkan  dan  ilusioner,  karena  penguasaan

oleh masyarakat  tersebut  telah lama terjadi  sebelum adanya Obyek

Sengketa, yaitu penguasaan secara turun-menurun berdasarkan hak

yang diberikan negara dengan Surat  dari Pemerintah Hindia Belanda,

yakni  Acta  Van  Verwizing,  11  Djanoeari  1929/Akta  Penunjukan,  11

Januari 1929;

4. Bahwa, dengan demikian Obyek Sengketa tersebut bukan merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena tidak memenuhi unsur

konkret  dan  individual  serta  tidak  memiliki  akibat  hukum  apapun

terhadap  pihak-pihak  yang  mengaku  sebagai  pemiliki  atau  yang

memiliki  hak, termasuk namun tidak terbatas seperti  yang didalilkan

oleh Penggugat;
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5. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa bukan merupakan KTUN maka

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  memiliki  kompetensi  untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

B. Gugatan Penggugat Merupakan Sengketa Hak Atas Tanah

1. Bahwa,  Penggugat  di  dalam  gugatannya  mendalilkan  yang  pada

pokoknya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa pada tanggal 11 Mei

2018 sebagai dasar memasukkan tanah yang diklaim milik Penggugat

sebagai aset desa Pakel dan warga desa Pakel juga didalilkan telah

menguasai dan mengelola tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat

berdasarkan  HGU yang menurutnya  surat  ukurnya baru  terbit  pada

tahun  2019.  Hal  mana,  menurut  sepengetahuan  Tergugat

pengukurannya  tidak  pernah  melibatkan  Tergugat,  meskipun  diklaim

masuk  di  wilayah  administratif  Desa  Pakel,  Kecamatan  Licin,

Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa,  dalil  a  quo jelas  menunjukkan  bahwa  Penggugat  pada

pokoknya  sedang  mempersoalkan  mengenai  tanah  yang  diklaim

sebagai  haknya namun hak tersebut  didalilkan dikuasai  secara  fisik

maupun yuridis oleh pihak lain, yakni Tergugat dianggap memasukkan

tanah miliknya sebagai aset desa berdasarkan Obyek Sengketa dan

warga desa yang menurutnya menguasai dan mengelola secara fisik

tanah yang diklaim milik Penggugat;

3. Bahwa,  dalil-dalil  yang  demikian  masuk  dalam kategori  perselisihan

hak atas tanah yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata

Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

Bahwa,  dengan  demikian  maka  sudah  selayaknya  Majelis  Hakim  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  a  quoterlebih  dahulu  memutukan

menyatakan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  tidak  berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

II. Eksepsi Lainnya

Bahwa, apabila yang mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara berpendapat

lain. Pada bagian eksepsi ini Penggugat juga menyampaikan eksepsi lainnya

sebagai berikut :

A. Gugatan  Penggugat  Kabur  (Obscuur  Libel)  Karena  Mencampurkan

antara Sengketa Hak Atas Tanah dengan Sengketa TUN

1. Bahwa,  didalam  gugatannya  Penggugat  secara  berulang-ulang

mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa

menurut Penggugat dimaksudkan agar obyek tanah yang diklaim milik

Penggugat  menjadi  aset  desa dan Obyek Sengketa dijadikan dasar
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oleh warga desa Pakel untuk menguasai, bercocok tanam, dan keluar

masuk tanah yang diklaim sebagai  tanah milik  Penggugat.  Padahal

sebagaimana telah  dijelaskan sebelumnya di  atas,  Obyek Sengketa

sesuai  isinya  hanyalah  keterangan  yang  dibuat  oleh  Tergugat

berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat  Obyek Sengketa

tersebut dibuat, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai KTUN. Obyek

Sengketa tidak menegaskan adanya suatu hak bagi pihak tertentu dan

tidak  pula  meniadakan  hak  bagi  pihak  lainnya.  Lantas  dari  mana

Penggugat  mendalilkan  dengan  cara  menghubung-hubungkan  yang

jelas-jelas tidak ada keterkaitannya;

2. Bahwa, padahal Warga Desa Pakel yang menguasai dan mengelola

tanah  di  Desa  Pakel  tersebut  tidak  ada  keterkaitan  dengan  Obyek

Sengketa, oleh karena penguasaan tersebut telah lama terjadi sebelum

adanya  Obyek  Sengketa,  yaitu  penguasaan  secara  turun-menurun

berdasarkan hak yang diberikan negara dengan Surat dari Pemerintah

Hindia  Belanda,  yakni  Acta  Van  Verwizing,  11  Djanoeari  1929/Akta

Penunjukan, 11 Januari 1929;

3. Bahwa, sebelum adanya Obyek Sengketa, pada tanggal 14 Pebruari

2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat

Nomor 280/600.1.35.10/II/2018 yang menyatakan bahwa tanah HGU

milik Penggugat menurut Sertifikat HGU Nomor 1/desa Kluncing seluas

1.902.600  M2 dan  HGU Nomor  8/Desa  Bayu  seluas  9.995.500  M2,

bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing dan Desa

Bayu.  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi  dalam

suratnya  tersebut  menyimpulkan  bahwa  telah  terjadi  sengketa

kepemilikan atas obyek yang diklaim oleh warga Desa Pekel seluas

4.000 bahu yang juga merupakan bagian dari Kawasan Hutan Negara

milik Perhutani;

4. Bahwa, dalam kenyataannya sekarang, tanah-tanah yang dikelola oleh

warga  Desa  Pakel  tersebut  berdasarkan  Acta  Van  Verwizing,  11

Djanoeari  1929 / Akta Penunjukan, 11 Januari  1929 tersebut adalah

tanah yang disengketakan oleh Penggugat  tersebut dalam sengketa

yang sudah lama;

5. Bahwa dengan demikian,  Penggugat  keliru  jika beranggapan Obyek

Sengketa  tersebut  dijadikan  dasar  oleh  warga  Desa  Pakel  untuk

menguasai tanah di Desa Pakel yang disengketakan oleh Penggugat

tersebut, sebab dasar penguasaan warga Desa Pakel terhadap tanah

sengketa tersebut adalah penguasaan dan pengelolaan secara turun
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temurun  sejak  tahun  1929  berdasarkan  Acta  Van  Verwizing,  11

Djanoeari 1929 / Akta Penunjukan, 11 Januari 1929;

6. Bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah

mencampur  adukkan  sengketa  kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan

sengketa TUN. Sehingga akibatnya, gugatan tersebut kabur (obscuur

libel)  dan  harus  dinyatakan  ditolak  untuk  seluruhnya  atau  setidak-

tidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan  Penggugat  Tidak  Jelas  (Obscuur  Libel)  Karena  Tidak

Menerangkan  Secara  Pasti  Tanah  Yang  Diklaim  Miliknya  Yang

Terdampak Oleh Obyek Sengketa

1. Bahwa, didalam gugatannya Penggugat mengaku mempunyai hak atas

tanah  yang  dapat  dibuktikan  dengan  sertifikat  Hak  Guna  Usaha

(SHGU), antara lain:

a. SHGU No. 00295/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034

dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No.

00060/2019, seluas 2815 m2;

b. SHGU No. 00296/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034

dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No.

00061/2019, seluas 7.778.789 m2;

c. SHGB No. 00297/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034

dari pemecahan SHGU No. 00008/Desa Songgon, Surat Ukur No.

00062/2019, seluas 2.169.698 m2;

d. SHGU No. 00298/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034,

sebagai pengganti SHGU No. 00001/Desa Kluncing, Surat Ukur No.

00063/2019, seluas 2815 m2;

Penggugat menyatakan bahwa 4 (empat) SHGU tersebut berasal dari

pemecahan  SHGU  No.  8/Desa  Songgon  dipecah  menjadi  3  (tiga)

SHGU; dan 1 (satu) SHGU, yakni SHGU No. 1/Desa Kluncing;

2. Bahwa, namun demikian Penggugat tidak menguraikan dengan jelas

dan  pasti  mengenai  SHGU  nomor  berapa  yang  diklaim  Penggugat

terdampak oleh adanya Obyek Sengketa. Apakahkeseluruhan SHGU

atausebagian SHGU;

3. Bahwa,  ketidak  jelasan  tersebut  sama  halnya  dengan  meminta

Tergugat  menebak-nebak  terkait  SHGU  Penggugat  yang  diklaim

masuk wilayah administrasi Desa Pakel;

4. Bahwa,  kejelasan  mengenai  hal  tersebut  penting  mengingat

berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor

280/600.1.35.10/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 menyatakan bahwa
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tanah  HGU milik  Penggugat  menurut  Sertifikat  HGU Nomor  1/desa

Kluncing seluas 1.902.600 m2 dan HGU Nomor 8/Desa Bayu seluas

9.995.500 m2, bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing

dan Desa Bayu;

5. Bahwa,  sehingga  Tergugat  bertanya-tanya  SHGU  yang  dimaksud

adalah SHGU nomor berapa? Karena selama ini Tergugat tidak pernah

sama  sekali  dilibatkan  dalam penerbitan  SHGU tersebut  jika  benar

SHGU tersebut masuk wilayah administrasi Tergugat. Tergugat sama

sekali tidak mengetahui keberadaan empat (4) SHGU yang dimaksud;

6. Bahwa,  oleh  karena  Penggugat  tidak  jelas  menguraikan  mengenai

SHGU yang terdampak oleh Obyek Sengketa  maka gugatan  a quo

kabur  (obscuur  libel)  sehingga  secara  tegas  harus  ditolak  untuk

seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

C. Upaya  Keberatan  dan  Banding  Administratif  Tidak  Sah  Sehingga

Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa, didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebelum

mengajukan  gugatan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Penggugat

terlebih dahulu menyatakan bahwa telah melakukan upaya keberatan

sebagai  syarat  prosedural  sebelum mengajukan  gugatan  ke  PTUN.

Surat  Keberatan  yang  dimaksud  adalah  Surat  Administrateur  PT.

Bumisari  Maju  Sukses  kepada  Tergugat,  surat  Nomor

77/C/BS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Perihal: Mohon Tanggapan

dan Penjelasan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang bernama Ir.

H.  Sudjarwo,  mengaku  sebagai  Administrateur  PT.  PERUSAHAAN

PERKEBUNAN  BUMISARI  MAJU  SUKSES.  Kemudian,  diaberkirim

surat  kepada  Camat  Licin,  dengan  surat  Nomor  84/C/BS/IX/2021

tanggal  15  September  2021  Perihal  Permohonan  Penjelasan  dan

Keberatan;

2. Bahwa,  surat-surat  dari  orang  bernama  Ir.  H.  Sudjarwo  mengaku

sebagai Administrateur PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN BUMISARI

MAJU SUKSES  a quo tidak dapat dikategorikan sebagai surat-surat

dalam rangka upaya hukum administratif berdasarkan UU Administrasi

Pemerintahan, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

a. Bahwa,  Ir.  H.  Sudjarwo  mengakui  sebagai  Administrateur  PT.

PERUSAHAAN  PERKEBUNAN  BUMISARI  MAJU  SUKSES

tersebut  di  dalam suratnya  kepada Tergugat,  yakni  surat  Nomor

77/C/BS/VIII/2021  tanggal  27  Agustus  2021,  tidak  melampirkan

bukti  diri  sebagai  orang  yang  mempunyai  hak  untuk  mewakili

Halaman 58 dari 99 halaman  Putusan Nomor 156/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut.  Surat

tersebut tidak dilampiri surat tugas atau surat kuasa atau dokumen

lain yang membuktikan legal standing-nya untuk bertindak mewakili

Penggugat; 

b. Bahwa, Penggugat merupakan badan hukum Perseroan Terbatas

(PT), maka baginya berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (disingkat UU PT). Pasal 98 ayat (1)

UU  PT  menentukan  bahwa  Direksi  mewakili  perseroan  baik  di

dalam maupun di luar Pengadilan. Selanjutnya Pasal 103 UU PT

menentukan bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1

(satu) orang karyawan atau lebih,  atau kepada orang lain,  untuk

dan  atas  nama Perseroan  melakukan  perbuatan  hukum tertentu

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa; 

c. Bahwa,  oleh  karena  di  dalam suratnya  tersebut  Ir.  H.  Sudjarwo

yang  mengaku  sebagai  Administrateur  PT.  PERUSAHAAN

PERKEBUNAN  BUMISARI  MAJU  SUKSES,  yakni  surat  Nomor

77/C/BS/VIII/2021  tanggal  27  Agustus  2021,  tidak  dilampiri  surat

kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU PT, maka surat

tersebut  tidak  dapat  dinilai  sebagai  upaya  hukum  administratif

keberatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat.  Sedangkan  Surat

Pengangkatan  oleh  Penggugat  kepada  Ir.  H.  Sudjarwo   yang

mengaku  sebagai  Administrateur  PT.  PERUSAHAAN

PERKEBUNAN BUMISARI MAJU SUKSES bukanlah surat kuasa

untuk  perbuatan  hukum  tertentu  (khusus)  sebagaimana

dimaksudkan Pasal 103 UU PT; 

d. Bahwa, secara substansisurat dari orang bernama Ir. H. Sudjarwo

yang  mengaku  sebagai  Administrateur  PT.  PERUSAHAAN

PERKEBUNAN  BUMISARI  MAJU  SUKSES  Nomor

77/C/BS/VIII/2021  tanggal  27  Agustus  2021  tersebut  juga

merupakan surat permintaan penjelasan bukan keberatan. Namun

oleh karena surat tersebut dikirimkan tanpa dilampiri  surat kuasa

untuk mewakili Penggugat maka Tergugat menjawab secara tertulis

dengan tidak memberikan penjelasan secara detil, sebab Tergugat

sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan harus berhati-hati; 

e. Orang bernama Ir.  H. Sudjarwo mengakui sebagai Administrateur

PT.  PERUSAHAAN  PERKEBUNAN  BUMISARI  MAJU  SUKSES

berkirim  surat  kepada  Camat  Licin, dengan  surat  Nomor

84/C/BS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal Permohonan
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Penjelasan  dan  Keberatan,  juga  tidak  melampirkan surat  kuasa

khusus  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  103  UU  PT  tersebut.

Selain itu, secara substansi surat  a quobukan merupakan sebuah

“surat keberatan” jika dilihat dari kalimatnya;

3. Bahwa, dengan demikian syarat formil pengajuan gugatan Tata Usaha

Negara sebagaimana dimaksud 48 ayat (1) Undang-Undang Peradilan

Tata  Usaha  Negara  jo  pasal  75  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Administrasi

Pemerintahan tidak terpenuhi. Sehingga, gugatan Penggugat tersebut

premature dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidak-

tidanya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa,  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  seluruh  dalil

gugatan  Penggugat,  kecuali  terhadap  dalil  yang  diakui  secara  tegas

kebenarannya dan dapat dibuktikan secara hukum;

2. Bahwa, hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap

termuat  kembali  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan

dengan bagian Pokok Perkara ini;

3. Bahwa  Penggugat  mengaku  atau  mengklaim  mempunyai  hak  atas  tanah

dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), antara lain:

a. SHGU No. 00295/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari

pemecahan  SHGU  No.  00008/Desa  Songgon,  Surat  Ukur  No.

00060/2019, seluas 2815 M2;

b. SHGU No. 00296/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari

pemecahan  SHGU  No.  00008/Desa  Songgon,  Surat  Ukur  No.

00061/2019, seluas 7.778.789 M2;

c. SHGB No. 00297/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari

pemecahan  SHGU  No.  00008/Desa  Songgon,  Surat  Ukur  No.

00062/2019, seluas 2.169.698 M2;

d. SHGU  No.  00298/Desa  Banyuwangi,  berakhir  tanggal  31-12-2034,

sebagai  pengganti  SHGU No.  00001/Desa  Kluncing,  Surat  Ukur  No.

00063/2019, seluas 2815 M2;

Penggugat  menyatakan  bahwa  4  (empat)  SHGU  tersebut  berasal  dari

pemecahan SHGU No. 8/Desa Songgon dipecah menjadi 3 (tiga) SHGU; dan

1 (satu) SHGU, yakni SHGU No. 1/Desa Kluncing;

4. Bahwa, SHGU yang diklaim oleh Penggugat tersebut baru terbit berdasarkan

Surat  Ukur  Tahun  2019.  Dengan  kata  lain,  SHGU  terbit  setelah  adanya

Obyek Sengketa yang terbit pada Tahun 2018;
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5. Bahwa,  hingga  saat  ini  Tergugat  tidak  pernah  mengetahui  SHGU  yang

dimaksud  dan  tidak  pernah  dilibatkan  dalam  proses  penerbitan  SHGU

tersebut bila betul  SHGU tersebut masuk wilayah administrasi  Pemerintah

Desa Pakel;

6. Bahwa, saat ini Tergugat justru sedang meminta informasi SHGU Penggugat

yang  berada  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Akan  tetapi  kantor  Pertanahan

Kabupaten  Banyuwangi  tidak  memberikan  informasi  sebagaimana  yang

dimintakan,  sehingga  saat  ini  permintaan  informasi  terkait  hal  tersebut

sedang dalam proses sidang ajudikasi di Komisi Informasi Jawa Timur;

7. Bahwa, hingga saat ini Tergugat tetap berpegang teguh kepada Surat Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018,

tanggal 14 Pebruari 2018, yang diantaranya menyatakan bahwa tanah HGU

Penggugat adalah berdasarkan:

a. SHGU No. 1/Desa Kluncing seluas 1.902.600 m2 dan 

b. SHGU Nomor 8/Desa Bayu seluas 9.995.500 m2,

Luas seluruhnya 11.898.100 m2 atau 1.189,81 ha.

Menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi,  tanah  HGU

milik Penggugat bukan terletak di Desa Pakel melainkan Desa Kluncing dan

Desa Bayu;

8. Bahwa,  apabila  luas  HGU milik  Penggugat  sejak  awal  diterbitkan  hingga

sekarang tidak mengalami perubahan luas, namun luasnya malah dikurangi

oleh  jalan  dan  sungai,“mengapa  sekarang  Penggugat  mengklaim  bahwa

tanah  yang  berada  di  wilayah  Desa  Pakel  merupakan  tanah  HGU  milik

Penggugat?” Padahal  jelas  berdasarkan  Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan

Kabupaten Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Pebruari

2018 secara tegas menyatakan tanah HGU milik Penggugat bukan terletak di

Desa  Pakel  melainkan  Desa  Kluncing  dan  Desa  Bayu.  Dengan

demikiandapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melampaui haknya atau

melanggar  hak  atas  tanah  warga  Desa  Pakel  yang  telah  diberikan  oleh

Negara  berdasarkan  Acta  Van  Verwizing,  11  Djanoeari  1929  /  Akta

Penunjukan, 11 Januari 1929;

9. Bahwa, didalam dalil gugatannya (hal. 15-17) Penggugat menyatakan riwayat

pemekaran  wilayah  Tahun  2004  dengan  terbetuknya  Kecamatan  Licin.

Semula  Desa  Pakel  termasuk  wilayah  Kecamatan  Glagah,  selanjutnya

menjadi wilayah Kecamatan Licin. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati

Banyuwangi  Nomor  188/402/KEP/429.011/2015  tentang  Penetapan  dan

Penegasan  Batas  Desa  Pakel  Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi

tanggal 5 Agustus 2015;
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10. Bahwa secara umum, kebijakan pemekaran wilayah dan penentuan batas-

batas Desa Pakel tersebut tidak mempengaruhi luas dan batas-batas Desa

Pakel  dari  dahulu  hingga  sekarang.  Dalil-dalil  Penggugat  tersebut  seolah

hendak  menggiring  opini  bahwa  dengan  adanya  penegasan  tapal  batas

wilayah  Desa  Pakel  maka  akan  mempengaruhi  kawasan  HGU  milik

Penggugat  yang semula tidak masuk wilayah Desa Pakel  menjadi  masuk

wilayah  Desa  Pakel.  Padahal,  seperti  yang  telah  disampaikan  Tergugat,

bahwa tidak ada perubahan tapal batas wilayah Desa Pakel. Yang berubah

hanya:  “Semula  Desa  Pakel  termasuk  wilayah  Kecamatan  Glagah,  tetapi

pada  tahun  2004  Desa  Pakel  menjadi  wilayah  Kecamatan  Licin  akibat

dibentuknya Kecamatan Licin Tahun 2004.

11. Bahwa, di dalam dalil gugatannya (hal. 17 angka 8) Penggugat menyatakan

bahwa  pada  tahun  2018  telah  terjadi  sengketa  tanah  antara  Penggugat

dengan  kelompok  Forum  Suara  Blambangan  (Forsuba).  Tergugat

menyampaikan di sini bahwa pada waktu itu Forsuba masih mengadvokasi

warga Desa Pakel dalam sengketa tanah dengan Penggugat; 

Namun,  dengan  adanya  sengketa  tersebut,  ternyata  seluruh  SHGB  milik

Pengugat tersebut mengalami perubahan Surat Ukur, yakni:

a. SHGU No. 00295/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari

pemecahan  SHGU  No.  00008/Desa  Songgon,  Surat  Ukur  No.

00060/2019, seluas 2815 M2;

b. SHGU No. 00296/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari

pemecahan  SHGU  No.  00008/Desa  Songgon,  Surat  Ukur  No.

00061/2019, seluas 7.778.789 M2;

c. SHGB No. 00297/Desa Banyuwangi, berakhir tanggal 31-12-2034 dari

pemecahan  SHGU  No.  00008/Desa  Songgon,  Surat  Ukur  No.

00062/2019, seluas 2.169.698 M2;

d. SHGU  No.  00298/Desa  Banyuwangi,  berakhir  tanggal  31-12-2034,

sebagai  pengganti  SHGU No.  00001/Desa Kluncing,  Surat  Ukur  No.

00063/2019, seluas 2815 M2;

Seluruh  Surat  Ukur  SHGU  milik  Penggugat  tersebut  diubah  dan

perubahannya  diterbitkan  pada  tahun  2019.  Padahal  tanah-tanah  HGU

tersebut masih terkait dengan sengketa sejak tahun 2018, sesuai dengan

pengakuan atau dalil Penggugat tersebut. Artinya, Surat Ukur  Tahun 2019

tersebut  diterbitkan  dalam  keadaan  tanah  HGU  milik  Penggugat  masih

sengketa;

12. Bahwa,  Tergugat  dan  warga  Desa  Pakel  tidak  pernah  dilibatkan  dalam

pengukuran ulang tanah HGU milik Penggugat Tahun 2019, padahal tanah
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HGU tersebut berbatasan dan bahkan sengketa dengan warga Desa Pakel.

Maka pengukuran ulang yang melandasi terbitnya Surat Ukur semua SHGU

milik Penggugat tersebut adalah tidak sah, sehingga seluruh SHGU a quo

cacat hukum. Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala

Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan

Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang

Pendaftaran Tanah (disingkat Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun

1997), menentukan:

“Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah

terdaftar  tetapi  belum ada surat  ukur/gambar situasinya atau yang surat

ukur/gambar  situasinya  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan  yang

sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan,

dalam pendaftaran tanah secara sistematik, diwajibkan menunjukkan batas-

batas  bidang  tanah  yang  bersangkutan  dan,  apabila  sudah  ada

kesepakatan  mengenai  batas  tersebut  dengan  pemegang  hak  atas

bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya”.

Dengan demikian pertanyaan Tergugat di atas sudah terjawab: “Mengapa

terjadi  perubahan batas-batas seluruh tanah HGU milik  Penggugat  yang

menjadi  sengketa  tersebut,  dari  semula  tidak termasuk berada di  dalam

wilayah Desa Pakel, tetapi berubah menjadi masuk di dalam wilayah Desa

Pakel?” Jawabanya adalah: “Penggugat telah sengaja melampaui haknya

dengan  melanggar  batas-batas  tanah  yang  benar,  yang  untuk  itu

dilegitimasi dengan dilakukan Pengukuran Ulang dan diterbitkan Surat Ukur

baru  Tahun  2019  yang  dilakukan  secara  melanggar  hukum  tanpa

melibatkan Tergugat maupun warga desa Pakel.”

13. Bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  di  dalam  surat  gugatannya  yang

mencapai 38 halaman tersebut mengulang-ulang argumen tentang 3 (tiga)

hal, yang didasari oleh kesalahpahaman dan kekeliruan, yaitu:

a. Surat Tergugat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018 tanggal 16 April 2018

yang isinya:

- Tergugat  meminta  maaf  kepada  Penggugat  karena  Tergugat  telah

menduga bahwa Penggugat telah menyerobot tanah wilayah Desa

Pakel;

- Ucapan  terima  kasih  kepada  Penggugat  karena  Penggugat

menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan terkait HGU milik

Penggugat  yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional,

omor:  155/HGU/BPN/2004 yang isinya  bahwa Penggugat  memiliki

hak atas tanah di wilayah Desa Kluncing dan Desa Bayu Kecamatan
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Licin berdasarkan SHGU No. 1/Desa Kluncing dan di wilayah Desa

Bayu Kecamatan Songgon berdasarkan SHGU No. 8/Desa Bayu;

b. Penggugat  selalu  mendalilkan  bahwa  Tergugat  mengakui  tanah

sengketa dengan Penggugat tersebut merupakan aset Desa Pakel; dan

c. Surat Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi

Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tanggal

11 Januari 1929 dinyatakan oleh Penggugat sebagai surat yang tidak

berdasar hukum, karena setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5

Tahun  1960 tentang  Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (disingkat

UUPA),  hak-hak  atas  Tanah  Barat  dikoversi  dan  dijadikan  hak  guna

usaha dan hak guna bangunan,  hanya berlaku untuk sementara sisa

waktu hak-hak tersebut,  dengan jangka waktu  paling lama 20 tahun.

Menurut  Penggugat,  hak  yang  diberikan  berdasarkan  Surat  Izin

Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di  Banyuwangi  Achmad

Noto  Hadi  Soeryo  atas  nama  Sri  Baginda  Ratu  Belanda  tanggal  11

Januari 1929 tersebut untuk apa, tidak jelas;

Terhadap dalil-dalil dan pendapat Penggugat tersebut maka Tergugat akan

menanggapi di bagian berikutnya ini:

a. Bahwa, terkait dengan surat Tergugat Nomor 540/35/422.429.06/IV/2018

tanggal  16  April  2018  tersebut  tentu  saja  Penggugat  keliru  jika

menafsirkan  isi  surat  tersebut  sebagai  pengakuan  terhadap  klaim

Penggugat  bahwa  tanah  HGU  milik  Penggugat  termasuk  berada  di

dalam  wilayah  Desa  Pakel.  Surat  Tergugat  tersebut  dilandasi  oleh

pemahaman bahwa pada waktu itu tanah HGU milik Penggugat tidak

berada  di  wilayah  Desa  Pakel.  Pemahaman  Tergugat  tersebut

didasarkan  pada  Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten

Banyuwangi Nomor 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Pebruari 2018

yang  menyatakan tanah HGU milik Penggugat bukan terletak di Desa

Pakel  melainkan  Desa  Kluncing  dan  Desa  Bayu.  Pada  waktu  itu

Tergugat,  dengan  membaca  isi  Surat  Kepala  Kantor  Pertanahan

Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  280/600.1.35.10/II/2018,  tanggal  14

Pebruari  2018  tersebut  yang  menyatakan  bahwa  sengketa  hak  atas

tanah warga Desa Pakel adalah dengan Perhutani. Namun selanjutnya

ternyata  bahwa  Penggugat  mengklaim  bahwa  tanah  HGU  milik

Penggugat termasuk berada di  wilayah Desa Pakel.  Tentu saja klaim

Penggugat  tersebut  adalah  tidak  benar,  sebagaimana  dijelaskan  di

depan;
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b. Bahwa,  terkait  dengan  tuduhan  Penggugat  bahwa  tanah  sengketa

antara warga Desa Pakel dengan Penggugat telah diklaim atau diakui

Tergugat  merupakan  aset  Desa  Pakel,  maka  tuduhan  tersebut  tidak

benar. Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan Desa Pakel tidak pernah

membuat keputusan atau penetapan bahwa tanah tersebut merupakan

aset  atau  kekayaan  Desa Pakel.  Tergugat  mengatakan bahwa tanah

tersebut  tanah  Desa  Pakel  dalam  arti  bahwa  tanah  tersebut  adalah

tanah  negara  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat  Desa  Pakel,

dikuasai dan dikelola atau digarap secara turun temurun berdasarkan

alas  hak  menurut  Acta  Van  Verwizing,  11  Djanoeari  1929/Akta

Penunjukan,  11  Januari  1929,  atau  yang disebut  Penggugat  sebagai

Surat Izin Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di Banyuwangi

Achmad Noto Hadi Soeryo atas nama Sri Baginda Ratu Belanda tanggal

11  Januari  1929.  Dalam  hal  ini  Penggugat  di  dalam  gugatannya

mengakui bahwa memang surat tersebut ada dan dijadikan dasar oleh

warga  Desa  Pakel  untuk  menguasai  dan menggarap tanah tersebut.

Artinya,  Penggugat  mengakui  fakta  riwayat  penguasaan  fisik  dan

dasarnya  terhadap  tanah  sengketa  yang  dikuasai  dan  digarap  oleh

warga Desa Pakel tersebut;

c. Bahwa,  terkait  dengan  kekuatan  alat  bukti  Acta  Van  Verwizing,  11

Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929, atau yang disebut

Penggugat  sebagai  Surat  Izin  Membuka  Tanah  oleh  Bupati/Asisten

Residen  di  Banyuwangi  Achmad  Noto  Hadi  Soeryo  atas  nama  Sri

Baginda Ratu Belanda tanggal 11 Januari 1929 tersebut, maka Tergugat

membantah  pendapat  Penggugat  yang  menilai  bahwa  surat  tersebut

tidak berdasar hukum.Penggugat di dalam dalil gugatannya (termasuk di

halaman 22 – 23) secara berulang-ulang menyatakan bahwa Surat Izin

Membuka Tanah oleh Bupati/Asisten Residen di  Banyuwangi  Achmad

Noto  Hadi  Soeryo  atas  nama  Sri  Baginda  Ratu  Belanda  tanggal  11

Januari  1929  tidak  berdasar  hukum.  Namun  Penggugat  dalam  dalil

gugatannya (di halaman 30) menyatakan bahwa hak yang dimaksudkan

dalam surat tersebut tidak jelas hak untuk apa;

Bahwa, sudah sangat terang bahwa Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari

1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut merupakan izin bagi

warga Desa Pakel (saat itu adalah Karso, Doelgani, dan Senen) untuk

membuka  tanah  dan  menggarap  (mengeksploitasi)  tanah-tanah  di

Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 (empat ribu) bahu di Desa
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Sumberejo  Pakel,  Kecamatan  Kabat,  Kawedanan  Rogojampi,

Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa,  penguasaan  dan  pengelolaan  tanah  oleh  warga  Desa  Pakel

secara  turun temurun berdasarkan Acta  Van Verwizing,  11  Djanoeari

1929/  Akta Penunjukan, 11 Januari  1929 tersebut mempunyai  makna

atau arti hukum sebagai berikut:

a. Pada zaman dahulu, terdapat norma bahwa “siapa yang membuka

tanah  pertama  kali  maka  dia  adalah  berhak  menjadi  pemiliknya.”

Asas hukum tersebut dipergunakan dalam pemberian hak atas tanah

oleh negara.  Sebagai  contoh,  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan

bahwa  sebelum  mengajukan  permohonan  hak,  pemohon  harus

menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan

data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Secara hukum adalah mustahil jika Penggugat dapat

memperoleh HGU di wilayah Desa Pakel yang telah dikuasai secara

turun  temurun  oleh  warga  Desa  Pakel  berdasarkan  Acta  Van

Verwizing,  11  Djanoeari  1929/  Akta  Penunjukan,  11  Januari  1929

tersebut, karena tanah tersebut telah lebih dulu dikuasai oleh warga

Desa  Pakel.  Justru,  seandainya  tanah  HGU  milik  Penggugat

diberikan  oleh  negara  pada  tahun  2004  berada  di  wilayah  Desa

Pakel  –  quad non –  maka HGU milik  Penggugat  tersebut  adalah

tidak  sah,  sebab  diberikan  secara  melawan  hukum.  Sebab

Penggugat tidak pernah melakukan penyelesaian hak kepada warga

Desa Pakel  yang sejak zaman kolonial  Belanda menguasai  tanah

sengketa  tersebut.  Tetapi  sekali  lagi,  klaim  Penggugat  yang

menyatakan  tanah  HGU  miliknya  berada  di  wilayah  Desa  Pakel

adalah tidak benar;

b. Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari

1929 bukan merupakan bukti Hak Barat sebagaimana diduga oleh

Penggugat dalam dalil gugatannya (halaman 30). Itu pendapat yang

keliru  secara  fatal.  Memperhatikan  isi  Acta  Van  Verwizing,  11

Djanoeari 1929/ Akta Penunjukan, 11 Januari 1929 tersebut, tanah

yang  diizinkan  dibuka  oleh  Karso,  Doelgani  dan  Senen  tersebut

dikatakan  oleh  Dinas  Pertanian  Wilayah  Desa  Sumberejo  Pakel

(sekarang  Desa  Pakel),  merupakan  tanah  milik.  Artinya,  tanah

tersebut  adalah  tanah  milik  pribumi  pada  waktu  zaman  kolonial
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Belanda, sehingga dapat disimpulkan tanah tersebut adalah tanah

Hak Milik Indonesia, bukan Hak Barat; 

Terlepas dari apakah tanah tersebut merupakan Hak Barat atau Hak

Indonesia,  apabila  tidak  dilakukan  konversi  menurut  Ketentuan-

ketentuan Konversi UUPA hingga batas waktu akhir yang ditentukan,

maka tanah tersebut menjadi Tanah Negara. Kecuali terhadap Tanah

Milik Indonesia (Adat) maka konversi menjadi Hak Milik selalu dapat

dilakukan  hingga  sekarang.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa

warga Desa Pakel  telah banyak yang memiliki  Sertifikat  Hak Milik

atas sebagian tanah menurut Acta Van Verwizing, 11 Djanoeari 1929/

Akta  Penunjukan,  11  Januari  1929  tersebut  yang  telah  menjadi

pemukiman; 

Tetapi andaikan tanah tersebut memang jatuh menjadi tanah negara,

maka  berlakulah  ketentuan  norma  atau  asas  bahwa  “siapa  yang

membuka  tanah  pertama  kali  maka  dia  adalah  berhak  menjadi

pemiliknya”  sebagaimana  hal  itu  dianut  oleh  Pasal  4  ayat  (1)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999

yang  menentukan  bahwa  sebelum  mengajukan  permohonan  hak,

pemohon  harus  menguasai  tanah  yang  dimohon dibuktikan

dengan  data  yuridis  dan  data  fisik  sesuai  dengan  ketentuan

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  orang

yang  sudah  pasti  menguasai  fisik  tanah  tersebut  sejak  zaman

kolonial  Belanda adalah warga Desa Pakel.  Sedangkan eksistensi

awal  Penggugat  menurut  Pasal  2  Anggaran  Dasarnya  baru  ada

tanggal  26  Nopember  1958  dan  baru  mendapatkan  HGU-nya  di

tahun 2004; 

Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  maka  Tergugat  memohon  kepada  Majelis

Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  dalam  perkara  ini  untuk

berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  tidak  berwenang

memeriksa, mengadili dan atau memutus perkara a quo; atau

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  tersebut  Penggugat  tidak

menanggapi  dalam  bentuk  Replik  yang  disampaikan  melalui  catatan  pada

persidangan  secara  elektronik  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan (e-Court)

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya pada  tanggal  29  November  2021

meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan atas hal

tersebut Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  pihak

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah

dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokan dengan asli maupun dari

fotokopi yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 51, sebagai berikut: 

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak

Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  C-2677

HT.01.04.TH.2002  tanggal  09  September  2002  yang

memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT.

Perusahan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

NPWP:  01.133.741.7-627.000  sesuai  Akta  Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan  tanggal 05 Maret 1998 Nomor: 13

dan Akta tanggal 31 Juli 2002 Nomor: 124;

2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak

Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  C-2677

HT.01.04.TH.2002  tanggal  09  September  2002  yang

memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT.

Perusahan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

NPWP: 01.133.741.7-627.000;

3. Bukti P - 3 : Fotokopi  sesuai  asli,  Salinan  Akta  Risalah  Rapat  PT.

Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

No. 62 tanggal 10 Juni 2010;

4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak

Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  AHU-

25617.AH.01.02.Tahun.2011  tanggal  23  Mei  2011  tentang

Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  PT.

Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

NPWP: 01.133.741.7-627.000 sesuai Akta No. 62 tanggal 10

Juni 2010;

5. Bukti P - 5 : Fotokopi  sesuai  asli,  Salinan  Surat  Keputusan  No:

56/BS/KPTS/II/2021  tentang  Pengangkatan Sebagai  Pejabat

Administrateur Kebun Direksi PT. Perkebunan Bumi Sari Maju

Sukses tanggal 29 Februari 2021;
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6. Bukti P - 6 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Kuasa  Direktur  Utama  PT.

Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

kepada Sudjarwo (Administrateur) tanggal 09 Maret 2021; 

7. Bukti P - 7 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa

Kluncing  tanggal  26  November  1985,  Surat  Ukur/Gambar

Situasi  No.  4816  tanggal  20-11-1985,  Luas  190.2600  M2

(190.26 Ha) terakhir atas nama PT. Perusahaan Perkebunan

Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;

8. Bukti P - 8 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 8 Desa

Songgon tanggal  26  November 1985,  Surat  Ukur  No.  4817

tanggal  20-11-1985, Luas 999.5500 M2 (999.55 Ha) terakhir

atas  nama PT.  Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi

Sari Maju Sukses;

9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai asli,  Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00295

Desa/Kel.  Banyuwangi  tanggal  12  September  2019,  Surat

Ukur No. 00060/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 2815 M2 atas

nama PT.  Perusahaan  Perkebunan  Dan  Dagang  Bumi  Sari

Maju Sukses;

10.Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai asli,  Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00296

Desa/Kel.  Banyuwangi  tanggal  12  September  2019,  Surat

Ukur No. 00061/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 7.778.789 M2

atas  nama PT.  Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi

Sari Maju Sukses;

11.Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai asli,  Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00297

Desa/Kel.  Banyuwangi  tanggal  12  September  2019,  Surat

Ukur No. 00062/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 2.169.698 M2

atas  nama PT.  Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi

Sari Maju Sukses;

12.Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai asli,  Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00298

Desa/Kel.  Banyuwangi  tanggal  12  September  2019,  Surat

Ukur No. 00063/2019 tanggal 11/09/2019, Luas 1.900.487 M2

atas  nama PT.  Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi

Sari Maju Sukses;

13. Bukti P - 13 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Keterangan  Camat  Songgon,

menerangkan bahwa Perkebunan Bumisari yang berlokasi di

Desa Bayu Kecamatan Songgon seluas +/- 1189,81 Ha;

14.  Bukti P - 14 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Keterangan  Kepala  Desa

Kluncing No. 470/78/429.503.17/2004 tanggal 5-10-2004;
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15.  Bukti P - 15 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Bayu

No. 521/103/429.509.06/2004 tanggal 6-10-2004;

16.  Bukti P - 16 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Bupati  Banyuwangi  Nomor  :

188/888/429.012/204  tanggal  6  Oktober  2004,  perihal:

Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Masa HGU;

17. Bukti P - 17 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional  Nomor  :  155/HGU/BPN/2004  tentang  Pemberian

Perpanjangan  Jangka  Waktu  dan  Pembaharuan  Hak  Guna

Usaha  atas  Tanah  Terletak  Di  Kabupaten  Banyuwangi,

Propinsi  Jawa  Timur  tanggal  11  Nopember  2004,  terlampir

Surat  Keterangan  Kepala  Bayu  Nom.  521/103/429.509.06/

2004 tanggal 6-10-2004;

18. Bukti P - 18 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Peta Perkebunan Bumisari  Skala 1 :

25.000 atas  HGU: 296 (Gunung Wongso), HGU: 296 (Taman

Gluga), HGU: 297 (Taman Gluga), HGU: 295 (Taman Gluga);

19. Bukti P - 19 : Fotokopi, Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuuwangi

Nomor:  31  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Kecamatan

Licin di Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 Juli 2004;

20. Bukti P - 20 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi

Nomor : 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Dan

Penegasan Batas Desa Pakel,  Kecamatan Licin,  Kabupaten

Banyuwangi tanggal  5 Agustus 2015;

21. Bukti P - 21 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi

Nomor : 188/142/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan Dan

Penegasan  Batas  Desa  Bayu,  Kecamatan  Songgon,

Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Juni 2016;

22. Bukti P - 22 : Fotokopi  dari  fotokopi  (print  out),  Salinan Keputusan Bupati

Banyuwangi  Nomor  :  188/154/KEP/429.011/2016  tentang

Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Songgon, Kecamatan

Songgon, Kabupaten Banyuwangi tanggal 29 Juni 2016;

23. Bukti P - 23 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Selebaran  Ucapan  Dan  Penagihan

Janji  Tergugat  setelah  terpilih  sebagai  Kepala  Desa  Pakel

untuk merebut Tanah Ulayat Desa Pakel seluas + 3000 H;

24. Bukti P - 24 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Forum  Suara  Blambangan

”Forsuba” Nomor: 10/A.2/Forsuba/II/2018 tanggal 22 Februari

2018,  perihal:  Permohonan,  terlampir  Surat  Kepala  Desa

Pakel  Nomor:  590/13/429.422.06/2018  tanggal  20  Februari

2018, perihal: Klarifikasi;
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25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan PJ. Kepala Desa Pakel

Nomor: 470/109/429.422.06/2019 tanggal 25 Februari 2019;

26. Bukti P - 26 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Kepala  Desa  Pakel  No.

005/18/429.422.06/2018  tanggal  26  Februari  2018,  perihal:

Undang;

27. Bukti P - 27 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Berita  Acara Tinjau Tugu/Tapal  batas

Desa  Pakel  dari  Forum  Suara  Blambangan  tanggal  28

Februari 2018;

28. Bukti P - 28 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Perintah  Tugas  Nomor:

540/196/422.429.06/III/2018  tanggal  30  Maret  2018  dari

Kepala Desa Pakel;

29. Bukti P - 29 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari PT. Perkebunan Bumi Sari

Maju  Sukses  No.  30/J/BS/IV/2018  tanggal  05  April  2018,

perihal: Surat Tanggapan;

30. Bukti P - 30 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Kepala  Desa  Pakel  Nomor:

540/35/422.429.06/IV/2018  tanggal  16  April  2018,  perihal:

Permohonan Maaf dan Ucapan Terima Kasih;

31. Bukti P - 31 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor: 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018;

32. Bukti P - 32 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Kedua dari Forum

Suara  Blambangan  (Forsuba)  tanggal  29  Juni  2018  yang

ditujukan kepada Kepala Desa Pakel;

33. Bukti P - 33 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Berita  Acara Musyawarah Kelanjutan

Pengukuran Tanah Pakel tanggal 14 Juli 2018;

34. Bukti P - 34 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Kepala  Desa  Pakel  Nomor.

005/71/429.422.06/2018  tanggal  2  Juli  2018,  perihal:

Pemberitahuan;

35. Bukti P - 35 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel

Nomor. 640/....../429.422.06/2018 tanggal 22 Nopember 2018;

36. Bukti P – 36 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Keputusan Kepala Desa Pakel

Nomor:  188/21/KEP/429.422.06/2018  tentang  Pembentukan

Organisasi  Masyarakat  Tim Peduli  Pakel  (TPP)  Desa Pakel

Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  05

Desember 2018;

37. Bukti P - 37 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Seketariat  Daerah  Kabupaten

Banyuwangi  Nomor:  523/208/429.012/2019  tanggal  26  Juli

2019, perihal: Permasalahan Tanah di Desa Pakel Kecamatan

Licin;
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38. Bukti P - 38 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Administateur PT. Perkebunan

Bumisari  Maju Sukses Nomor: 77/C/BS/VIII/2021 tanggal  27

Agustus  2021,  perihal:  Mohon  Tanggapan  Dan  Penjelasan,

terlampir  fotocopy  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor:  188/21/KEP/429.422.06/2018  tentang  Pembentukan

Organisasi  Masyarakat  Tim Peduli  Pakel  (TPP)  Desa Pakel

Kecamatan  Licin  Kabupaten  Banyuwangi  tanggal  05

Desember 2018, Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor:

593/315/429.422.06/2018 tanggal  11 Mei 2018;

39. Bukti P – 39 : Fotokopi  sesuai  asli,  Resi  Bukti  Pengiriman  Surat  tercatat

dengan kode barcode 330710003960021 tanggal 27-08-2021,

Pengirim: PT. Perkebunan Bumisari Maju Sukses, Penerima:

Kepala Desa Pakel;

40. Bukti P – 40 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Kepala  Desa  Pakel  Nomor:

590/109/429.522.06/2021 tanggal 3 September 2021, perihal;

Surat Jawaban, terlampir Tanda Terima Surat dimaksud;

41. Bukti P -  41 : Fotokopi  sesuai  asli,  Suarat  dari  Administrateur  PT.

Perkebunan  Bumisari  Maju  Sukses  No.  84/C/BS/IX/2021

tanggal 15 September 2021, perihal: Permohonan Penjelasan

dan Keberatan yang ditujukan kepada Camat Licin;

42. Bukti P -  42 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengantar No. 85/C/BS/IX/2021

tanggal  15  September  2021  terhadap  surat  yang  ditujukan

Camat licin perihal: Permohonan Penjelasan dan Keberatan;

43. Bukti P - 43 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Perusahaan Perkebunan Dan

Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  Nomor  :  79/C/BS/VII/2019

tanggal  10  Juli  2019,  perihal  :  Pemberitahuan  (Pengukuran

HGU PT. Perkebunan Bumisari Kec. Licin, Kab. Banyuwangi);

44. Bukti P - 44 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Perusahaan Perkebunan Dan

Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  Nomor  :  79/C/BS/VII/2019

tanggal  10  Juli  2019,  perihal  :  Pemberitahuan  (tercantum

keterangan Sekretaris Desa Pakel);

45. Bukti P - 45 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Perusahaan Perkebunan Dan

Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  Nomor  :  79/C/BS/VII/2019

tanggal  10  Juli  2019,  perihal  :  Pemberitahuan  (tercantum

keterangan  Ketua  DPD  Bayu  dan  Kadus  Tegalrejo  Desa

Bayu);

46. Bukti P - 46 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Pj.  Kepala  Desa Pakel  Nomor  :

540/    /429.422.06/IX/2018  tanggal  29  Juni  2019,  perihal  :
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Permohonan  Pelepasan  Lahan,  terlampir  Keputusan  Bupati

Banyuwangi  Nomor:  188/402/KEP/429.011/2015  tentang

Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Desa  Pakel  Kecamatan

Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

47. Bukti P - 47 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Tim  Peduli  Pakel  (TPP)

Kecamatan  Licin,  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor:  07/TPP-

Pakel/2019  tanggal  22  Juli  2019,  perihal:  Laporan  Demi

Tegaknya Hukum;

48. Bukti P - 48 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Kepala  Desa  Pakel  Nomor:

005/98/429.522.06/2020  tanggal  03  Juni  2020,  perihal:

Undangan;

49.Bukti P - 49 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Keterangan  Pj.  Kepala  Desa

Pakel  Nomor:  470/109/429.422.06/2019 tanggal  25  Februari

2019;

50.Bukti P - 50 : Fotokopi  sesuai  asli,  Dokumentasi/foto  penemuan  batas

wilayah (tanda batas/patok);

51.Bukti P - 51 : Fotokopi  sesuai  asli,  Tanda  Terima  Surat  dari  Kelompok

Masyarakat Desa Pakel tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat mengajukan pula

3 (tiga) saksi fakta bernama : 1. SUPARMO, 2. MUSAHBAN, 3. NURHAINI, yang

memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya

termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dan  pada  pokoknya  menerangkan

sebagai berikut : 

1.  Saksi   SUPARMO   :

- Bahwa  Kepala Desa Pakel  yang memprakarsai serta melatar belakangi atas

Pembentukan  Organisasi  Masyarakat  Tim  Peduli  Pakel  (TPP)  Desa  Pakel

Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-36)  dengan latar belakang

warga  dijanjikan  mendapatkan  tanah  yang  saat  ini  dikuasai  oleh  pihak

PT.  Perusahaan  Perkebunan  Dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  yang

masuk wilayah Desa Pakel;

- Bahwa  kapasitas  saksi  sebagai  Ketua  Organisasi  Masyarakat  Tim  Peduli

Pakel (TPP) Desa Pakel yang dibentuk oleh Kepala Desa Pakel; 

- Bahwa tujuan dibentuknya Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel untuk mencari

batas  wilayah  Desa  Pakel  yang  berbatasan  dengan  PT.  Perusahaan

Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;

- Bahwa hasil setelah dibentuknya Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel adalah

menemukan  batas-batas  wilayah  berupa  patok  batas  wilayah  diantaranya

Desa Pakel dengan dengan Desa Songgon;
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- Bahwa pencarian batas wilayah tersebut dengan mendasarkan Peta Blok yang

dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi;

- Bahwa pihak Pertanahan/BPN Kabupaten Banyuwangi tidak ikut serta dalam

pencarian batas wilayah Desa Pakel;

- Bahwa  dari  hasil  pencarian  batas  wilayah  dimaksud  PT.  Perusahaan

Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tidak masuk dalam wilayah

administrasi hukum Desa Pakel;

- Bahwa latar belakang terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor :

593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 adalah Kepala Desa Pakel

(Mulyadi)  diminta  untuk  memenuhi  janjinya  pada  saat  mencalonkan  diri

sebagai Kepala Desa Pakel pada periode kedua, dengan janji  bahwa akan

mengklaim tanah lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang

Bumi  Sari  Maju  Sukses seluas  ratusan hektare  yang masuk wilayah Desa

Pakel akan menjadi hak warga Desa Pakel;

- Bahwa sejak Tahun 2012 sampai dengan 2018 (Periode I) dan saat ini adalah

jabatan  Periode  II Sdr.  Mulyadi  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  Pakel,

Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  :

593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 diterbitkan Tahun 2018 oleh

Kepala Desa Pakel pada saat masa jabatan Kepala Desa Periode II dan dari

surat  keterangan  tersebut  berdampak  kepada  warga  memasuki  dan

menguasai lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi

Sari  Maju  Sukses,  sedangkan  sebelum  diterbitkannya  Surat  Keterangan

dimaksud tidak ada warga yang memasuki dan menguasai lahan perkebunan;

- Bahwa  dalam  pembagian  penguasaan  lahan  perkebunan  PT.  Perusahaan

Perkebunan  Dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses setiap  warga  mendapat

bagian tanah + 2.500 M2;

- Bahwa  oleh  karena  saksi  tidak ikut  pergerakan  perjuangan  dalam  upaya

penguasaan lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju

Sukses, maka tidak mendapat bagian dari tanah lahan tersebut;

- Bahwa dalam kaitannya dalam permasalahan ini Sdr. Harun adalah Sekretaris

dalam susunan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) Desa Pakel,

yang saat ini menjadi menjadi Ketua Rukun Tani Sumberejo Pakel;

- Bahwa yang menguasai lahan perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan

Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  mayoritas  warga  yang  tergabung  dalam

Rukun Tani  yang dipimpin oleh Kepala Desa Pakel  dan penguasaan lahan

tersebut Kepala Desa mendapat bagian tanah juga;
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- Bahwa  luas  lahan  perkebunan  PT.  Perusahaan  Perkebunan  Dan  Dagang

Bumi Sari Maju Sukses yang dikuasai oleh oleh warga akibat terbitnya Surat

Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal

11 Mei 2018  adalah seluas + 300 Ha;

- Bahwa  setelah  warga  menguasai  lahan  perkebunan  tersebut,  warga

mengelola sendiri-sendiri dengan menanami palawija;

- Bahwa pada Tahun 2018 ada larangan bagi warga untuk memasuki lahan PT.

Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi  Sari  Maju  Sukses yang mana

pihak Perkebunan memasang pengumuman pada banner yang dipasang di

lahan perkebunan dan saksi mencabutnya untuk diperlihatkan kepada Kepala

Desa (Mulyadi), selanjutnya terhadap pencabutan pengumuman tersebut saksi

dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh pihak Perkebunan;   

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  adanya  pencabutan  objek  sengketa  dalam

perkara ini oleh pihak Tergugat, karena tidak pernah diumumkan;

- Bahwa  setelah TPP dalam fungsinya telah menemukan tapal batas wilayah

selanjutnya  sudah  tidak  dipakai/difungsikan  lagi  dan  membentuk  kelompok

baru yang bernama Rukun Tani (RT) yang berjumlah 12 kelompok;

- Bahwa Akta 29 (Tahun 1929) sebagai alasan Sdr. Mulyadi dalam pencalonan

Kades  dengan  cara  menjanjikan  warganya  untuk  menguasai  lahan  PT.

Perusahaan  Perkebunan  Dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  yang

mendasarkan atas Akta 29; 

- Bahwa saksi yang mengurus menterjemahkan isi Akta 29 dari bahasa Belanda

ke  bahasa  Indonesia  dengan  mencari  dan  mendatangi  Biro  Penterjemah

Bahasa  Belanda  di  Surabaya  pada  saat  saksi  sebagai  Ketua  Tim  TPP

bentukan Kepala Desa Pakel/Tergugat;

- Bahwa  Kelompok  Tani  Sumberejo  Pakel  yang  diketuai  Sdr.  Harun  ikut

menguasai lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju

Sukses dan mereka melakukan pengerusakan tanaman milik PT. Perkebunan

dengan cara pemotongan pohon cengkeh dan kopi dan mengelolanya dengan

cara menanami tanaman palawija;

- Bahwa dari Tahun 2018 sampai dengan saat ini warga masih beraktifitas pada

lahan Perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju

Sukses;

- Bahwa sebelum tahun 2018 warga mengetahui adanya Akta 29, namun tidak

ada pergerakan warga untuk penguasaan lahan perkebunan meskipun sudah

mengetahui adanya Akta 29 teresebut;
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- Bahwa saksi baru mengetahui adanya  Surat Keterangan Kepala Desa Pakel

tanggal  08  Desember  2021  Nomor  :  593/163/429.522.06/2021  tentang

Pencabutan  Terhadap  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  :

593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018 (Bukti  T-8)  pada  saat

persidangan pemeriksaan saksi hari ini;   

- Bahwa  tidak  ada  dampak  apapun terkait  sudah  adanya  pencabutan  Surat

Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  yang  dijadikan  objek  sengketa dan  warga

tetap  menguasai  dan  beraktifitas  di  lahan  Perkebunan  PT.  Perusahaan

Perkebunan Dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses sampai saat ini;

- Bahwa  berdasar  pemberitahuan  dari  pihak  Kejaksaan  Banyuwangi saksi

mengetahui adanya HGU No. 1 Desa Kluncing, HGU No. 8 Desa Songgon,

HGU  No.  00295  Desa/Kel.  Banyuwangi,  HGU  No.  00296  Desa/Kel.

Banyuwangi,  HGU  No.  00297  Desa/Kel.  Banyuwangi,  HGU  No.  00298

Desa/Kel.  Banyuwangi  dan  Keputusan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 155/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu

dan  Pembaharuan  Hak  Guna  Usaha  atas  Tanah  Terletak  Di  Kabupaten

Banyuwangi;

- Bahwa surat Kepala Desa Pakel yang diterbitkan Tahun 2018 mempengaruhi

warga untuk masuk dan menguasai lahan PT. Perusahaan Perkebunan Dan

Dagang Bumi Sari Maju Sukses;

- Bahwa dalam hal penguasaan lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses,

warga melakukan pengerusakan terhadap tanaman perkebunan, yang pada

saat itu dihadiri oleh Sdr. Samuji dan Sdr. Suharno (Ketua Rukun Tani);

- Bahwa  berdasar  Keputusan  Bupati  Banyuwangi  Nomor  :  188/402/KEP/

429.011/2015  tentang  Penetapan  Dan  Penegasan  Batas  Desa  Pakel,

Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5  Agustus 2015, dari Tahun

2015 sampai dengan saat ini pihak Pemerintah Kabupaten tidak melakukan

pengukuran batas wilayah Desa Pakel;

- Bahwa dengan cara  manual  Tim TPP bisa menemukan batas wilayah Desa

Pakel dengan  ditemukan patok batas wilayah yang lama masih ada sampai

saat ini dan terhadap penemuan batas wilayah tersebut TPP sudah sampaikan

kepada Kepala Desa, Camat maupun Bupati Banyuwangi; 

- Bahwa  perkiraan luas  + 300 Ha. warga Desa Pakel serta warga luar Desa

Pakel memasuki dan menguasai lahan  PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa sebelum terbit Surat Keterangan Kepala Desa (objek sengketa) tidak

ada warga yang masuk dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju

Sukses;
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- Bahwa  berdasar  keterangan  yang  mengaku  dari  salah  satu  anggota

kelompoknya (Sdr. Hasan), Kepala Desa Pakel (Mulyadi) juga ikut menguasasi

lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dan mendapat bagian juga 2.500

M2  atau 1/4 Ha; 

- Bahwa sebelum Tahun 1972 pertama kali saksi melihat adanya Perkebunan

milik Perusahaan Swasta (Kalimas) dan setelah Tahun 2004 jadi PT. Bumisari

Maju Sukses; 

- Bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa Pakel Periode I Tahun 2012, Pak

Mulyadi mengetahui adanya perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses, karena

sebelumnya Pak Mulyadi/Kades Pakel  pernah menjadi  Anggota BPD Pakel

dan  seringkali  mengadakan  pertemuan  dengan  pihak  PT.  Bumisari  Maju

Sukses dalam hal permintaan bantuan untuk pembangunan Desa, dalam hal

pembangunan Musholah (tempat ibadah) serta urusan pribadi (hajatan);

- Bahwa fungsi dibentuknya Tim 10 Desa Pakel untuk menelusuri/mencari batas

wilayah Desa Pakel juga;

- Bahwa  setelah  TPP  tidak  dipakai/difungsikan  Kepala  Desa  membentuk

Tim/Kelompok Rukun Tani (RT); 

- Bahwa  TPP  menemukan  tanda  batas  wilayah  Pakel  pada batas  wilayah

perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dan yang memasang patok tapal batas

tersebut adalah pihak PT. Bumisari Maju Sukses untuk menunjukkan wilayah

administrasi perkebunan (afdeling);

- Bahwa  dalam  permasalahan  ini  pihak  warga  tidak  pernah  menuntut

keperdataan kepada pihak PT. Bumisari Maju Sukses;

2. Saksi      MUSAHBAN   :

- Bahwa  sejak  Tahun  2002  dan  berakhir  Tahun  2012  dengan  masa  jabatan

2  (dua)  kali  periode, saksi  pernah  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  Pakel,

Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi  mengetahui adanya perkebunan  PT. Bumisari  Maju Sukses di

Desa Pakel;

- Bahwa wilayah administrasi Desa Pakel berbatasan dengan PT. Bumisari Maju

Sukses dan berbatasan juga dengan perkebunan milik Perhutani;

- Bahwa  saksi  mengetahui  adanya  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor: 593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dijadikan obyek

sengketa dalam perkara ini (Bukti P-31);

- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pakel, kapasitas Sdr. Mulyadi

adalah sebagai Anggota BPD Pakel;

- Bahwa sejak Tahun 2012 Sdr. Mulyadi menjabat sebagai Kepala Desa Pakel;
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- Bahwa visi  dan misi  Sdr.  Mulyadi  dalam pencalonan sebagai  Kepala Desa

Pakel yang disampaikan pada saat kampanye adalah memperjuangkan hak

warga atas tanah yang masuk dalam wilayah perkebunan PT. Bumisari Maju

Sukses  untuk  dikuasai  kembali  dengan  mendasarkan  pada  Akta  29,

selebihnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa  sejak  sejak  Tahun  2018  kurang  lebih  300  warga  memasuki  dan

menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa + 300 Ha lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dikuasai warga

dengan mendapat bagian masing-masing 2.500 M2 (1/4 Ha);

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa, warga tidak pernah memasuki

dan menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa  dengan  syarat/dasar  ikut  perjuangan/pergerakan  saja,  warga  dapat

memperoleh pembagian lahan tersebut;

- Bahwa Akta 29  adalah akta penunjuk untuk membuka lahan dengan batas-

batas  wilayah  yang  telah  ditentukan  dan  menunjuk  kepada  4  orang

diantaranya  Dulgani,  Senen,  Karso  dan  Moh.  Slamet  dan  saat  ini  semua

sudah meninggal semua; 

- Bahwa berdasar keterangan Moh. Slamet, Akte 29 adalah wilayah yang masuk

perkebunan  milik  Perhutani  dan  tidak  termasuk  lahan  Perkebunan  PT.

Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa dengan dibentuknya Tim 10 oleh Kepala Desa Pakel tidak ada yang

dihasilkan  karena  Tim  tidak  dipakai/difungsikan  sampai  dengan  masa

berlakunya telah berakhir pada Tahun 2015; 

- Bahwa saat ini warga masih menguasai lahan milik Perkebunan PT. Bumisari

Maju Sukses, dengan melakukan beberapa pengerusakan memotong pohon

milik Perkebunan dan mengelolanya dengan ditanami palawija (jagung, cabe,

singkong, pisang);

- Bahwa  janji  Sdr.  Mulyadi  kepada  warga  dalam  kaitannya  dengan

pencalonannya menjadi Kepala Desa Pakel adalah memberikan janji secara

lisan  bilamana  jadi  Kepala  Desa  dalam  kurun  waktu  1  tahun  akan

memperjuangkan hak warga Desa Pakel terhadap tanah yang dikuasai pihak

Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses yang masuk wilayah adminitrasi Desa

Pakel;

- Bahwa Tahun 2018 warga menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju

Sukses; 

- Bahwa yang melakukan demontrasi terhadap penguasaan lahan Perkebunan

PT.  Bumi  Sari  Maju Sukses  adalah warga Desa Macan Putih,  Desa Bayu,

Desa Songgon dan Desa Pakel;
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- Bahwa terhadap  adanya  Pembentukan  Kecamatan Licin,  Desa Pakel  tidak

mengalami  perubahan  wilayah,  hanya  setelah  adanya  pembentukan

Kecamatan Licin yang meliputi 8 Desa dan khususnya Desa Pakel yang tidak

ada perubahan luas dan hanya pindah dalam wilayah administrasi Kecamatan

Licin saja;

- Bahwa sebelum Tahun 2018 tidak ada warga yang memasuki dan menguasai

lahan perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;

- Bahwa  kurang  lebih  pada  Tahun  1982/1983  pada  wilayah  yang

dipermasalahkan ini sudah ada perkebunan;

- Bahwa sebelum saksi menjabat Kepala Desa Pakel, batas-batas wilayah desa

sudah ada dan tidak ada perubahan sampai saat ini;

- Bahwa  terdapat  tanaman  Kelapa,  Kopi,  Coklat  dan  Cengkeh  pada  lahan

Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses;

- Bahwa Tahun 2018 ada unjuk rasa oleh warga dilokasi  pos-pos perkebunan

yang berada di Patrang kurang lebih 100 orang;

- Bahwa  dalam  penguasaan  lahan  tersebut  warga  mengelolanya  dengan

menanami Pisang, Jagung, Singkong, Cabe dan tanaman palawija lainnya;

- Bahwa dalam penguasaan lahan tersebut, saksi melihat Kepala Desa Pakel

(Mulyadi) berada dilahan perkebunan dengan memakai pakaian dinasnya dan

selebihnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa  pada  saat  saksi  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  Pakel,  secara

kedinasan  pernah  meminta  bantuan  kepada  pihak  Perkebunan  dalam  hal

untuk pembangunan jalan Desa dan hal tersebut sepengetahun BPD Pakel,

yang mana saat itu Sdr. Mulyadi juga sebagai Anggota BPD Pakel dan ybs

juga sudah mengetahui adanya Perkebunan dimaksud;

- Bahwa pada saat itu pihak BPD juga pernah meminta bantuan kepada pihak

Perkebunan, untuk pembangunan jalan yang rusak serta atap untuk bangunan

(genteng);

- Bahwa  pihak  Perkebunan  PT.  Bumi  Sari  Maju  Sukses  yang  membangun

rumah/mess yang berada  di  dekat  Dam Taman Glugo  dan masuk wilayah

Desa Pakel dan sebelum Tahun 2002 bangunan tersebut sudah ada;

3. Saksi   NURHAINI   :

- Bahwa saksi  selaku Kepala Dusun Krajan sejak Tahun 2014 sampai dengan

saat ini;

- Bahwa  Tahun 2018  warga memasuki dan menguasai lahan Perkebunan  PT.

Bumi Sari Maju Sukses;
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- Bahwa setelah Tahun 2012 tapi persisnya tidak ingat, saksi melihat selebaran

ucapan atas terpilihnya Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Pakel, selanjutnya

setelah menjabat kurang lebih 3 tahun tidak terbukti atas janjinya, selanjutnya

kurang  lebih  tahun  2013/2014  warga  menanyakan  atas  janji  yang  pernah

diucap  oleh  Sdr.  Mulyadi  pada  saat  kampanye  pencalonan  Kepala  Desa

Pakel;

- Bahwa  berdasar  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  :

593/315/429.422.06/2018 tanggal 11 Mei 201 tersebut warga memasuki dan

menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa  tujuan  dari  diterbitkannya  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor:  593/315/429.422.06/2018  tanggal  11  Mei  2018  adalah  untuk

menyakinkan  warga  masyarakat,  selanjutnya  warga  mulai  memasuki  dan

menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa sampai saat ini warga masih menguasai sebagian  lahan Perkebunan

PT.  Bumisari  Maju  Sukses dengan  merusak  tanaman  perkebunan  dan

mengelolanya;

- Bahwa luas + 300 Ha lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses yang saat

ini dikuasai warga;

- Bahwa dasar lain warga dalam penguasaan lahan tersebut  adalah Akta 29

(1929);

- Bahwa dalam permasalahan tersebut Kepala Desa tidak pernah melakukan

rapat koordinasi dengan pihak  PT. Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa sejak Tahun 1984 saksi mengetahui adanya perkebunan tersebut dan

Tahun  1985  saksi  baru  mengetahui  bahwa  perkebunan  tersebut  milik  PT.

Bumisari Maju Sukses;

- Bahwa  berdasarkan  Buku  Leter  C  Desa  Pakel,  lahan  Perkebunan  PT.

Bumisari Maju Sukses tidak masuk wilayah administrasi Dusun Krajan;

- Bahwa saksi tidak pernah ada melihat bahwa pada Buku Leter C Desa Pakel

ada  lahan  Perkebunan  PT.  Bumisari  Maju  Sukses  yang  masuk  wilayah

administrasi Desa Pakel;

- Bahwa pada Pemerintahan Desa Pekel ada Peta Blok, dan tidak ada nama

PT. Bumisari Maju Sukses dalam Peta Blok Desa Pakel;

- Bahwa  setelah  adanya  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor:

593/315/429.422.06/  2018  tanggal  11  Mei  2018  warga  memasuki  dan

menguasai lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  jawabannya pihak

Tergugat telah mengajukan bukti  surat berupa fotokopi  surat-surat yang telah

dilegalisir  dan  bermaterai  cukup  serta  telah  dicocokan  dengan  asli  maupun
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dengan fotokopi yang dilegalisir serta dari fotokopi yang diberi tanda T- 1 sampai

dengan T- 8, sebagai berikut: 

1. Bukti T - 1 : Fotokopi  sesuai  asli,  Soerat  Idin  Memboeka  Tanah  yang

diterbitkan Bupati/Asisten Residen di banyuwangi tanggal 11

Djanoeari 1929;

2. Bukti T - 2 : Fotokopi  sesuai  asli,  Akta  Penunjukan  yang  diterbitkan

Bupati/Asisten  Residen  di  Banyuwangi  tanggal  11  Januari

1929 (Terjemahan);

3. Bukti T - 3 : Fotokopi  dari  fotokopi,  Surat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten

Banyuwangi  Nomor:  280/600.1.35.10/II/2018  tanggal  14

Pebruari 2018, perihal: Klarifikasi;

4. Bukti T - 4 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:

188/402/KEP/429.011/2015  tentang  Penetapan  Dan

Penegasan  Batas  Desa  Pakel  Kecamatan  Licin,  Kabupaten

Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015;

5. Bukti T - 5 : Fotokopi  dari  legalisir,  Tinjau  Tugu/Tapal  Batas  Desa  Pakel

(Berita Acara) tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani

Forum Suara Blambangan dan Kepala Desa Pakel serta Para

Saksi;

6. Bukti T - 6 : Fotokopi  sesuai  asli,  Peta  Administrasi  Batas  Desa  Pakel,

Kecamatan Licin;

7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ketua Rukun Tani Sumberejo Pakel

Nomor  :  026/SK/9-06/XII/2021  tanggal  01  Desember  2021,

Perihal:  Permohonan  Pencabutan  Surat  Keterangan  Kepala

Desa Pakel Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11

Mei 2018;

8. Bukti T - 8 : Fotokopi  sesuai  asli,  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

tanggal 08 Desember 2021 Nomor : 593/163/429.522.06/2021

tentang Pencabutan Terhadap Surat Keterangan Kepala Desa

Pakel  Nomor  :  593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei

2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak  Tergugat juga  mengajukan

pula 3 (tiga) saksi fakta bernama : 1. SUWARNO, 2. HARUN, 3. BAGIMAN, yang

memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang isi selengkapnya

termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dan  pada  pokoknya  menerangkan

sebagai berikut : 

1.  Saksi   SUWARNO   :

- Bahwa  dengan  mendasarkan  Akta  29  (1929)  ada  beberapa  wilayah

perkebunan  PT.  Bumisari  Maju  Sukses  yang  masuk  dalam  wilayah

administrasi Desa Pakel;
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- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Akta 29 + 4000 Bahu (3000 Ha);

- Bahwa  Desa  Pakel  terdiri  4  Dusun  (Taman  Glugo,  Sadang,  Durenan  dan

Krajan) dengan luas kurang lebih 1300 Ha;

- Bahwa sengketa wilayah Desa Pakel dengan pihak Perkebunan PT. Bumisari

Maju  Sukses  pernah  diangkat  ke  ranah  hukum,  dalam  hal  ini  pihak

Perkebunan  PT.  Bumisari  Maju  Sukses  melaporkan  tentang  adanya

penyerobotan  tanah  dan  penghasutan  yang  semula  27  orang  dan  yang

ditetapkan 1 orang warga bernama Suparmo, beliau selaku Ketua TPP saat itu

dan pernah disidik oleh pihak Kepolisian serta sempat ditahan 3 bulan dan

diputus  bebas  dengan  alasan  tanah  yang  dipermasalahkan  masih  dalam

sengketa;

- Bahwa  terbitnya  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  :

593/315/429.422.06/2018  tertanggal   11  Mei  2018  (objek  sengketa)  tidak

merupakan  alasan  bagi  warga  untuk  memasuki  dan  menguasai  lahan

PT. Bumisari Maju Sukses dan warga  memasuki serta menguasai lahan  PT.

Bumisari Maju Sukses berdasar Akta 29;

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  atas  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (objek sengketa),

karena warga tidak pernah diberitahu atau diumumkan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor

: 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018, sejak adanya gugatan di

Pengadilan TUN Surabaya;

- Bahwa  Surat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor:

280/600.1.35.10/II/  2018 tanggal  14 Pebruari  2018 (Bukti  T-3) pada intinya

menerangkan bahwa area HGU PT. Bumisari Maju Sukses tidak masuk pada

wilayah administrasi Desa Pakel;

- Bahwa terkait penetapan Batas Desa sesuai  Keputusan Bupati Banyuwangi

Nomor: 188/402/KEP/429.011/2015 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas

Desa Pakel Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Agustus 2015

(Bukti T-4) tidak ada perubahan meskipun ada perubahan Kecamatan;

- Bahwa  Bpk. Mulyadi sampai saat ini  masih menjabat sebagai Kepala Desa

Pakel untuk masa jabatan periode kedua;

- Bahwa sudah lama Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses mengelola lahan

diwilayah tersebut dan saksi baru mengetahui saat ini  Perkebunan tersebut

adalah PT. Bumi Sari Maju Sukses;

- Bahwa sejak dulu Taman Glugo masuk wilayah Desa Pakel;

- Bahwa Tahun 2018 warga beramai-ramai memasuki lahan Perkebunan yang

dikelola oleh PT. Bumi Sari Maju Sukses;
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- Bahwa bpk. Mulyadi  dalam pencalonannya tidak pernah menjanjikan warga

saat kampanye untuk memperebutkan tanah warga yang masuk dalam lahan

PT. Bumi Sari Maju Sukses dan beliau hanya mendukung perjuangan warga

untuk menguasai lahan yang masuk dalam wilayah perkebunan PT. Bumi Sari

Maju Sukses;

- Bahwa adanya Akta 29 sudah lama masyarakat mengetahui dan oleh karena

pada saat  itu  warga masih memperjuangkan lahan yang masuk di  wilayah

Perhutani, selanjutnya warga baru melakukan pergerakan untuk masuk dan

menguasai lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses pada Tahun 2018;

- Bahwa Akta 29 belum pernah diajukan ke Kantor Pertanahan setempat dan

warga menyatakan bahwa  Akte 29 itu sah;

- Bahwa luas lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses yang dikuasai oleh

warga sampai saat ini  271 Ha;

- Bahwa  terkait  penguasaan  lahan  tersebut  setiap  orang  mendapat  bagian

+ 2500 M2;

- Bahwa dengan secara manual  pembagian terkait penguasaan lahan tersebut

yang  diukur  oleh  para  kelompok  Rukun  Tani  sendiri  dengan  kesepakatan

warga yang mendasarkan pada Peta Bupati Tahun 2015 dan Akte 29;

- Bahwa surat Bupati tersebut mengenai tapal batas wilayah;

- Bahwa  dengan  mendasarkan  Peta  Belanda  Dusun  Taman  Glugo  masuk

wilayah Desa Pakel;

- Bahwa yang mengikuti perjuangan saja yang mendapatkan pembagian lahan

tersebut;

- Bahwa  dengan  berdasarkan  kesepakatan  warga,  saksi  juga  mendapatkan

bagian atas penguasaan lahan seluas 5000 M2 ;

- Bahwa saksi mendapatkan bagian di afdeling sisi diatasnya Taman Glugo dan

masuk wilayah Pakel;

- Bahwa Peta Bupati tersebut menjelaskan tentang  batas-batas wilayah Desa

dan tidak mengatur tentang batas kepemilikan tanah;

- Bahwa Dusun Taman Glugo tidak masuk dalam Peta Blok Desa Pakel;

- Bahwa  perolehan  lahan  tersebut  saksi  mengelolanya  dengan  menanami

Jagung setiap setahun sekali;

- Bahwa saksi  tidak  mengetahui  apakah  Bpk.  Mulyadi  /  Kepala  Desa  Pakel

mendapat juga pembagian lahan tanah tersebut atau tidak;

- Bahwa Kepala Desa hanya mendukung dalam penguasaan lahan tersebut;

- Bahwa pada lahan yang saksi tanami ada tanaman Cengkeh dan Kopi milik

perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dan lupa jumlahnya;
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- Bahwa  hasil  panen  saksi  tersebut  tidak  dibagikan  untuk  semua  kelompok

Rukun Tani tetapi untuk kepentingan saksi sendiri;

- Bahwa dalam penggarapan lahan tersebut saksi tidak membayar pajak;

- Bahwa sejak saksi memasuki dan menguasai serta mengelola lahan tersebut

ada tanaman Cengkeh maupun Kopi yang sudah dipotong;

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut sampai saat ini masih dikuasai

warga;

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat dari salah satu Kelompok Rukun Tani

untuk meminta Kepala Desa Pakel mencabut atas Surat Keterangannya yang

disengketakan  dalam  pemeriksaan  perkara  ini  tetapi  tidak  mengetahui

suratnya  secara  langsung,  selanjutnya  Kepala  Desa  mencabut  Surat

Keterangannya tersebut;

- Bahwa  tidak  ada  dampak  dengan  dicabutnya  Surat  Keterangan  yang

dipermasalahkan tersebut kepada warga untuk tidak menguasai lahan yang

dikelola pihak Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses tersebut;

- Bahwa  warga  belum pernah  mengajukan  peningkatan  hak  terhadap  tanah

tersebut kepada pihak Kantor Pertanahan;

- Bahwa ada warga luar Desa Pakel yang ikut menguasai dan mengelola lahan

Perkebunan tersebut  yaitu  warga yang  ikut  perjuangan  dalam penguasaan

lahan;

- Bahwa diatas 20 orang lebih dan dibawah 100 orang warga luar Desa Pakel

yang  ikut  dalam  pergerakan  dan  mendapat  bagian  lahan  masing-masing

2500 M2;

- Bahwa tanah bengkok tidak termasuk tanah yang dipermasalahkan dengan

pihak Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dengan luas 271 Ha;

- Bahwa nama yang tercantum dalam Akta 29 adalah Karso, Dulgani dan Senen

dan kesemuanya adalah warga Desa Pakel;

- Bahwa Akta 29 menerangkan  Ijin membuka lahan seluas 3000 Ha termasuk

lahan  Perhutani  dan  Perkebunan  PT.  Bumisari  Maju  Sukses,  sedangkan

sebagian wilayah Macan Putih juga masuk dalam luasan Akta 29 yang saat ini

sudah menjadi  pemukiman sehingga tidak dikuasai  dan diperjuangkan oleh

warga Pakel;

- Bahwa di Dusun Taman Glugo Tahun 2013 sudah berdiri rumah-rumah, tetapi

disekeliling  rumah-rumah tersebut  tetap  dikuasai  dan dikelola  warga dalam

penguasaan lahan;

- Bahwa pada saat adanya Forsuba, Kepala Desa Pakel memasuki area lahan

Perkebunan  dengan  menyampaikan  bahwa  persoalan  wilayah  ini  harus

segera diselesaikan;
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- Bahwa masalah yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa Pakel dimaksud

adalah tanah wilayah Desa Pakel yang dari  dahulu menjadi sengketa serta

meminta kepada pihak atasannya untuk segera menyelesaikan;

- Bahwa pada saat memasuki wilayah perkebunan Tahun 2018, Kepala Desa

Pakel tidak berada pada lokasi lahan perkebunan;

- Bahwa  Kepala  Desa  pernah  memberikan  arahan  kepada  warga  yang

menguasai  lahan  Perkebunan tetapi  pada  saat  diundang  di  Posko  acara

Maulid Nabi dengan menyampaikan arahan tidak boleh ada yang melakukan

tindakan  anarki  serta  bertengkar  karena  semuanya  yang  menguasai  lahan

adalah warga Desa Pakel;

- Bahwa  yang  ikut  berjuang  dalam  pergerakan  penguasaan  lahan

tersebut + 800 orang yang terdiri dari warga Pakel maupun luar  Desa Pakel

dan besarnya pembagian setiap warga berdasar kesepakatan dari 800 orang

tersebut;

- Bahwa yang menyimpan Akta 29 saat ini adalah saksi;

- Bahwa tindakan saksi  setelah mengetahui adanya perpanjangan HGU milik

PT. Bumi Sari  Maju Sukses yang beberapa lahan telah dikuasai yaitu akan

menyampaikan kepada warga bahwa tanah yang dikuasai  oleh  warga dari

Perkebunan  tersebut  sudah  ada  perpanjangan  HGU-nya  dan  saksi  sendiri

menyatakan belum bisa mengambil sikap untuk kedepannya;

- Bahwa alasan warga dari luar Desa Pakel ikut masuk dan menguasai lahan

Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses adalah karena mereka juga anggota

warga yang ikut memperjuangkan tanah hak warga Pakel sejak dahulu yang

pada saat perjuangan Bpk. Slamet sampai dengan sekarang dan mayoritas

tetangga Desa Pakel;

- Bahwa persoalan tersebut  sudah pernah dilaporkan ke pihak instansi  yang

lebih tinggi dalam hal ini ke DPR maupun Presiden dan hanya sebatas surat

menyurat dan tidak ada tindak lanjut;

2. Saksi   HARUN   :

- Bahwa  riwayat  permasalahan  wilayah  antara  Desa  Pakel  dengan  PT.

Perkebunan  Bumi  Sari  Maju  Sukses, menurut  keterangan  Kakek  maupun

Paman Saksi bahwa pada Taman Glugo sejak Tahun 1955 sudah dikuasai dan

sebagai  pemukiman  warga  Pakel  dan  saksi  adalah  keturunan  dari

Bpk.  Karso  salah  satu  nama  yang  tercantum dalam Akta  29  yang  daluhu

beliau pernah menempati lahan tanah di Pongkor yaitu lokasinya diatas dari

Taman Glugo  + 1 Km dan tanah tersebut masuk dalam luasan dari Akta 29

dan kurang lebih 60 warga sudah tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu belum ada lahan Perkebunan pada lokasi tersebut dan

yang ada adalah hanya pertanian dan pemukiman warga;
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- Bahwa sejak  + Tahun 1982  adanya lahan Perkebunan PT. Bumi Sari  Maju

Sukses  pada  lokasi  tersebut  dan  mulai  Tahun  1984  warga  mulai  diminta

pindah oleh pihak PT. Bumi Sari Maju Sukses, yang mana lahan perkebunan

tersebut tidak masuk wilayah Desa Pakel namun masuk wilayah Desa Bayu

dan Desa Kluncing;

- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak warga maupun pihak Desa

dalam  permasalahan  tersebut  adalah  minta  penyelesaian  ke  Badan

Pertanahan Pusat dan warga berharap tanah tersebut bisa menjadi hak milik,

tetapi  sampai  saat  ini  konflik  permasalahan wilayah sampai  saat  ini  belum

terselesaikan;

- Bahwa  yang  dimaksud  perjuangan  warga  dalam  permasalahan  ini  adalah

perjuangan oleh warga sejak tahun 1965 untuk mengembalikan hak-haknya

atas tanah yang sebagian dikuasai pihak Perhutani dan Pihak Perkebunan PT.

Bumi Sari Maju Sukses dan pada saat itu warga sudah mengelola lahan untuk

pertanian serta untuk pemukiman;

- Bahwa berdasarkan alas hak Akta 29 (1929) warga mengajukan peningkatan

hak sebagai hak milik;

- Bahwa  batas-batas  wilayah  yang  tertuang  dalam Akta  29  adalah,  sebelah

Utara berbatasan dengan Kali Patrang, Timur berbatasan dengan Guna Usaha

Malar,  Selatan  berbatasan  dengan  Balak,  Barat  berbatasan  dengan  Kali

Kundang sekarang adalah Desa Pakel;

- Bahwa sebelah barat batas Desa Pakel berbatasan dengan Desa Kluncing;

- Bahwa  tanah  yang  dipermasalahkan  dengan  pihak  Perkebunan  Bumi  Sari

Maju  Sukses  tersebut  masuk  dalam  luasan  dari  wilayah  Desa  Pakel

seluas 1700 Ha;

- Bahwa ada sengketa lain selain dengan Perkebunan Bumi Sari Maju Sukses

yaitu sengketa wilayah antara Desa Pakel dengan Perhutani;

- Bahwa belum pernah ada upaya yang pernah dilakukan dalam penyelesaian

dengan pihak Perkebunan Bumi Sari;

- Bahwa  oleh  karena  warga  menguasai  dan  mengelola  sebagian  lahan

perkebunan PT.  Perkebunan  Bumi  Sari  Maju  Sukses,  sehingga  menjadi

sengketa ;

- Bahwa  saksi  hanya  mendengar  dari  beberapa  warga  bahwa  Kepala  Desa

Pakel  digugat  oleh  pihak  Perkebunan  PT.  Bumi  Sari  Maju  Sukses  di

Pengadilan  TUN  Surabaya,  selanjutnya  terhadap  hal  tersebut  saksi  minta

kejelasan  langsung  kepada  Kepala  Desa Pakel  dan  Kepala  Desa  Pakel

menjelaskan  bahwa  pihaknya  telah  mengeluarkan  Surat  Keterangan  pada

Tahun  2018  yang  intinya  menerangkan  bahwa  ada  beberapa  wilayah

administrasi  Desa  Pakel  yang  masuk  pada  wilayah  lahan  Perkebunan  PT.

Bumi Sari Maju Sukses; 
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- Bahwa  terhadap  hal  tersebut  saksi  selaku  salah  satu  Ketua  Rukun  Tani

mengajukan  permohonan  pencabutan  atas  Surat  Keterangan  Kepala  Desa

tersebut yang ditujukan kepada Kepala Desa Pakel;

- Bahwa yang menjadi alasan saksi membuat surat pencabutan tersebut adalah

agar tidak   menjadikan   salah   tafsir   bagi   pihak   Perkebunan PT. Bumi

Sari  Maju  Sukses,  seakan-akan  dengan  adanya  Surat  Keterangan  Kepala

Desa  tersebut  menjadi  dasar  bagi  warga  untuk  memasuki  dan  menguasai

beberapa lahan Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses pada Tahun 2018;

- Bahwa latar belakang dikeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pakel yang

dijadikan objek sengketa tersebut adalah permintaan dari organisasi Forsuba,

pihak yang pernah mendampingi warga dalam perjuangan untuk memperoleh

kembali tanah yang dikuasai pihak Perkebunan;

- Bahwa  dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  ini  Tahun  2018  warga

memasuki  dan  menguasai  beberapa  tanah  yang  dikelola  oleh  pihak

Perkebunan PT. Bumi Sari Maju Sukses dan saksi juga ikut memasuki dan

menguasai lahan tersebut;

- Bahwa lahan yang dikelola  oleh Kelompok Rukun Tani  pada saat  itu  pada

Th 2003 adalah lahan Perhutani dengan masing-masing mengelola lahan ada

yang mendapat 5000 M2 dan ada juga yang mendapat 2500 M2, tetapi tidak

semua mendapat bagian;

- Bahwa  warga  sercara  bersama-sama  dengan  mendasarkan  Akta  1929

membagi atas pembagian lahan tersebut;

- Bahwa kriteria bisa mendapatkan bagian lahan tersebut adalah warga  yang

ikut perjuangan penguasaan lahan dengan pembagian sama rata termasuk

Kepala Dusun serta Kepala Desa Pakel juga mendapatkan bagian;

- Bahwa  pada  saat  saksi  memasuki  dan  menguasai  lahan  Perkebunan

PT. Bumi Sari Maju Sukes telah ada tanaman Kelapa;

- Bahwa  meskipun  warga  mengetahui  adanya  Akta  1929  sudah  lama  tetapi

melakukan  pergerakan  dengan  menguasai  lahan Perkebunan PT. Bumi Sari

Maju  Sukses  pada  Tahun  2018,  karena  sebelumnya  warga  masih

mempermasalahkan tanah wilayah Pakel yang masuk wilayah Perhutani dan

sampai  sekarang  masih  dikelola  warga  dengan  mendapat  bagian  masing-

masing 2500 M2;

- Bahwa oleh  karena  dahulu  mereka pernah diusir  saat  menempati  lahan di

daerah Pongkor pada Tahun 1985, maka warga  tersebut juga mendapatkan

bagian atas pembagian lahan tersebut;

- Bahwa pada saat ini warga masih mengelola lahan Perkebunan PT. Bumi Sari

Maju Sukses;

- Bahwa pada saat pengukuran Kepala Desa Pakel  pernah datang ke lokasi

lahan tersebut dengan menyampaikan jangan sampai bertengkar;
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- Bahwa  Kepala  Desa  Pakel  mendapat  bagian  lahan  di  Pongkor  seluas

2500 M2;

- Bahwa  Kepala  Dusun  yang  mendapatkan  bagian  dari  pembagian  lahan

perkebunan tersebut adalah Bpk. Suwarno, Bpk. Untung;

- Bahwa  keabsahan  Akta  29  (Th.  1929)  tidak  pernah  dipertanyakan  kepada

pihak yang berwenang;

- Bahwa oleh karena ada wilayah lain yang masuk wilayah Desa Pakel sudah

menjadi pemukiman serta hak perorangan warga masing-masing, maka hanya

wilayah  Desa  Pakel  yang  masuk  lahan  Perkebunan  PT.  Bumi  Sari  Maju

Sukses yang dikuasai warga;

- Bahwa lahan pembagian yang saksi kelola dahulu ada tanaman  kelapa dan

sampai saat ini masih ada;

- Bahwa oleh karena lahan tersebut sudah ada HGU milik PT. Perkebunan Bumi

Sari  Maju  Sukses  dan  sikap  saksi  selaku  Ketua  Kelompok  Rukun  Tani

terhadap penguasaan lahan tersebut adalah tetap mengelola lahan tersebut;

- Bahwa Akta 29 maupun Peta Belanda belum pernah dipertanyakan tentang

keabsahannya; 

3. Saksi   BAGIMAN   :

- Bahwa  riwayat  pemukiman  di  Taman  Glugo  adalah  sebelum  Tahun  1965

warga sudah mengelola sebagai lahan pertanian dan pemukiman di Pongkor

yang termasuk di lokasi Taman Glugo yang masuk wilayah Desa Pakel dan

pada tahun 1984 lahan dikuasai oleh Bpk. Surya Sugondo dan warga sedikit

demi sedikit diusir tidak boleh beraktifitas serta membuat pemukiman di lokasi

tersebut  dan dengan cara  mereka menanami tanaman Kopi  dan Cengkeh,

sehingga warga tidak bisa mengelola lahan di lokasi tersebut sehingga warga

keluar dari lokasi tersebut;

- Bahwa  dengan  cara  membuka  lahan  hutan  menjadi  lahan  pertanian  dan

pemukiman warga  bisa  mengelola  dan  membuat  pemukiman  di  daerah

Pongkor;

- Bahwa  oleh  karena  takut  warga  tidak  melakukan  perlawanan  terhadap

pengusiran untuk tidak menempati lahan di daerah Pongkor tersebut;

- Bahwa saksi ikut dalam pergerakan penguasaan lahan milik Perkebunan PT.

Bumi  Sari  Maju  Sukses dan  mendapatkan  bagian  lahan  di  Dusun  Taman

Glugo di lokasi dekat terminal dengan luas 2500 M2;

- Bahwa Tahun 1982 lahan perkebunan pada Dusun Taman Glugo sebagian

sudah ada tanaman kelapa dan  dengan cara warga diberi bibit kelapa oleh

Bpk  Surya  Sugondo  untuk  menyuruh  warga  menanami  dengan  tanaman

kelapa pada perkebunan tersebut;
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- Bahwa  saksi  mendapat  pembagian  lahan  tanah  tersebut  dari Kelompok

Rukun Tani;

- Bahwa dalam perolehan lahan tersebut saksi tidak membayar dan tidak ada

suratnya;

- Bahwa saksi mengelola dengan menanami  Jagung dan sudah panen sekali,

yang mana sebelumnya lahan tersebut  sudah ada tanaman kelapa sampai

saat ini;

Menimbang,  bahwa  Para  Pihak  masing-masing  telah  mengajukan

kesimpulannya  pada  persidangan  secara  elektronik  melalui  Sistem  Informasi

Pengadilan(e-Court)  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya pada  tanggal

27  Desember  2021  yang  isi  selengkapnya  termuat  dalam  Berita Acara

Persidangan;

Menimbang,  bahwa segala sesuatu yang terjadi  di  persidangan adalah

sebagaimana  tercantum  dalam  Berita  Acara  Persidangan,  yang  merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; 

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada hal

yang diajukan lagi, selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11

Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal  12 Oktober 2021 sebagaimana telah diperbaiki secara

formal  terakhir  pada  tanggal  18 November  2021  dalam  Perkara  Nomor

156/G/2021/PTUN. SBY. ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (objectum litis) dalam

perkara a quo adalah berupa : Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor :

593/315/429.422.06/2018 tanggal  11  Mei  2018 (selanjutnya  disebut  sebagai

surat objek sengketa); (vide Bukti P-31); 

Menimbang,  bahwa  terhadap gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

telah mengajukan eksepsi sebagaimana selengkapnya termuat dalam jawaban

tertanggal  29  November 2021 di  atas  yang  menurut  Majelis  Hakim  pada

pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Mengadili :

A. Obyek Sengketa Bukan KeputusanTata Usaha Negara (KTUN);

B. Gugatan Penggugat Merupakan Sengketa Hak Atas Tanah
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2. Gugatan Penggugat  Kabur (Obscuur Libel)  Karena Mencampurkan antara

Sengketa Hak Atas Tanah dengan Sengketa TUN;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) Karena Tidak Menerangkan

Secara  Pasti  Tanah  Yang  Diklaim Miliknya  Yang  Terdampak  Oleh  Obyek

Sengketa;

4. Upaya Keberatan dan Banding Administratif  Tidak Sah Sehingga Gugatan

Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

(1) Eksepsi  tentang kewenangan absolut  Pengadilan dapat  diajukan setiap

waktu  selama  pemeriksaan,  dan  meskipun  tidak  ada  eksepsi  tentang

kewenangan  absolut  Pengadilan  apabila  Hakim  mengetahui  hal  itu,  ia

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pangadilan tidak berwenang

mengadili sengketa yang bersangkutan; -

(2)  Eksepsi  tentang  kewenangan  relatif  Pengadilan  diajukan  sebelum

disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi  tersebut harus

diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat

diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya

mengatur  tentang eksepsi  dalam hal  kewenangan mengadili  dan eksepsi  lain

selain hal kewenangan mengadili;

Menimbang,  bahwa  guna  mempermudah  sistimatika  dalam  menyusun

pertimbangan  hukum  sengketa  a  quo,  Majelis  Hakim  di  dalam

mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak

akan merujuk berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, namun

akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam

eksepsi yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang,  bahwa  memperhatikan  eksepsi-eksepsi  Tergugat  tersebut,

ternyata  didalamnya  terdapat  eksepsi  lain  yang  tidak  mengenai  kewenangan

mengadili, oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan

diputus bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-

eksepsi  yang  diajukan  Tergugat  dalam  jawabannya  tersebut,  Majelis  Hakim

terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah objek sengketa a quo:

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  merasa  perlu  untuk

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai masalah  objek sengketa karena
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merupakan salah satu syarat formal gugatan yang harus dipenuhi oleh sebuah

gugatan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya,

dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  dapat

mengajukan gugatan tertulis  kepada pengadilan yang berwenang,  yang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai  tuntutan ganti  rugi  dan /atau

rehabilitasi,  sebagaimana   diatur   dalam  Pasal  53  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di  atas perlu terlebih

dahulu  dipertimbangkan  apakah  Surat  objek  sengketa  telah  habis  masa

berlakunya dan atau masih ada eksistensinya?; 

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut di  atas Majelis Hakim

akan memeriksa seluruh alat  bukti  dan keterangan  para  pihak yang diperoleh

dalam persidangan untuk  memperoleh  fakta-fakta  hukum dan kemudian fakta

hukum tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan meneliti dengan

seksama alat bukti surat, alat bukti  keterangan saksi  di persidangan, dan alat

bukti  pengetahuan Hakim dari  pemeriksaan setempat di  lokasi,  Majelis Hakim

menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  adalah pemegang Hak Guna Usaha atas tanah yang

terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur berdasarkan :

a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00295/Desa Banyuwangi atas nama

PT.  Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari

pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon,

dengan  NIB  12370000.00305  sebagaimana  Surat  Ukur  Nomor

00060/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi

seluas 2815 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Tanah Hak Desa Pakel 

Selatan : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari

Barat : Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari

b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00296/Desa Banyuwangi atas nama

PT.  Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari
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pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon,

dengan  NIB  12370000.00306  sebagaimana  Surat  Ukur  Nomor

00061/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi

seluas 7.778.789 m2 dengan batas-batas :

Utara : Desa Kluncing, Perhutani, Desa Bayu 

Timur :  Tanah Hak PT. Perusahaan Perkebunan Bumisari,  Tanah

Hak Desa Kluncing, Desa Pakel

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Tanah PT. Perusahaan Perkebunan Bayulor

c. Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00297  /Desa  Banyuwangi  atas

nama PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses

berkedudukan di Banyuwangi, tanggal berakhirnya hak 31-12-2034, dari

pemecahan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00008/Desa Songgon,

dengan  NIB  12370000.00307  sebagaimana  Surat  Ukur  Nomor

00062/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Banyuwangi

seluas 2.169.698 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah  Perhutani,  Desa  Kluncing,  Tanah  Hak  PT.

Perusahaan Perkebunan Bumisari Maju Sukses

Timur : Tanah  Hak  Desa  Kluncing,  Tanah  Hak  Desa  Pakel,

Perhutani, Desa Bayu

Selatan : Tanah Hak Desa Bayu, Perhutani

Barat : Desa Bayu, Perusahaan Perkebunan Bayulor

d. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00298/Desa Banyuwangi atas nama

PT.  Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses

berkedudukan  di  Banyuwangi,  tanggal  berakhirnya  hak  31-12-2034,

sebagai  pengganti  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  00001/Desa

Kluncing,  dengan  NIB  12370000.00308  sebagaimana  Surat  Ukur

Nomor  00063/2019  terletak  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten

Banyuwangi seluas 1.900.487 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hak Desa Kluncing

Timur : Perhutani

Selatan :  Tanah Hak PT.  Perusahaan Perkebunan  Bumisari  Maju

Sukses

Barat : Tanah Perhutani

Bahwa,  oleh  karena  Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

yuridis, hal  mana berdasar  bukti-bukti  sampai  dengan  saat  ini  seluruh

Sertipikat Hak Guna Usaha  atas nama  Penggugat  belum dan atau  tidak
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pernah  disengketakan oleh pihak lain manapun baik dalam sengketa tata

usaha negara maupun dalam sengketa perdata dan atau  dibatalkan oleh

putusan  Pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  sehingga

Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  atas  nama  Penggugat  seluruhnya  menurut

hukum sah  dan  berkekuatan  hukum mengikat  serta  mempunyai  akibat

hukum bagi pihak Penggugat sendiri maupun pihak lain, dengan demikian

Penggugat adalah sah sebagai pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan

sertipikat-sertipikat tersebut di atas yang saat ini masih berlaku dan  baru

akan berakhir pada tanggal 31-12-2034; (Vide Bukti P-9, P-10, P-11, P-12);

2. Bahwa,  sebelum  terbitnya sertipikat-sertipikat  hak  guna  usaha  berdasar

bukti  P-9, P-10, P-11,  P-12 tersebut diatas, Penggugat adalah pemegang

2 (dua) sertipikat hak guna usaha sebagai berikut :

a. Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  Nomor  1/Desa  Kluncing  atas  nama  PT.

Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  yang

terletak  di  Propinsi  Jawa Timur,  Kabupaten Banyuwangi,  Kecamatan

Glagah,  Desa Kluncing  dengan  nama Jalan/Persil  Perkebunan Bumi

Sari  Pakuda,  asal  persil  Pengganti  Hak  Guna  Usaha  No.  2  seluas

1.902.600 M2,  yang berlaku 20 tahun sejak  tanggal  19-12-1989 dan

berakhir tanggal 31-12-2009 (vide bukti P-7);

b. Sertipikat  Hak  Guna Usaha  Nomor  8/Desa Songgon atas  nama PT.

Perusahaan  Perkebunan  dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju  Sukses  yang

terletak  di  Propinsi  Jawa Timur,  Kabupaten Banyuwangi,  Kecamatan

Songgon, Desa Songgon dengan nama Jalan/Persil Perkebunan Bumi

Sari  Kalimas,  asal  persil  Pengganti  Hak  Guna  Usaha  No.  6  seluas

9.995.500 M2,  yang berlaku 20 tahun sejak  tanggal  19-12-1989 dan

berakhir tanggal 31-12-2009 (vide bukti P-8);

3. Bahwa,  sesuai  fakta  seluruh  hak  guna  usaha  Penggugat  terbentang  di

wilayah administrasi Desa Kluncing dan Desa Pakel Kecamatan Licin dan

Desa Bayu Kecamatan Songgon (vide alat bukti pengetahuan Hakim dari

hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim); 

4. Bahwa dari bukti P-14 = T-3, diperoleh fakta adanya  Surat Kepala Kantor

Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  :  280/600.1.35.10/II/2018

tanggal  14  Februari  2018  Perihal  :  Klarifikasi,  sebagai  bentuk

jawaban/tanggapan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi atas surat

Ketua Forum Suara Blambangan “FORSUBA”  No. 03/A.2/Forsuba/I/2018

tanggal 25 Januari 2018; 

5. Bahwa dari bukti P-24, diperoleh fakta, dengan dasar Surat Kepala Kantor

Pertanahan  Kabupaten  Banyuwangi  Nomor  :  280/600.1.35.10/II/2018
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tanggal 14 Februari 2018 Perihal : Klarifikasi (vide bukti P-14=T-3) tersebut,

FORSUBA berkirim surat  kepada Tergugat  (in  casu Kepala Desa Pakel)

dengan surat No. 10/A.2/Forsuba/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 Perihal :

Permohonan, hal mana intinya minta kepada Tergugat untuk mendampingi

dan menunjukkan Batas Desa Pakel dengan Batas Desa Bayu, dan Batas

Desa Pakel dengan Desa Kluncing;

6. Bahwa,  selanjutnya  Tergugat  mengeluarkan  surat  objek  sengketa  a  quo

berupa  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor

593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (vide Bukti P-31);

7. Bahwa, dari bukti P-36, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat

bernama  SUPARMO  dan  keterangan  saksi  Tergugat  bernama  HARUN,

diperoleh fakta Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pakel

Nomor : 188/21/KEP/429.422.06/2018  tertanggal  05  Desember  2018

Tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) yang

merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat objek sengketa a quo;

8. Bahwa,  dari  keterangan  saksi  SUPARMO  selaku  Ketua  Organisasi

Masyarakat Tim Peduli Pakel (TPP) yang dibentuk Tergugat, diperoleh fakta

bahwa  latar  belakang  terbitnya  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel

Nomor : 593/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 (objek sengketa

a  quo)  adalah Kepala  Desa  Pakel  (Mulyadi)  diminta  untuk  memenuhi

janjinya  pada  saat  mencalonkan  diri  sebagai  Kepala  Desa  Pakel  pada

periode  kedua,  dengan  janji  bahwa  akan  mengklaim  tanah  lahan

perkebunan  PT.  Perusahaan  Perkebunan  Dan  Dagang  Bumi  Sari  Maju

Sukses  seluas  ratusan  hektare  yang  masuk  wilayah  Desa  Pakel  akan

menjadi hak warga Desa Pakel;    

9. Bahwa,  dari  keterangan  saksi  SUPARMO,  MUSAHBAN dan  NURHAINI,

diperoleh fakta  berdasar  Surat Keterangan Kepala Desa Pakel  Nomor :

593/315/429.422.06/2018  tertanggal  11  Mei  2018  tersebut  (surat  objek

sengketa a quo) warga baru mulai tahun 2018 memasuki,  menguasai dan

menanami lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses secara terpencar

(tidak  satu  lokasi)  dengan  tanaman  berupa  Pisang,  Jagung,  Singkong,

Cabe dan tanaman palawija lainnya  dan saat ini warga sudah memasuki

seluas + 300 Ha. lahan perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

10. Bahwa  berdasar  alat  bukti  pengetahuan  Hakim  dari  hasil  pemeriksaan

setempat,  diperoleh fakta  bahwa diatas  lahan perkebunan a quo secara

sporadik atau tidak pada satu tempat (terpencar-pencar)  terdapat tanaman

berupa cabe, jagung, singkong, pisang, dan palawija lainnya yang ditanam
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oleh  warga  diantara  tanaman  perkebunan  homogen  berusia  lama  yang

ditanam pihak Penggugat;    

11. Bahwa  dari  keterangan  saksi  HARUN  selaku  Sekretaris  Organisasi

Masyarakat  Tim  Peduli  Pakel  (TPP)  yang  dibentuk  Tergugat  dan  Ketua

Kelompok  Rukun  Tani  Sumberejo  Pakel  dan  saksi  SUWARNO,

dihubungkan  dengan bukti  T-1  dan   T-2,  diperoleh  fakta  bahwa  dengan

mendasarkan pada Acta Van Verwizing/Akta Penunjukan tanggal 11 Januari

1929 warga secara bersama-sama membagi tanah atas pembagian lahan

tersebut, namun keabsahan  Acta  Van Verwizing/Akta Penunjukan tanggal

11 Januari  1929 (Akta 1929) tersebut maupun Peta Belanda tidak pernah

dipertanyakan kepada pihak yang berwenang / belum pernah diajukan ke

Kantor Pertanahan setempat;

12. Bahwa  dari  keterangan  saksi  HARUN,  diperoleh  fakta  bahwa  memang

benar warga melakukan pergerakan dengan  menguasai lahan perkebunan

PT. Bumisari  Maju Sukses baru mulai  pada  tahun 2018 meskipun warga

mengetahui adanya Akta 1929 sudah lama tetapi karena sebelumnya warga

masih  mempermasalahkan  tanah  wilayah  Pakel  yang  masuk  wilayah

Perhutani  dan sampai  sekarang masih dikelola warga dengan mendapat

bagian masing-masing 2500 M2 ;

13. Bahwa dari  keterangan saksi HARUN, diperoleh fakta tahun 2018 warga

memasuki  dan  menguasai  beberapa  tanah  yang  dikelola  oleh  pihak

Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses dan saksi juga ikut memasuki dan

menguasai lahan tersebut;

14. Bahwa dari keterangan saksi HARUN selaku Ketua Kelompok Rukun Tani

Sumberejo  Pakel  dihubungkan  dengan  bukti  T-7,  diperoleh  fakta  saksi

mengakui  telah  mengajukan  permohonan  pencabutan  atas  Surat

Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  tersebut  (objek  sengketa  a  quo)  yang

ditujukan kepada Kepala Desa Pakel (Tergugat) karena saksi  mendengar

bahwa Kepala Desa Pakel  digugat  oleh  pihak Perkebunan PT.  Bumisari

Maju  Sukses  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Surabaya,  selanjutnya

terhadap hal tersebut saksi minta kejelasan langsung kepada Kepala Desa

Pakel  dan  Kepala  Desa  Pakel  menjelaskan  bahwa  pihaknya  telah

mengeluarkan  Surat  Keterangan  pada  Tahun  2018  yang  intinya

menerangkan bahwa ada beberapa wilayah administrasi Desa Pakel yang

masuk pada wilayah lahan Perkebunan PT. Bumisari Maju Sukses;

15. Bahwa  dari  bukti  T-8,  diperoleh  fakta  Tergugat  selanjutnya  menerbitkan

Surat  Keterangan Kepala  Desa Pakel  Nomor  :  593/163/429.522.06/2021

tanggal  8  Desember  2021  Tentang  Pencabutan  Terhadap  :  Surat
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Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  :  593/315/429.422.06/2018

tertanggal 11 Mei 2018, pada saat proses pemeriksaan sengketa tata usaha

negara  terhadap  Surat  Keterangan  Kepala  Desa  Pakel  Nomor  :

593/315/429.422.06/2018 tertanggal  11 Mei  2018 tersebut  sebagai  objek

sengketa  gugatan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  masih

sedang berjalan;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  68  ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (3)

Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan

mengatur  bahwa  Keputusan  Berakhir  apabila  :  b.  dicabut  oleh  Pejabat

Pemerintahan  yang  berwenang;  Dalam  ayat  (3) diatur  bahwa  :  Dalam  hal

berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan

yang  dicabut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  Pejabat  Pemerintahan

menetapkan Keputusan pencabutan.

Menimbang, bahwa Surat objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat

yang diminta pembatalan oleh Penggugat, berdasarkan fakta hukum dalam bukti

T-8  telah  dicabut  sendiri  oleh  Tergugat selaku  yang  menerbitkan  sehingga

dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 68  ayat (1) huruf b dan ayat (3)

Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,

Majelis Hakim berpendapat surat objek sengketa a quo telah dengan sendirinya

menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menimbang,  bahwa  walaupun  Majelis  Hakim  berpendapat  surat  objek

sengketa a quo telah dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai

kekuatan hukum lagi, namun demikian dengan memperhatikan rangkaian fakta-

fakta  hukum  sebagaimana  Majelis  Hakim  uraikan  dan  jabarkan  dalam

pertimbangan hukum diatas khususnya fakta bahwa surat objek sengketa a quo

faktanya  menjadi  dasar  bagi  warga  sejak  tahun  2018  untuk  mulai  memasuki

lahan Penggugat yang masih secara sah didasarkan pada surat keputusan yang

berlaku  berdasar  Sertipikat  HGU  atas  nama  Penggugat,  Majelis  Hakim

berpendapat terhadap Tergugat tidak dibenarkan lagi menerbitkan keputusan dan

atau tindakan, serta melakukan perbuatan hukum administratif yang sejenis dan

atau  mengandung  substansi  yang  sama  yang  dapat  menimbulkan  sengketa

sebagai akibat hukum bersinggungan dengan surat keputusan hak yang telah

diakui  secara  hukum  berdasar  keputusan  yang  masih  berlaku  dan  mengikat

sebelum adanya pembatalan/dinyatakan sebaliknya terhadap sertipikat-sertipikat

hak guna usaha (HGU) atas nama Penggugat yang  baru akan  berakhir  pada

tanggal 31-12-2034;
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Menimbang,  bahwa oleh  karena itu  untuk  menjamin  rasa keadilan  dan

kepastian  hukum bagi  siapapun  juga,  seharusnya semua pihak menahan  diri

untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan masalah

hukum lainnya yang lebih rumit  seperti  melakukan penjarahan,  pengerusakan

dan atau perbuatan pidana lainnya. Oleh karena itu patut pula kiranya dilakukan

pengujian terkait alas hak kepemilikan secara keperdataan bagi para pihak yang

terkait  /  warga yang melakukan penguasaan lahan dan atau pengujian terkait

keabsahan dari sertipikat hak guna usaha atas nama Penggugat;    

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  objek  sengketa  a  quo tidak  mempunyai

kekuatan hukum lagi sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat dengan

sendirinya  sudah  terpenuhi,  maka  beralasan  hukum  gugatan  Penggugat

dinyatakan tidak diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

karena  Majelis  Hakim telah  menyatakan  gugatan  Penggugat dinyatakan tidak

diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat  dan pokok perkaranya tidak

perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan Penggugat dinyatakan  tidak

diterima,  maka berdasarkan Pasal  110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dibebankan untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang  jumlahnya akan

ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor

5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua

alat bukti dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan

yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan

hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-

keterangan saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dengan berkas Putusan ini;

Mengingat  Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara  jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas  Undang-Undang  Nomor5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha

Negara,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 serta  Peraturan  Perundang-

undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;
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M E N G A D I L I  :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Rp.   8.398.000,- (Delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tata  Usaha  Negara  Surabaya,  pada  hari  Rabu, tanggal 5  Januari  2022  oleh

kami : TEDI ROMYADI,  S.H.,M.H.,  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara

Surabaya  sebagai Hakim Ketua Majelis,  didampingi  DEDY KURNIAWAN, S.H.,

dan  GANDA  KURNIAWAN,  S.H., masing-masing  sebagai Hakim  Anggota.

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara

elektronik dan diunggah  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan pada hari  Senin,

tanggal 10 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDY

SUYANTO, S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya, dengan dihadiri  secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

Kuasa Hukum Tergugat;

           Hakim Anggota,                          Hakim Ketua Majelis,

                       

                                                                  

1. DEDY KURNIAWAN, S.H.                                      TEDI ROMYADI, S.H.,M.H.

             

2. GANDA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY SUYANTO, S.H.,M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp.      30.000,-

2. Biaya Kepaniteraan : Rp.    348.000,-

3. Biaya P.S : Rp. 8.000.000,-

4. Redaksi : Rp.      10.000,-

5. Meterai : Rp.      10.000,-

J  u  m  l  a  h :     Rp.  8.398.000,-

(Delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
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BIODATA PENULIS 

 

Biodata pribadi 

Nama   : Anggi Kusumawati 

Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 13 April 2002 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Jl. Cakraningrat RT 01/ RW 02 Kelurahan Sumberrejo,  

  Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. 

Agama   : Islam 

Status   : Belum Menikah 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI) 

No. Hp   : 089697644316 

Email   : Anggidk12@gmail.com 

Riwayat Pendidikan 

1. MI At- taufiq 

2. SMP Negeri 2 Banyuwangi 

3. SMA Negeri 1 Banyuwangi  
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